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Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, dan 
berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam semoga 
tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  
Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi global 
Covid-19, karya buku “KESEHATAN KERJA TINJAUAN DALAM 
PERSPEKTIF ISLAM” yang kini hadir di tangan pembaca patut 
mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut 
diperlukan sebagai bentuk penghargaan kita sebagai 
pembaca terhadap penulis yang dengan penuh kesungguhan 
hati, mampu menyelesaikan suatu naskah buku referensi 
yang berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan. 
Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan 
sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada tahun pertama 
kepemimpinan ini, melalui program Gerakan Penulisan dan 
Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini dapat lahir. Hal ini, 
selain merupakan manifestasi dari salah satu Pancacita 
kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang Aktif, juga tentu 
menunjukkan bahwa produktifitas melahirkan karya 
referensi dan karya akademik harus tetap digalakkan dan 
disupport demi terciptanya suatu lingkungan akademik yang 
dinamis dan dipenuhi dengan khazanah keilmuan. Iklim 
akademik yang demikian itu dapat mendorong kepada hal-
hal positif yang dapat memberi dampak kepada seluruh 
sivitas akademika UIN Alauddin Makassar. Tentu, hal ini juga 
perlu dilihat sebagai bagian dari proses upgrading kapasitas 
dan updating perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh 
dari sebuah universitas. 
Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam sebuah 
lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar adalah 
kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya manusia 
dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dibarengi 
dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap akomodatif 
dan kolektif yang mampu mendorong peningkatan kapasitas 
v 
 
dan kreatifitas sumber daya, dan menciptakan inovasi yang 
kontinu guna menjawab setiap tantangan zaman yang 
semakin kompleks. Apalagi, di tengah kemajuan pada bidang 
teknologi informasi yang kian pesat dewasa ini, hal-hal 
tersebut bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan. Semua 
berpulang pada tekad yang kuat dan usaha maksimal kita 
untuk merealisasikannya. 
Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi memori 
sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. UIN 
Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan 
yang memiliki basic core pengembangan ilmu pengetahuan, 
memiliki kewajiban untuk terus menerus memproduksi ilmu 
pengetahuan dengan menghasilkan karya ilmiah dan 
penelitian yang berkualitas sebagai kontribusinya terhadap 
kesejahteraan umat manusia. 
Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil meluncurkan 
karya intelektual ini dapat menjadi sumbangsih yang 
bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan 
pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas, 
berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan peradaban 
bangsa. 
Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas segala 
usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Amin... 
 
 

















Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. 
karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat 
menyelesaikan buku dengan judul “Kesehatan Kerja: 
Tinjauan dalam Perspektif Islam”. Buku ini mengacu pada 
referensi standar kesehatan masyarakat, baik dari hand book 
kesehatan masyarakat, maupun berbagai bahan yang dapat di 
akses dari berbagai sumber. 
Buku ini merupakan buku integrasi keilmuan dan 
Islam. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi referensi 
baru untuk mahasiswa kesehatan masyarakat khususnya 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam proses belajar 
mengajar. Buku ini juga dapat dijadikan sumber acuan bagi 
praktisi K3 dalam penerapan K3 di tempat kerja. 
Akhirnya semoga buku ini menjadi sumbangan yang 
berharga dalam membangun pemahaman bersama untuk 
perbaikan pembelajaran menuju pada tata kelola universitas 
yang baik (good university governance). 
Dengan ini diucapkan terimakasih kepada semua pihak 
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BAB 1  




1. Pengertian Kesehatan Kerja 
Menurut International Labour Organization/WHO 
Committee on Occupational Health tahun 2010 pengertian 
kesehatan kerja adalah: 
"Kesehatan kerja bertujuan pada promosi dan 
pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari 
kesehatanfisik, mental dan sosial dari pekerja pada 
semua pekerjaan; pencegahan gangguan kesehatan 
pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja 
mereka; perlindungan pekerja dalam pekerjaan mereka 
dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu 
kesehatan; penempatan dan pemeliharaan pekerja 
dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan 
kemampuan fisik dan psikologisnya; dan sebagai 
kesimpulan, penyesuaian pekerjaan, terhadap manusia 
dan setiap manusia terhadap pekerjaannya.” 
“Fokus utama dari kesehatan kerja terletak pada tiga 
obyek yang berbeda: (i) pemeliharaan dan promosi 
kesehatan kerjadan kapasitas kerja; (ii) perbaikan 
lingkungan kerja dan pekerjaan sehingga kondusif 
terhadap keselamatan dan kesehatan; (iii) 
pengembangan organisasi dan budaya kerja dalam arah 
yang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja dan 
dalam pelaksanaannya. Juga mempromosikan iklim 
sosial yang positif dan operasi yang lancar dan dapat 
meningkatkan produktivitas perusahaan.Konsep dari 
budaya kerja dalam konteks ini adalah refleksi dari 
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sistem-sistem nilai yang essensial yang diterapkan 
dalam perusahaan. Budaya tersebut tercermin dalam 
praktek sistem manajemen: kebijakan personalia, 
prinsip-prinsip partisipasi, kebijakan pelatihan dan 
manajemen mutu dari perusahaan". 
Berdasarkan paradigma baru di atas, di dunia 
International telah dikembangkan beberapa sistem 
manajemen seperti Sistem Manajemen Mutu (ISO 9000), 
Sistem Manajemen lingkungan (ISO 14000) dan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 
Tujuan utama dari upaya kesehatan kerja yaitu 
menghasilkan tenaga kerja yang sehat serta produktif. 
Terkait dengan tujuan utama ini, terdapat keterkaitan yang 
erat antara derajat kesehatan tenaga kerja terhadap 
produktivitas kerja. Jika tenaga kerja melaksanakan 
pekerjaannya dengan beban kerja yang sesuai serta bekerja 
pada lingkungan kerja yang memenuhi standar kesehatan 
kerja serta tenaga kerja mempunyai derajat kesehatan yang 
baik maka efisiensi kerja dan produktivitas kerja akan 
tercapai secara optimal (Suma’mur 2004). 
Kesehatan kerja dalam perspektif Islam juga dipandang 
sebagai sesuatu yang penting. Sehat merupakan nikmat yang 
tidak terbatas oleh Allah swt. kepada manusia.Tanpa 
kesehatan maka nikmat lainnya tidaklah sempurna 
dirasakan. Dalam salah satu hadits dikatakan bahwa terdapat 
















َي َّللا اٍس َرض ِ
َعْن اْبِن َعبَّ











 اِس الص 
”Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu 
nikmat sehat dan waktu senggang” (HR. Bukhari no. 6412, 
dari Ibnu ‘Abbas). 
Ibnu Baththal berkata,  
”Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga 
badannya juga sehat. Barang siapa yang memiliki dua nikmat 
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ini (yaitu waktu senggang dan nikmat sehat), hendaklah ia 
bersemangat, jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan 
syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur 
adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi 
setiap larangan Allah.Barangsiapa yang luput dari syukur 
semacam ini, maka dialah yang tertipu”. 
Mendukung pendapat tersebut, Ibnul Jauzi mengatakan: 
”terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun 
ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan 
urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang 
memiliki waktu luang, namun ia dalam kondisi tidak 
sehat. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang 
dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas 
dalam melakukan amalan ketaatan. Itulah manusia yang 
telah tertipu (terperdaya)”. 
Sebagai seorang mukmin hendaknya menganggap 
kesehatan sebagai nikmat yang harus selalu disyukuri. Islam 
memberikan perhatian yang penting terhadap kesehatan 
karena dengan kondisi tubuh yang sehat maka manusia dapat 
beraktivitas sesuai dengan fitrahnya. Islam juga menegaskan 
mengenai pentingnya sikap istiqomah dalam mencapai 
kondisi sehat (Yanti 2018). Hal tersebut tertuang dalam QS 
Yunus/10: 57 berbunyi: 
ُدورِ َوُهٗدى  َِما ِِف ٱلصُّ
ب ُِكۡم َوِشَفآءٞ ل  ِن رَّ وِۡعَظةٞ م  َها ٱنلَّاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مَّ يُّ
َ
َٰٓأ يَ
   َورَۡۡحَةٞ ل ِۡلُمۡؤِمنِيَ 
“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-
penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 
rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS: Yunus ayat 57). 
Berdasarkan pandangan Islam mengenai kesehatan 
serta didukung beberapa pendapat yang memaparkan 
urgensi kesehatan yang dalam hal ini adalah kesehatan kerja. 
Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya melalui 
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penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja untuk mencapai 
tujuan kesehatan tenaga kerja yang menghasilkan tenaga 
kerja produktif serta memiliki derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya. 
2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesehatan dan 
Produktivitas Pekerja. 
Agar seorang pekerja dapat terjamin keadaan kesehatan 
dan produktivitas pekerja yang setinggi-tingginya, maka 
perlu adanya keseimbangan yang serasi diantara faktor-
faktor: 
a. Beban kerja 
Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan adalah 
suatu beban bagi pelakunya. Beban kerja tersebut 
antara lain: 
1) Beban fisik; seperti pada mengangkat, memikul, 
menempa (pandai besi) dan lain-lain. 
2) Beban mental; seperti pada manajer, pengusaha 
dan lain-lain. 
Setiap tenaga kerja memiliki kemampuan 
dan keahlian masing-masing dalam kaitannya 
dengan beban kerja. Tenaga kerja pada 
umumnya hanya mampu menanggung beban 
sampai batas tertentu. Beban maksimal yang 
mampu ditanggung tenaga kerja menentukan 
efisiensi dan produktivitas kerja. Sehingga 
tenaga kerja perlu ditempatkan pada posisi yang 
tepat untuk memperoleh hasil yang optimal. 
Faktor yang dimiliki oleh tenaga kerja seperti 
bakat, kecocokan, pengalaman, pengetahuan, 
ketrampilan, motivasi dan lain sebagainya 
merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk 
menentukan tepat atau tidaknya suatu 
penempatan dari tenaga kerja. 
b. Beban tambahan dari lingkungan kerja  
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Pada umumnya beban tambahan pada jasmani 
atau rohani tenaga kerja dapat dialami ketika dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan di lingkungan kerja 
atau keadaan yang tidak memenuhi syarat 
kesehatan. Secara garis besar faktor-faktor 
lingkungan kerja yang dapat mengganggu kesehatan 
tenaga kerja adalah: 
1) Faktor fisik dapat berupa; kebisingan, 
suhu/iklim, radiasi, tekanan udara, penerangan, 
getaran. 
2) Faktor kimia berupa: gas dan uap, 
partikel/aerosol, debu, kabut, asap, cairan, dan 
lain-lain. 
3) Faktor biologi dapat berupa; bakteri, virus, 
jamur, cacing, parasit, dan lain-lain. 
4) Faktor fisiologi ( Ergonomi) 
5) yaitu faktor yang mempengaruhi keserasian 
antara tenaga kerja dan pekerjaannya (kontruksi 
mesin, sikap kerja dan cara kerja). Ketidak 
serasian dari faktor di atas dapat menimbulkan 
kecelakaan kerja, sakit otot, sakit pinggang, 
cedera punggung dan Iain-lain. 
6) Faktor psikososial berupa  
Hubungan kerja yang kurang baik, sifat 
pekerjaan yang monoton, tak sesuai bakat, 
kesejahteraan yang kurang dan Iain-lain. Faktor 
ini selain akan menurunkan produktivitas, juga 
dapat menimbulkan penyakit-penyakii 
psikosomatik. 
 
c. Kapasitas kerja 
Kapasitas kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh: 
1) Keterampilan 
2) Kesegaran jasmani 
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3) Keadaan kesehatan 
4) Tingkat gizi 
5) Jenis kelamin 
6) Umur 
7) Ukuran tubuh (antropometri) 
Kapasitas kerja akan maksimal, apabila seluruh 
faktor-faktor di atas dalam keadaan optimal dan 
serasi dengan pekerjaan yang dihadapi. Untuk itu 
perlu pembinaan terus menerus, untuk 
meningkatkan keterampilan dan tingkat kesehatan 
tenaga kerja. 
Untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan 
gangguan kesehatan para pekerja dan selalu dalam 
keadaan sehat dan produktif perlu dilakukan upaya-
upaya kesehatan kerja yaitu: 
a) Optimalisasi beban kerja. 
b) Pengendialian lingkungan kerja  
c) Peningkatan kapasitas kerja 
 
3. Peraturan Perundang-Undangan Norma Kesehatan Kerja 
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
bidang kesehatan kerja antara lain (DitPNK3 2017): 
UNDANG-UNDANG 
a. Undang No.3 tahun 1969 tentang Persetujuan Kosvensi 
Organisasi Perburuhan International Nomor 120 
Mengenai Higiene Dalam Perniagaan dan Kantor-kantor. 
Undang-undang ini menjelaskan bahwa dalam 
Konvensi No. 120 secara garis besar mengatur 
kebersihan, suhu, ventilasi, penerangan, persediaan air 
minum, kakus, tempat mencuci, Ruang ganti pakaian 
kerja. Selanjutnya Konvensi ini bertujuan melindungi 
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tenaga kerja terhadap bahaya atau dampak dari getaran 
dan sebagainya. 
Setiap badan, lembaga atau dinas pemberi jasa 
atau bagiannya yang tunduk kepada konvensi ini, dengan 
memperhatikan besarnya dan kemungkinan bahaya yang 
akan terjadi, maka harus melaksanakan P3K ditempat 
kerja. 
b. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja 
Syarat-syarat keselamatan kerja sesuai dengan 
Bab III pasal 3 dalam peraturan perundangan ini 
menunjukan bahwa lebih dari 50% dari syarat tersebut 
adalah syarat-syarat kesehatan kerja, yaitu: 
1) Melakukan pertolongan pada kecelakaan; 
2) memberi alat-alat perlindungan diri pada para 
pekerja; 
3) mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar 
luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, 
gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara 
dan getaran; 
4) mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit 
akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, 
infeksi dan penularan; 
5) memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; 
6) menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang 
baik; 
7) menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; 
8) memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; 
9) memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat 
kerja, lingkungan cars dan proses kerjanya. 




1) Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental 
dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang 
akan diterimanya maupun yang akan 
dipindahkan, sesuai dengan sifat pekerjaan yang 
akan diberikan kepadanya ; 
2) Memeriksakan kesehatan dari semua tenaga 
kerja yang berada di bawah pimpinannya secara 
berkala pada dokter yang ditunjuk oleh 
pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur. 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan kerja terutama program jaminan 
kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan 
kesehatan tenaga kerja. 
c. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
Di dalam undang-undang pada pasal 86 ini 
mengatur hak pekeqa/buruh untuk memperoleh 
perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna 
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal 
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 
Selain itu di dalam pasal 87 mengatur kewajiban 
setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi 
dengan sistem manajemen perusahaan. 
 
KEPUTUSAN PRESIDEN RI.  
a. Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul 
Karena Hubungan Kerja. 
Di dalam Keputusan Presiden ini mengatur 
tentang penyakit-penyakit yang timbul karena hubungan 
kerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau 
lingkungan kerja. Setiap pekerja yang menderita 
penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak 
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mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja baik saat masih 
dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja 
berakhir apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu 
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja 
tersebut berakhir. 
PERATURAN MENTERI 
a. Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 7 tahun 1964 
tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan 
Dalam Tempat Kerja. 
Di dalam Peraturan ini memuat ketentuan-
ketentuan antara lain tentang: 
1) Menghindarkan bahaya keracunan, 
2) Penularan penyakit, atau timbulnya penyakit  
3) Memajukan kebersihan dan ketertiban 
4) Mendapat suhu yang layak dan peredaran udara yang 
cukup  
5) Menghindarkan gangguan debu, gas, uap dan bauan 
yang tidak menyenangkan. 
6) Penanggulangan sampah dan Persyaratan kakus 
(WC) 
7)  Kebutuhan loker (tempat penyimpanan pakaian), 
dan lain-lainya 
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Koperasi Nomor Per-01/Men/1976 tentang Kewajiban 
Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan Dan 
Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan. 
Perusahaan mempunyai kewajiban dalam 
mengirimkan setiap dokter perusahaannya untuk 
mendapatkan pelatihan dalam bidang Hiperkes. 
c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
Nomor 01/Men/137 tentang Kewajiban Latihan Hygiene 
Perusahaan. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi 
Tenaga Para Medis Perusahaan 
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Mewajibkan setiap perusahaan yang 
mempekerjakan tenaga paramedis untuk mengirimkan 
tenaga kerjanya untuk mendapatkar latihan Hiperkes. 
d. Permenaker No. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan 
Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan 
Keselamatan Kerja. 
Memuat ketentuan dan tujuan mengenai 
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja awal (sebelum 
kerja), berkala (periodik) dan khusus. 
e. Permennakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang 
Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja 
1) Melaporkan penyakit akibat kerja secara tertulis 
2) Maksimal 2 x 24 jam  
3) Melaksanakan upaya-upaya preventif (pencegahan) 
4) Menyediakan alat pelindung diri (APD) 
f. Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang 
Peiayanan Kesehatan Kerja. 
Dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan bahwa: 
“setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan kerja. Pengurus wajib memberikan 
pelayanan kesehatan kerja terhadap tenaga kerjanya”. 
Pelayanan kesehatan kerja dapat dilaksanakan dengan 
cara menyediakan pelayanan kesehatan sendiri di 
perusahaan (misalnya rumah sakit atau klinik 
perusahaan) dan dapat dilaksanakan dengan cara kerja 
sama dengan unit pelayanan kesehatan di luar 
perusahaan (misalnya rumah sakit pemerintah atau 
swasta, puskesmas, klinik swasta) dengan syarat 
minimal sudah memiliki dokter dan paramedis yang 
telah memiliki kompetensi di bidang kesehatan kerja. 
g. Permennakertrans No. Per. 11/Men/2005 tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Genap Narkoba di Tempat Kerja. 
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Peraturan Menteri ini mengatur tentang 
Kewajiban pengusaha/Pengurus untuk melaksanakan 
program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 
di tempat kerja. 
h. Permennakertrans No. Per. 25/Men/2003 tentang 
Pedoman Diagnoses dan Penilaian Cacat Karena 
Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. 
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman 
untuk dapat mendiagnosis penyakit akibat kerja dan 
untuk menilai kecacatan karena kecelakaan dan penyakit 
akibat kerja, yang dibagi dalam bidang-bidang disiplin 
ilmu kedokteran sehingga lebih mudah untuk diikuti dan 
digunakan oleh berbagai pihak terutama dokter yang 
mengobati dan merawat tenaga kerja. 
i. Permennakertrans No. Per. 15/Men/2008 tentang 
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja 
Peraturan Menteri ini diatur ketentuan mengenai 
kewajiban pengusaha untuk menyediakan petugas P3K 
di tempat kerja dan fasilitas P3K di tempat kerja. 
Pengurus wajib melaksanakan Pertolongan Pertama 
Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja. 
Terkait dengan pengaturan P3K di tempat kerja 
diatur Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pelatihan 
dan Pemberian Lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja 




a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 
Tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja 
Dalam mendiagnosa penyakit akibat kerja dapat 
dilakukan pada waktu tenaga kerja melaksanakan 
pemeriksaan kesehatan dan saat penyelenggaraan 
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pelayanan kesehatan kerja. Setelah penyakit akibat kerja 
didiagnosa harus dilaporkan dalam waktu 2 x 24 jam. 
b. Kepmennakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004 tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat 
Kerja. 
Pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan 
dan penangguiangan HIV/AIDS di tempat kerja, dengan 
melaksanakaan: 
1) Mengembangkan kebijakan 
2) Mengkomunikasikan kebijakan 
3) Perlindungan diberikan pada pekerja/buruh yang 
menderita HIV/AIDS dari tindakan dan perlakuan 
diskriminatif, dan 
4) Penerapan prosedur K3 khusus. 
Pengusaha tidak diperkenankan melakukan tes 
HIV sebagai prasyarat dalam proses rekrutmen atau 
penerimaan serta untuk kelanjutan status pekerja/buruh 
atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin. 
Pekerja/buruh hanya melakukan Tes HIV atas dasar 
keinginan sendiri atau kesukarelaan dengan persetujuan 
tertulis dari pekerja /buruh yang bersangkutan. 
 
SURAT EDARAN DAN INSTRUKSI MENTERI 
a. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.01/Men/1979 
tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan 
Surat Edaran ini berisi anjuran kepada semua 
perusahaan untuk: 
1) Menyediakan ruang makan untuk perusahaan yang 
mempekerjakan buruh antara 50 - 200 orang. 
2) Menyediakan kantin untuk perusahaan yang 
mempekerjakan lebih dari 200 
3) Mengacu pelaksanaannnya dengan PMP No. 7 tahun 
1964 khususnya yang termaktub dalam pasal 8. 
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b. Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 07/BW/1997 
tentang Pengujian Hepatitis B Dalam Pemeriksaan 
Kesehatan Tenaga Kerja 
Penguji Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan 
tenaga kerja tidak boleh digunakan untuk menentukan fit 
atau unfit terhadap tenagakerja. 
c. Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/89 tentang 
Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi 
Tenaga Kerja. 
Surat Edaran ini mengatur kewajiban perusahaan 
catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja 
untuk: 
1) Mendapat rekomendasi dari Kandepnaker setempat 
dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja. 
2) Rekomendasi diberikan berdasarkan persyaratan 
kesehatan, hygiene dan sanitasi 
d. SE 280/2010 tentang Pandemi Influenza 
 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINWASNAKER 
a. Kepdirjen PPK No. 20/DJPPK/2005 tentang Petunjuk 
Pelaksaan Pencegahan dan Penanggulangan HiV/AiDS di 
Tempat Kerja 
b. Kepdirjen PPK No. 22/DJPPK/2008 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan Peiayanan Kesehatan 
Kerja 
c. Kepdirjen No. 44/DJPPK/2012 tentang Pedoman 
Pemberian Pengharaan Program Pencegahan dan 
Penangguiangan HIV-AIDS di Tempat Kerja 
 
4. Obyek Pengawasan Norma Kesehatan Kerja 
Pengawasan Kesehatan Kerja adalah serangkaian 
kegiatan pengawasan dari semua iindakan yang diiakukan 
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atas pemenuhan 
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pelaksanaan peraturan perundang-undangan atas objek 
pengawasan kesehatan kerja. 
Sedangkan objek pengawasan kesehatan kerja, yang 
harus diperhatikan dan selalu dilakukan pembinaan dan 
pengawasan adalah: 
a. Penyelenggaraan Peiayanan Kesehatan Kerja. 
b. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan diagnosis 
penyakit akibat kerja 
c. Pelaksanaan P3K di tempat kerja yang meliputi 
Personil dan Fasilitas P3K di tempat kerja. 
d. Gizi kerja dan penyelenggaraan makanan bagi tenaga 
kerja (kantin dan perusahaan catering pengelola 
makanan bagi tenaga kerja). 
e. Personil bidang kesehatan kerja (dokter perusahaan, 
dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, paramedis 
perusahaan, petugas dan pengelola perusahaan 
catering bagi tenaga kerja, petugas P3K) 
f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 















BAB 2  
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA 




1. Dasar Hukum 
a. Undang-undang No. l tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja 
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. l 
3/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor 
Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja 
 
2. Pengertian 
a.  Lingkungan kerja 
Kesatuan dari berbagai aspek/faktor lingkungan di 
tempat kerja, yang di dalamnva mencakup faktor 
fisik, kimia, biologi, fisiologi dan psikologi yang 
keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi 
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. 
b.  Kebisingan 
Kebisingan adalah semua suara yang tidak 
diinginkan yang bersumber dari alat-alat proses 
produksi dan kerja yang pada tingkat tertentu dapat 
mengganggu pendengaran. 
c.  Iklim kerja 
Iklim kerja adalah hasil perpaduan antara suhu, 
kelembaban, kecepatan gerakan udara dan panas 
radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dan tubuh 
tenaga kerja sebagai akibat pekerjaan. 
d.  Indeks suhu basah dan bola 
Indeks suhu basah dan bola (Wet Bulb Globe 
Temperatur Index) yang disingkat ISBB adalah 
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parameter untuk menilai tingkat iklim kerja yang 
merupakan hasil perhitungan antara suhu udara 
kering, suhu basah alami dan suhu bola. 
 
e. Getaran 
Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda dan 
media dengan arah bolak-balik dari kedudukan 
keseimbangannya. 
f. Radiasi Ultra Violet (UV) 
Radiasi UV adalah radiasi elektromagnetik dengan 
panjang gelombang 180 nanometer sampai 400 
nanometer. 
g. Radiasi frekwensi radio dan gelombang mikro 
(microwave) Radiasi frekwensi radio dan gelombang 
mikro (microwave) adaiah radiasi elektromagnetik 
dengan frekwensi 30 Kilo Hertz sampai 300 Giga 
Hertz. 
h. Nilai Ambang Batas 
Nilai Ambang Batas yang selanjutnva disebut NAB 
adaiah standar faktor tempat kerja yang dapat 
diterima tenaga kerja tan pa mengakibatkanpenvakit 
dan gangguan kesehatandalam pekerjaan sehari-hari 
untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam 
seminggu. 
 
3. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kesehatan Kerja 
a. Faktor fisika 
Faktor fisika merupakan segala sesuatu yang ada di 
lingkungan kerja yang bersifat fisika yang berupa 
iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, 
sinar ultraviolet, dan medan magnet. 
1) Kebisingan 
Kebisingan di tempat kerja pada umumnya 
bersumber dari suara mesin, Transmisi atau 
proses produksi Iainnya. Kebisingan selain 
menimbulkan gangguan konsentrasi dalam 
bekerja juga dapat menimbulkan gangguan 
pendengaran. Pengukuran kebisingan di tempat 
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kerja dapat menggunakan sound level meter 












Gambar 1. Sound Level Meter 
 
Gambar 2. Dosimeter 
Selanjutnya hasil pengukuran 
dibandingkan dengan lampiran I 
Parmenakertrans No.Per.13/MEN/X/2011. 
Apabila ternyata telah melebihi batas, maka AK3 
perlu mengusulkan dalam rapat P2K3 untuk 
segera diiakukan pengendaliannya melalui 
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metode rekayasa teknik (engineering control), 
misalkan memasang mufier tambahan, 
memasang isolasi. 
Seandainya tidak mungkin dilakukan 
pengendalian atau dapat dilakukan 
pengendalian tetapi setelah diukur ternyata 
masih melebihi 85 dB, maka perlu diusulkan 
untuk dilakukan pengendalian administrasi 
(administration control) dengan cara 
mengurangi jam pemajanan. 
Jika pengendalian administrasi tersebut di atas 
juga tidak bisa dilakukan berhubung kesulitan 
untuk melakukan sistem rotasi bagi pekerja yang 
bersangkutan terkait dengan keahlian yang 
dibutuhkan oleh masing-masing bagian dan 
sebagainya, maka metode pengendalian terakhir 
yang wajib dilakukan adalah pengurus wajib 
menyediakan ear muff atau ear plug (pilih yang 
mana yang lebih efektif serta efisien). 
2) Iklim Kerja 
Di negara-negara tropis seperti Indonesia, 
Singapore, Malaysia, Thailand, Philipina dan 
Iain-lain, masalah iklim kerja yang banyak 
dihadapi di tempat kerja berupa tekanan panas 
(heat stress). Tekanan panas yang melebihi NAB 
dapat terjadi disebabkan karena cuaca, adanya 
sumber panas pada proses produksi misalnya 
adanya dapur pemasak, boiler, bejana uap, heat 
exchanger dan sebagainya. Tekanan panas yang 
memajan pekerja hingga melebihi batas dapat 
mengakibatkan kejang akibat panas, pingsan 
atau dapat mempercepat kelelahan kerja 
Untuk mengukur tekanan panas dapat 
dilakukan dengan menggunakan “heat stress 
aparatuss“, sebagaimana yang ditunjukkan 












    
Gambar 3. Heat Stress Aparatus 
Setelah diperoleh angka pengukuran, maka 
kemudian kita bandingkan dengan standar yang 
tertera dalam lampiran I Permennakertrans No. 
Per.13/MEN/X/2011. Cara mengatasi tekanan 
panas yang berlebihan, dapat dilakukan dengen 
metode engineering control, sebagai contoh 
dengan cara memperbaiki sistem ventilasi, tetapi 
manakala masih kurang berhasil maka perlu 
dilakukan pengaturan waktu pemajanan dengan 
cara rotasi dan sebagainya. 
Berikut ini ditunjukkan gambar desain 
sistem ventilasi alam yang dapat dipilih untuk 
diterapkan dalam upaya mengurangi tekanan 










Gambar 4. Contoh Sistem Ventilasi Alami 
3) Getaran 
Di perusahaan-perusahaan kadangkala ada 
pekerja yang membuat lengan atau tangan 
tenaga kerja sewaktu mengoperasikan alat kerja 
bergetar demikian hebat, sebagai contoh pekerja 
pengeras jalan, pekerja bagian mesin bor dan 
sebagainya. 
Getaran yang memajan tangan/lengan 
pekerja hingga melebihi batas setiap hari kerja, 
dapat mengakibatkan gangguan terhadap tulang 
sendi serta gangguan syaraf dan pembuluh 
darah. Untuk mengukur getaran tersebut dapat 














Gambar 5. Vibration Meter 
Hasil pengukuran tersebut selanjutnya 
dibandingkan dengan standar sebagaimana 
tertera pada lampiran I Permennakertrans 
No.Per.1 3/MEN/X/2011. Apabila ternyata 
angka hasil pengukuran lebih besar dari standar 
yang tertera pada lampiran I Permennakertrans 
No.Per 13/MEN/X/2011 (dalam satuan 
m/det2), maka perlu dilakukan pengendalian 
dengan metode rekayasa teknik (engineering 
control), misalnyadengan penggantian bantalan 
mesin yang telah terlalu keras, penggantian 
komponen-komponen yang sudah terlalu 
longgar dengan mengencangkan baut-baut yang 
telah longgar dan sebagainya. 
Tetapi seandainya ternyata hanya sedikit 
berhasil menurunkan getaran namun getaran 
yang memajan lengan/tangan tenaga kerja 
masih melebihi batas maka metode yang 
disarankan dilakukan yaitu dengan mengurangi 
waktu jam pemajanan dengan cara rotasi. 
4) Radiasi Sinar UV 
Di tempat-tempat kerja yang menggunakan 
dapur pembakar, tanur peleburan logam atau 
terdapat pengelasan dengan busur listrik akan 
22 
 
terjadi pemajanan radiasi UV terhadap para 
pekerja yang berada didekatnya. Radiasi UV yang 
memajan melebihi batas pada seorang pekerja 
akan dapat mengakibatkan radang selaput mata 
(conjunctivitis photoelectric). 
Untuk mengetahui secara pasti berapa 
mW/cm2, radiasi UV yang memajan pekerja, 
maka perlu dilakukan pengukuran dengan UV 










Gambar 6. UV Radiator 
Hasil pengukuran tersebut kemudian 
dibandingkan dengan lampiran I 
Permennakertrans No.Per 13/MEN/2011. jika 
hasil pengukuran lebih besar dari yang 
diperkenankan maka pengurus perlu melakukan 
pengendalian berupa metode rekayasa teknix 
(engineering control), sebagai contoh 
pemasangan shielding atau pengaturan jarak, 
tetapi jika belum berhasil maka disarankan 
untuk menerapkan metode pengendalian 
administratif berupa pengaturan waktu 
pemajanan jika memungkinkan. Tetapi jika 
belum berhasil juga maka pengurus wajib 
menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja 
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yang bersangkutan yaitu face shield atau 
kacamata gelap dan apron dari kulit. 
b. Faktor kimia diudara lingkungan kerja 
Faktor kimia adalah faktor di dalam tempat 
kerja yang bersifat kimia berupa bentuk padatan 
(partikel), cair, gas, kabut, aerosol dan uap yang 
berasal dari bahan-bahan kimia 
1) Debu di udara lingkungan kerja 
Konsentrasi debu yang melebihi batas di udara 
lingkungan kerja juga dapat mengakibatkan 
penyakit akibat kerja apabila tidak dilakukan 
pengendaliannya secara tepat. Untuk 
mengetahui secara pasti berapa bds atau mg/m3 
konsentrasi debu di udara lingkungan kerja, 
perlu dilakukan pengambilan sampel debu 
tersebut dengan menggunakan dust sampler dan 
selanjutnya hasi sampling diuji di laboratorium 













     Gambar 8. Analitic Balance 
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Angka yang diperoleh dari hasil 
penimbangan tersebut selanjutnya 
dibandingkan dengan angka NAB yang tertera 
dalam lampiran II Permennakertrans 
No.Per.13/MEN/X/20111, sesuai jenis debu 
yang bersangkutan. Apabila ternyata angka hasil 
pengukuran lebih besar dar: NAB yang 
tercantum dalam Permennakertrans No.Per. 1 
3/MEN/X/2011 maka berarti telah melebihi 
NAB dan perlu dilakukan pengendaliannya. 
Apabila substitusi bahan kecil kemungkinannya 
untuk dilakukan, maka setelah diketahui sumber 
pencemarnya, metode pengendalian pada tahap 
awal yang perlu dilakukan adalah metode 
rekayasa teknik, sebagai contoh pemasangan 
dust collector berupa cyclone dan sebagainya, 
tentunya yang sesuai dengan kondisi tempat 
kerja, sumbernya serta jenis debunya. Apabila 
masih kurang berhasil karena setelah dilakukan 
pengukuran kembali ternyata masih melebihi 
NAB maka perusahaan wajib menyediakan 
masker yang sesual bagi para pekerja yang 
bersangkutan. 
2) Gas di udara lingkungan kerja 
Pada perusahaan-perusahaan yang 
menggunakan bahan kimla tertentu, atau proses 
tertentu maka di udara lingkungan kerjanya 
mengandung gas-gas tertentu yang apabila 
melebihi nilai ambang batas akan dapat 
berdampak negatif terhadap kesehatan pekerja. 
Untuk itu perlu dilakukan pengukuran 
konsentrasi gas di udara dengan menggunakan 
“gas monitor". Hasil pengukuran selanjutnya 















Gambar 9. Gas Monitor 
Hasil pengujian selanjutnya dibandingkan 
dengan NAB yang tertera pada Lampiran II 
Permennakertrans No.Per.1 3/MEN/X/2001 
apabila hasil pengukuran lebih besar maka 
berarti melebihi NAB. Pengendalian yang perlu 
dilakukan kemudian, apabila substitusi atau 
eliminasi tidak mungkin bisa dilakukan yaitu 
dengan metode engineering control sebagai 
contoh pemasangan exhaust fan dan 
pengendalian yang terakhir berupa pemakaian 
respirator yang sesuai. 
c. Faktor Biologi 
Faktor biologi juga merupakan salah satu 
faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya 
penyakit akibat kerja. Yang termasuk golongan 
hayati ini meliputi virus kuman, jamur/cendawan, 
cacing, serangga dan tumbuh- tumbuhan yang 
bersumber dari bahan proses produksi lingkungan 
kerja, misalnya pada pabrik-pabrik bir/roti yang 
menggunakan proses peragian, pabrik textil yang 
menggunakan bulu domba dan sebagainya. Penyakit 
yang timbul dapat merupakan luka gigitan, sengatan, 
penyakit alergi maupun penyakit infeksi. 
 
d. Faktor Ergonomi 
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Penyakit akibat kerja karena faktor ergonomi 
(faal kerja) yaitu penyakit karena cara kerja yang 
tidak sesuai ataupun menggunakan alat-alat kerja 
yang tidak sesuai dengan kondisi/bentuk fisik. Sikap 
kerja yang salah dapat menimbulkan gangguan atau 
cedera pada tulang punggung maupun sendi-sendi 
sedangkan penggunaan alat yang tidak sesuai akan 
menimbulkan rasa lelah dalam bekerja dan kadang-
kadang menimbulkan kelainan pertumbuhan tulang 
sehingga terjadi perubahan bantuk tubuh. Di daiam 
Peraturan Menten Perburuhan No.7 Tahun 1964 
bahwa tiap pekerja yang bekerja harus dalam posisi 
berdiri terus menerus atau jongkok terus-menerus 
harus disediakan tempat duduk untuk istirahat 
duduk pada waktu-waktu tertentu. Dari sudut 
pandang fisiologis, suatu pekerjaan yang terlalu 
berat, monoton dan tidak memenuhi syarat 
ergonomic, juga akan dapat menimbulkan 
kecelakaan fisik dan mental. 
e. Faktor Psikologi 
Penyakit akibat kerja yang disebabkan karena faktor 
kejiwaan dapat disebabkan oleh pandangan 
seseroang tentang pekerjaannya maupun hubungan 
kerja dengan orang lain seperti atasan kelompok 
kerja atau bawahan, atau pekerjaan yang diluar batas 
kemampuannya. Pandangan seseorang terhadap 
pekerjaan sangat mempengaruhi jiwanya, misainya 
pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan tidak 
sesuai dengan cita-citanya, pekerjaan yang 
membosankan dan sebagainya. 
Lingkungan memberikan pengaruh yang besar 
terhadap kesehatan, termasuk kesehatan tenaga kerja. 
Sebagai umat muslim menjaga keseimbangan lingkungan 
merupakan tugas kita bersama sehingga kelestarian 
lingkungan tetap terjaga. Tenaga kerja yang berada di 
lingkungan yang sehat akan terhindar dari penyakit 
akibat kerja sehingga akan menciptakan kondisi kerja 
yang produktif. Oleh karena manfaat dari kebersihan 
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sangat besar maka Allah swt. menugaskan manusia 
sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan 
melestarikan lingkungan, seperti pada FirmanNya, yaitu: 
ۖٗ قَالُٓواْ  ۡرِض َخلِيَفٗة
َ
َٰٓئَِكةِ إِّن ِ َجاِعٞل ِِف ٱۡۡل ََتَۡعُل فِيَها َمن ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَل
َ
أ
 ٓ ُس لََكۖٗ َقاَل إِّن ِ ِ ُِح ِِبَۡمِدَك َوُنَقد  َِمآَء َوََنُۡن نَُسب  ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك ٱل 
ۡعلَُم َما ََل َتۡعلَُمونَ 
َ
  أ
”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: 
“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan 
berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 
tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah/2: 30). 
ِۡن إَِلٍٰه  َ َما لَُكم م  ْ ٱَّللَّ َخاُهۡم َصٰلِٗحاۚ قَاَل َيَٰقۡوِم ٱۡعُبُدوا
َ
۞ِإَوََلٰ َثُموَد أ
ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيهَ 
َ




ۖۥٗ ُهَو أ ا فَٱۡسَتۡغفُِروُه ُثمَّ تُوبُٓواْ َغۡۡيُهُ
ِيبٞ  ِ َقرِيٞب ُّمُّ   إََِلۡهِِۚ إِنَّ َرّب 
 “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka 
shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, 
sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah 
menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 
kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-
Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya 
Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 




BAB 3  
 
SYARAT-SYARAT KEBERSIHAN DAN 




1. Dasar Hukum 
a. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja 
b. Undang-Undang No.3 tahun 1969 tentang 
Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan 
Internasional No.120 mengenai Hygiene Dalam 
Perniagaan dan Kantor-kantor. 
c. Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964 
tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta 
Penerangan di Tempat Kerja 
 
2. Pengertian 
Bangunan Perusahaan adalah suatu kesatuan 
yang merupakan bagian dari peusahaan seperti gedung, 
gedung tambahan, halaman beserta jalan, jembatan atau 
bangunan lainnya dan terletak dari batas halaman 
perusahaan. 
 
3. Syarat Kebersihan dan Penerangan di Tempat Kerja 
a. Kebersihan dan kesehatan tempat kerja 
Perusahaan yang kondisi lingkungan kerjanya 
demikian bersih, sehat dan nyaman tidak saja 
meningkatkan performansi perusahaan itu sendiri di 
depan publik, tetapi pada umumnya juga merupakan 
kebanggaan tersendiri serta dapat meningkatkan 
gairah bekerja bagi para pekerjanya. Secara garis 
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besar, kebersihan dan kesehatan tempat kerja secara 
visual dapat diketahui melalui beberapa parameter 
sebagai berikut: 
1) Cubic space tiap ruang kerja. 
2) Ruang gerak untuk setiap pekerja. 
3) Penyediaan Jumlah toilet yang cukup dan 
kebersihannya serta penyediaan air bersih di 
dalamnya. 
4) Penyediaan wastafel yang cukup dengan 
penyedlaan air bersih yang memadai. 
5) Tersedia ruang ganti pakaian yang bersih, luas 
dan berventilasi serta penerangan baik, dan 
loker bagi pekerja yang memang pekerjaannya 
menuntut harus ganti pakaian kerja. 
6) Ruang istirahat yang berventilasi dan 
berpenerangan baik bagi pekerja wanita 
7) Bagian bangunan meliputi lantai, tangga, 
dinding, langit dan atap selalu dalam keadaan 
bersih dan rapi, air dalam keadaan bersih dan 
selokan yang melintas dihalaman perusahaan 
tertutup dengan penutup besi yang kuat dan 
rapi. 
8) Limbah padat maupun cair dikumpulkan pada 
tempat pembuangan dengan tanpa 
menimbulkan gangguan terhadap kesehatan 
lingkungan kerja maupun lingkungan 
Lingkungan yang bersih akan membuat 
perasaan tenang dan nyaman berada di lingkungan 
tersebut, demikian juga di lingkungan kerja, akan 
membuat tenaga kerja nyaman, betah dan produktif 
dalam bekerja. Sehingga sebagai seorang muslim 
sebaiknya kita selalu menjaga kebesihan. Seperti 
firman Allah swt. tentang kebersihan: 
ِرِينَ .... بَِي َويُِحبُّ ٱلُۡمَتَطه  َ ُُيِبُّ ٱتلَّوَّٰ   إِنَّ ٱَّللَّ
 “… Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertaubat dan menyukai orang-orang yang 
mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah/2: 222) 
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Dalam Islam menjaga kesehatan dan kebersihan 
menjadi perhatian khusus. Sehingga sebelum ibadah 
dilaksanakan diwajibkan terlebih dahulu untuk 
bersuci.Sebelum sholat dilakukan wudhu dengan 
membasuh beberapa bagian tubuh untuk 
membersihkan diri. Hal tersebut memperlihatkan 
betapa pentingnya kebersihan dijaga dalam Islam. 
Sebab dengan menjaga kebersihan akanl ebih 
mendekatkan kita pada kesehatan dan penyakit akan 
lebih mudah dicegah. Abu Malik Al-Ash'ari 
mengungkap bahwa Rasulullah bersabda, "Kesucian 
itu separuh dari iman." 
Seperti sabda Rasulullah dalam suatu hadits yang 
berbunyi; 



















"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah 
daripada Mukmin yang lemah." 
Maksud dari hadits tersebut adalah ketika menjaga 
kebersihan maka akan tercipta badan yang kuat dan 
sehat yang juga diperlukan untuk beribadah dan 
melakukan ketaatan. Sehingga kita meniatkan 
membuat badan sehat adalah agar bisa melakukan 
ibadah, ketaatan dan berbagai kebaikan. 
b. Penerangan di tempat kerja 
Pada tempat-tempat kerja yang penerangannya 
tidak memenuhi syarat dapat mengakibatkan 
kelelahan pada mata pekerja, kecelakaan kerja dan 
berdampak negatif terhadap performansinya dan 
produktivitas kerja. 
Kriteria penerangan yang memenuhl syarat 
antara lain tidak berkedip-kedip. tidak menyilaukan, 
tidak berasap, tidak menimbulkan. panas yang, 
berlebihan, tidak menimbulkan bayangan kontras, 
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pencahayaannya merata dan intensitas 
pencahayaannya cukup. 
Untuk mengukur intensitas penerangan dapat 
menggunakan “ Lux meter “ 
 
Gambar 10. Lux Meter 
Selanjulnya intensitas penerangan hasil 
pengukuran dari masing-masing titik pengukuran 
dilakukan pencatatan dan dibandingkan dengan 
intensitas penerangan minimal yang harus dipenuhi 
di tempat kerja sesuai jenis pekerjaannya yang 
dilakukan sebagaimana yang ditetapkan pada 
peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1984. 
Apabila ternyata intensitas hasil pengukuran 
lebih kecil intensitas penerangan hasil pengukuran, 
maka penerangan; di tempat kerja tersebut perlu 
dilakukan perbaikan melalui cara menambah jumlah 
lampu, mengganti lampu dengan lampu yang 
lumennya lebih besar dan memperluas jendela. 




KESEHATAN KERJA PADA 





1. Dasar Hukum 
a. Undang-undang No. l tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja 
b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.l. No. Kep.1 
37/MEN/1 999 tentang Pengendalian Bahan Kimia 
Berbahaya di Tempat Kerja 
c. Keputusan Dirjen PPK No. Kep. 84/PPK/X/201 2 
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen 
Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah 
 
2. Pengertian 
a. Bahan kimia berbahaya 
Bahan kimia berbahaya merupakan bahan kimia 
yang berbentuk tunggal atau campuran yang 
mempunyai kadar toksisitas berdasarkan sifat kimia 
dan fisika berbahaya bagi tenaga kerja, instalasi dan 
lingkungan. 
b. Nilai Ambang Kuantitas 
Nilai Ambang Kuantitas (NAK) merupakan standar 
kuantitas dari bahan kimia berbahaya yang 
digunakan untuk menetapkan potensi bahaya suatu 
bahan kimia di tempat kerja 
c. Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) 
Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) 
merupakan lembar petunjuk yang memuat informasi 
mengenai sifat fisika, kimia dan bahan berbahaya, 
jenis bahaya yang mungkin ditimbulkan, cara 
penanggulangan dan tindakan khusus yang 
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berhubungan dengan emergency respons dalam 
penanganan bahan berbahaya 
d. Label merupakan pemberian tanda berupa 
huruf/tulisan, gambar/simbol, kombinasi dari 
keduanya atau bentuk pernyataan lain yang 
menyertai pada bahan berbahaya, ditempelkan, 
dimasukkan ke dalam, atau merupakan bagian 
kemasan bahan berbahaya, sebagai penjelasan atau 
keterangan yang berisi nama dagang, nama sediaan 
atau nama bahan aktif, isi/berat netto, kalimat 
peringatan dan tanda atau simbol bahaya petunjuk 
pertolongan pertama pada kecelakaan. 
e. Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized 
System)  
Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized 
System) selanjutnya disebut GHS adalah suatu 
pendekatan umum dan logis yang terharmonisasi 
secara global untuk mendefinisikan dan 
mengklasifikasikan bahaya bahan kimia serta 
mengkomunikasikan informasi tersebut pada label 
dan Lembar Data Keselamatan bahan Kimia/LDKB 
(Material Safety Data Sheet/ MSDS). 
f. Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya (DPPB) 
Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya (DPPB) 
merupakan dokumen berupa laporan tertulis yang 
memuat informasi teknis, manajemen dan 
operasional mencakup potensi bahaya dan risiko 
dari suatu instalasi dan pengendaliannya serta 
prosedur keselamatan instalasi 
3. Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya 
a. Kriteria bahan kimia 
Kriteria bahan kimia di tempat kerja dan nilai 
ambang kuantitasnya (NAK), sebagaimana yang 
tertera dalam Lampiran III Kepmenaker 
No.Kep.187/Men/l995 tentang pengendalian bahan 
kimia berbahaya di tempat kerja. 
Bahan kimia berbahaya mempunyai sifat mudan 
meledak, mudah menyala atau terbakar, oksidator, 
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racun, karsinogenik; iritasi, sensitivitas, teratogenik, 
mutagenik atau korosif. Cara bahan kimia masuk ke 
dalam tubuh (route of entry) dapat melalui 
pernapasan, saluran pencernaan dan penyerapar 
melalui kulit. 
b. Pengaruh bahan kimia terhadap kesehatan 
Pengaruh negatif bahan kimia terhadap kesehatan 
yaitu dapat terjadi iritasi, menimbulkan alergi, 
menyebabkan sulit bernafas menimbulkan 
keracunan sistemik, menyebabkan kanker, 
menyebabkan kerusakan/kelainan janin. 
c. Penyediaan LDKB dan Label 
Apabila perusahaan menggunakan, menyimpan, 
memakai, memproduksi bahan kimia di lingkungan 
kerja, maka pengusaha wajib/harus melakukan 
pengendalian baban kimia berbahaya di tempat 
kerja. Pengendalian dimaksud antara lain dengan 
menyediakan lembar data keselamatan bahan 
(LDKB) dan label. 
1) Lembar data keselamatan kerja bahan (LDKB), 
meliputi keterangan sebagai berikut: 
a) identitas bahan dan perusahaan. 
b) komposisi bahan 
c) identitas bahaya 
d) tindakan P3K 
e) tindakan penangguiangan kebakaran 
f) tindakan mengatasi kebocoran dan 
tumpahar. 
g) penyimpanan dan penanganan bahan. 
h) pengendalian pemajanan dan alat pelindung 
diri 
i) sifat fisika dan kimia. 
j) stabilitas dan reaktifitas bahan. 
k) Informasi toksikologi. 
l) informasi ekologi. 
m) pembuangan limbah. 
n) pengangkutan bahan. 




p) informasi lain yang diperlukan. 
2) label harus disimpan di tempat yang mudah 
diketahui dan ditemukan oleh tenaga kerja dan 
Pengawas Ketenagakerjaan yang isinya meliputi 
keterangan sebagai berikut; 
a) nama produk 
b) Identitas bahaya 
c) tanda bahaya dan artinya 
d) uraian risiko dan penanggulangannya 
e) uraian risiko dan penanggulangannya 
f) tindakan pencegahan 
g) instruksi dalam hal terkena dan terpapar 
h) instruksi kebakaran 
i) instruksi tumpahan dan bocoran 
j) instruksi pengisian dan penyimpanan 
k) referensi nama, alamat dan nomortelpon 
pabrik pembuat dan atau distributor. 
Berikut ini contoh klasifikasi dari bahan kimia 
dam simbol bahaya yang sesuai yang dipakai di 
negara Masyarakat Eropa. 
Gambar 11. Contoh Simbol Bahaya 
Sistem Harmonisasi Global (Globally 
Harmonized System) Persatuan Bangsa-Bangsa telah 
mengembangkan Sistem Harmonisasi Global (GHS) 
terkait klasifikasi serta label bahaya bahan kimia. 
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Idenya adalah bahwa semua negara akan 
mengadopsi rambu yang sama, meskipun hal ini 
tidak wajib. Sebanyak 67 negara sejauh ini telah 
mengadopsi hal ini, termasuk negara-negara Uni 
Eropa, Amerika Serikat, Cina, Kanada, Paraguay, 
Uruguay, Singapura,Vietnam, Nigeria, Federasi Rusia, 
Ghana, dan banyak lainnya. 
Di Indonesia, selain lembar data keselamatan, 
pengusaha/pengurus wajib menyediakan bahan 
kimia dalam upaya mengendalikan bahan kimia di 
lingkungan kerja. Indonesia juga telah mengadopsi 
terkait lembar data keselamatan bahan dan 
pelabelan beserta kiasifikasi bahaya bahan kimia 
yang berdasarkan sistim global harmonisasi dan 
memberlakukan dengan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/20C9 
tentang Sistim Harmonisasi Global Klasifikasi dan 
Label dari bahan Kimia. Penerapan GHS 
diberlakukan secara wajib bagi bahan kimia tunggal 
dan secara sukarela untuk bahan kimia campuran. 
Selanjutnya guna menghindari perbedaan klasifikasi 
dan pelabelan bahan kimia yang dapat menghambat 
kelancaran serta perdagangan maupun pengamanan 
bahan kimia, maka perlu diatur kembali sistim 
harmonisasi global kiasifikasi dan label pada banan 
kimia yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 
dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
23/M-IND/PER/4/2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 87/M-
IND/PER/9/2009 Tentang Sistim Harmonisasi 
Global 
Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia 
Klasifikasi bahan kimia meliputi: 




b) Gas mudah menyala (termasuk gas yang 
tidak stabli secara kimiawi) 
c) Aerosol 
d) Gas pengoksidasi 
e) Gas dibawah tekanan 
f) Cairan mudah menyala 
g) Padatan mudah menyala 
h)  Bahan kimia tunggal dan campuran yang 
dapa; bereaksi sendiri 
i) Cairan piroforik 
j) Padatan piroforik 
k) Bahan kimia tunggal atau campuran yang 
menimbulkan panas sendiri 
l) Bahan kimia tunggal atau campuran yang 
apabila kontak dengan air melepaskan gas 
mudah menyala 
m) Cairan pengoksidasi 
n) Padatan pengoksidasi 
o) Peroksida organic 
p) Korosif terhadap logam 
2) Bahaya kesehatan; 
a) Toksisitas akut 
b) Korosi/iritasi kulit 
c) Kerusakan mata serius/iritasi pada mata 
d) Sensitisasi saluran pernapasan/kulit 
e) Mutagenitas Sel 
f) Karsinogenisitas 
g) Toksisitas terhadap reproduksi 
h) Toksisitas pada organ sasaran spesifik 
karena paparan tunggal 
i) Toksisitas pada organ sasaran spesifik 
karena paparan campuran 
j) Bahaya aspirasi 
3) Bahaya lingkungan 
a) Bahaya akuatik akut atau jangka pendek; 
b) Bahaya akuatik kronik atau jangka panjang; 
dan 
c) Berbahaya terhadap lapisan ozon 
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Komunikasi bahan bahaya kimia meliputi: 
1) Lembar Data Keselamatan (Safety Data 
Sheet/SDS) 
a) Identifikasi bahan kimia dan identitas 
pemakai b; identifikasi c) 
Komposisi/informasi mengenai bahan baku 
produk 
b) Tindakan pertolongan pertama pada 
tindakan pemadaman kebakaran 
c) Tindakan penanganan kecelakaan tumpahan 
d) Penanganan dan penyimpanan 
e) Kontrol paparan/perlindungan diri  
f) Sifat fisika dan kimia 
g) Stabilitas dan reaktivitas 
k) Informasi toksikologi 
l) Informasi ekologi 
m) Pembuangan limbah 
n) Pengangkutan bahan 
o) Informasi peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 
p) informasi lain yang diperlukan 
2) Label 
a) Kata-kata peringatan 
b) Pernyataan bahaya 
c) Peringatan kehati-hatian 
d) Piktogram 
e) Identitas bahan kimia 
f) Identitas produsen dan/atau pemasok atau 
importir 
Penulisan LDK dan label wajib menggunakan 
bahasa Indonesia dan dapat disertai dengan bahasa 





Gambar 12. Penulisan LDK dan Label Wajib 
d.  Penetapan Potensi Bahaya Instalasi/Fasilitas 
Pengurus wajib menyampaikan daftar nama sifat dan 
identitas bahan kimia di tempat kerja ke Disnaker 
setempat guna mendapatkan penetapan kategori 
potensi bahaya perusahaan atau industri yang 
bersangkutan. 
 
e.  Petugas K3 Dan Ahli K3 Kimia 
1) Perusahaan atau industri yang menggunakan 
bahan kimia berbahaya yang melebihi NAK wajib 
memiliki petugas K3 kimia sekurang-kurangnya 
dua orang apabila sistem kerja non shif dan 
sekurang-kurangnya lima apabila sistem kerja 
shif. Selain itu harus memiliki sekurang-
kurangnya K3 ahli kimia. 
2) Perusahaan atau industri yang mempergunakan 
bahan kimia berbahaya NAK wajib memiliki 
petugas K3 kimia sekurang-kurangnya 1 orang 
apabila system kerja non shif dan sekurang-
kurangnya 3 orang apabila sistem kerja shift. 




Perusahaan yang dikategorikan memiliki potensi 
bahaya (besar/menengah) wajib membuat dokumen 
pengadilan potensi bahaya besar/menegah dan 
disampaikan ke Disnaker setempat untuk diteliti dan 
disetujui sebagai aduan pengawasan pelaksanaan K3 
di tempa kerja. Dokumen Pengendalian Potensi 
Besar memuat: 
1) Identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian 
resiko 
2) Kegiatan teknisi, rancang bangun, kontriksi 
pemilihan bahan kimia, pengoperasian dan 
pemeliharaan instalasi 
3) Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja 
4) Rencana dan Prosedur Penanggulangan Keadaan 
Darurat; 
5) Prosedur Kerja Aman. 
Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah 
memuat: 
1) identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian 
Risiko 
2) Kegiatan Teknis, Rancang Bangun, Konstruksi. 
Pemilihan Bahan Kimia, Pengoperasian dan 
Pemeliharaan Instalasi; 
3) Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja; 
4) Prosedur Kerja Aman. 
g.  Pemeriksaan dan pengujian faktor kimia di tempat 
kerja 
1) Perusahaan yang digolongkan memiliki bahaya 
besar wajib melaksanakan pemeriksaan dan 
pengujian faktor kimia di lingkungan kerja 
sekurang-kurangnya sebulan sekali. 
2) Perusahaan yang digolongkan memiliki bahaya 
menengah wajib melaksanakan pemeriksaan 
dan pengujian faktor kimia di tempat kerja 
sekurang-kurangnya sekali setahun 
3) Pemeriksaan dan pengujian fakor kimia dapat 
dilakukan oleh Pusat Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Balai Keselamatan dan 
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Kesehatan Kerja, balai Hiperkes dan 
Keselamatan Kerja atau pihak-pihak lain yang 
ditunjuk Menteri, yang kemudian dipergunakan 
sebagai acuan dalam melakukan pengendalian 
bahan kimia berbahaya di tempat kerja. 
h.  Pemeriksaan dan pengujian instalasi di tempat kerja 
1) Perusahaan yang digolongkan memiliki 
bahaya besar wajib melakukan pemeriksaan dan 
pengujian instalasi di lingkungan kerja 
sekurang-kurangnya sekali setahun 
2) Perusahaan yang digolongkan memiliki 
bahaya menengah wajib melaksanakan 
pemeriksaan dan pengujian instalasi di tempat 
kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sekali 
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 
Perusahaan yang dikatagorikan mempunyai bahaya 
besar atau bahaya menengah wajib melaksanakan 
pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja sekurang-
kurangnya satu tahun sekali 
Dalam al-Qur’an pada Surat al-A’raf/7: 157, 
Allah berfirman: 
ِي ََيُِدونَُهۥ َمۡكُتوبًا ِعنَدُهۡم 
َّ ٱَّلَّ ِ ّم 
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱنلَِِّبَّ ٱۡۡل ٱَّلَّ
 
ۡ
جِنيِل يَأ ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهىُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُِحلُّ ِِف ٱتلَّۡوَرىٰةِ َوٱۡۡلِ
ۡغَلَٰل 
َ
ُِم َعلَۡيِهُم ٱۡۡلََبَٰٓئَِث َويََضُع َعۡنُهۡم إِۡۡصَُهۡم َوٱۡۡل َِبِٰت َويَُحر  ي  لَُهُم ٱلطَّ
وهُ َوٱتَّبَ  ُروهُ َونَََصُ ِيَن َءاَمُنواْ بِهِۦ وََعزَّ ُعواْ ٱنلُّوَر ٱلَِِّت ََكنَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَٱَّلَّ
َٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ْولَ
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه
ُ
ِٓي أ   ٱَّلَّ
 “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi 
yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di 
dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang 
menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan 
melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar 
dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan 
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-
belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang 
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yang beriman kepadanya. Memuliakannya, 
menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang 
yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka 
itulah orang-orang yang beruntung” (QS Al-A’raf/7: 
157). 
 
Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah swt. 
menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan 
semua yang buruk. Secara kaidahnya pun dianjurkan 
“tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri 
dan bahaya bagi orang lain”. Dalam hal ini terkait 
dengan penggunaan bahan kimia berbahaya, jika 
terdapat perusahaan/penghasil bahan kimia atau 
yang menggunakan bahan kimia berbahaya 
hendaknya melakukan upaya-upaya pencegahan dan 
mempunyai standar operasional dalam mengelola 
dan atau menggunakan bahan kimia sehingga tidak 















Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan 
pelayanan dalam hidupnya. Salah satu bentuk pelayanan vital 
bagi kehidupan manusia adalah kesehatan. Pekerja 
merupakan kelompok rentan terkena pennyakit akibat kerja 
serta kecelakaan kerja sehingga dapat mempengaruhi 
kesehatannya. Dalam menghadapi hal tersebut, pekerja 
membutuhkan pelayanan kesehatan terkait pekerjaannya. 
Terlaksananya kesehatan kerja di suatu instansi/perusahaan 
dapat dinilai dari penerapan pelayanan kesehatan kerja 
untuk pekerja di instansi/perusahaan tersebut. Pelayanan 
kesehatan kerja adalah salah satu upaya dalam meningkatkan 
ekonomi, sosial, dan perlindungan bagi pekerja Hal ini terjadi 
karena baiknya pelayanan kesehatan kerja dapat 
berpengaruh pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja. 
Sesuai dengan Permennakertrans Nomor Per. 03 /Men 
/1982 mengenai “Pelayanan Kesehatan Kerja”, menyatakan 
pelayanan kesehatan kerja merupakan usaha kesehatan yang 
dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut (Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 1982): 
“(a) Memberikan bantuan terhadap tenaga kerja dalam 
penyesuaian diri baik fisik maupun mental terutama dalam 
penyesuaian dengan pekerjaannya; (b) Melindungi tenaga 
kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dan 
pekerjaan atau lingkungan kerjanya; (c) Meningkatkan 
kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik 
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tenaga kerja; dan (d) Memberikan pengobatan, perawatan 
dan rehabilitasi terhadap tenaga kerja yang menderita sakit”. 
Pemberian pengobatan merupakan salah satu upaya 
kuratif dalam menyembuhkan diri dari penyakit serta 
memulihkan kesehatan. Pelayanan kesehatan kuratif dalam 
Islam diyakini sebagai salah satu usaha istiqamah dalam 
memperoleh kesehatan. Penyembuh penyakit adalah Allah 
swt. namun ketika seorang hamba menderita kesakitan maka 
ia wajib berusaha menyembuhkannya dengan cara berobat. 














“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku,” 
(QS. Asy-Syu’ara:80). 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa zat yang 
menyembuhkan yaitu Allah swt. dan tidak ada penyembuh 
selainnya. Dengan demikian, pelayanan kesehatan kepada 
pekerja baik secara preventif maupun kuratif dianggap 
penting sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kondisi 
sehat pada manusia. Manusia juga perlu melaksanakan upaya 
rehabilitative agar manusia tidak jatuh dalam kondisi yang 
lebih parah. Allah berfirman dalam al-Qur’an Surah Ar-
rad/13: 11 yang berbunyi: 
ِۢن بَۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ َُيَۡفظُ  َِبٰٞت م  ُ ََلُۥ ُمَعق  ِ َ ََل ُيَغۡي  ِِۗ إِنَّ ٱَّللَّ ۡمرِ ٱَّللَّ
َ
ونَُهۥ ِمۡن أ




واْ َما بِأ ُ ِ ٰ ُيَغۡي  م َما بَِقۡوٍم َحِتَّ
ِن ُدونِهِۦ ِمن َوالٍ    م 
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 
mereka menjaganya atas perintah Allah.Sesungguhnya Allah 
tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali 
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tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Ar-rad/13: 
11). 
Maka dari itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
kerja sebaiknya dilaksanakan secara bertanggung jawab, 
penuh kesungguhan, aman dan memberikan mutu pelayanan 
yang memuaskan. Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Kerja 
tersebut di atas selaras dengan kesehatan kerja menurut Joint 
committee ILO - WHO tahun 1995, yaitu “Promosi dan 
pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan 
fisik, mental dan sosial dari pekerja pada semua pekerjaan; 
pencegahan gangguan kesehatan pads pekerja yang 
disebabkan oleh kondisi kerjanya. perlindungan pekerja dari 
risiko akibai faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, 
penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu 
lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan 
psikologisnya, dan sebagai kesimpulan adalah penyesuaian 
pekerjaan kepada manusia dan penyesuaian setiap manusia 
kepada pekerjaannya” (Joint ILO-WHO 1995). 
1. Dasar Hukum 
a. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 mengenai 
Keselamatan Kerja. 
b. Permennakertrans No. Per. 01/Men/1976 tentang 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Koperasi Nomor Per-01/Men/1976 tentang 
Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan, Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan. 
c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor Per.01/Men/1975 tentang Kewajiban Latihan 
Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan. 
d. Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentang 
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam 
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. 
e. Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang 




a. Dokter Perusahaan: tenaga dokter yang bekerja untuk 
menjalankan higiene perusahaan, keselamatan dan 
kesehatan kerja di suatu perusahaan. 
b. Paramedis perusahaan: tenaga dokter yang bekerja 
untuk menjalankan higiene perusahaan, keselamatan 
dan kesehatan kerja di suatu perusahaan. 
c. Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja: dokter 
yang ditunjuk perusahaan untuk melaksanakan 
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan telah 
mendapatkan penunjukan dari Direktur Jenderal 
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. 
d. Pelayanan Kesehatan Kerja (Occupational Health 
Services) adalah suatu pelayanan yang dilakukan 
untuk pencegahan, diagnosa, menangani kecelakaan 
kerja atau penyakit yang berhubungan dengan 
pekerjaan serta pemberian rehabilitasi terhadap 
pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit di 
tempat kerja. 
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Kesehatan Kerja 
a. Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan Kerja 
Sesuai Permennakertrans No. 03 Tahun 1982, 
tugas pokok Pelayanan Kesehatan Kerja meliputi 
(Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 1982): 
1) “Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, 
pemeriksaan berkala dari pemeriksan kesehatan 
khusus”;  
2) “Pembinaan dan pengawasan atau penyesuaian 
pekerjaan terhadap tenaga kerja”; 
3) “Pembinaan dan pengawasan terhadap 
lingkungan kerja”;  
4) “Pembinaan dan pengawasan terhadap sanitair”;  
5) “Pembinaan dan pengawasan terhadap 
perlengkapan kesehatan kerja”;  
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6) “Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit 
umum dan penyakit akibat kerja”; 
7) “Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)”;  
8) “Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan 
latihan untuk petugas P3K”;  
9) “Memberikan nasihat mengenai perencanaan dan 
pembuatan tempat kerja: pemlihan alat pelindung 
diri yang diperlukan dan gizi serta 
penyelenggaraan makanan di tempat kerja”;  
10) “Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan 
atau penyakit akibat kerja”; 
11)  “Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga 
kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam 
kesehatannya”;  
12) “Memberikan laporan berkala tentang pelayanan 
kesehatan kerja kepada perusahaan”. 
b. Fungsi Pelayanan Kesehatan Kerja 
Fungsi utama pelayanan kesehatan kerja 
adalah sebagai sarana perlindungan tenaga kerja 
melalui program-program kesehatan kerja yang 
bersifat komprehensif meliputi upaya promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya- upaya 
kesehatan kerja tersebut ditujukan terutama untuk 
mencegan terjadinya penyakit akibat kerja (PAK) dan 
untuk menanggulangi masalah kesehatan kerja 
lainnya yang dialami oleh tenaga kerja dalam rangka 
meningkatkan produktivitas kerja. 
Selain hal tersebut di atas, pelayanan 
kesehatan kerja juga dapat berungsi untuk pemberian 
P3K, pos informasi kesehatan bagi karyawan, 
penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pada 
pekerja yang meliputi pemeriksaan awal, berkala, dan 
khusus, pengobatan, perawatan serta rehabilitasi 




4. Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja 
a. Syarat kelembagaan pelayanan kesehatan kerja 
Syarat pelayanan kelembagaan kesehatan kerja 
meliputi: 
1) Pelayanan kesehatan kerja dapat berupa: 
a) Unit pelayanan kesehatan di perusahaan 
(misalnya poliklinik atau rumah sakit 
perusahaan) 
b) Unit pelayanan kesehatan di luar perusahaan, 
baik milik pemerintah (misalnya rumah sakit, 
poliklinik, puskesmas dan lain-lain) maupun 
milik swasta (misalnya rumah sakit, polikiinik, 
balai pengobatan dan lain-lain) 
c) Pengurus dan beberapa perusahaan secara 
bersinergi menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan Kerja (Pusat kesehatan kerja 
gabungan) yang sering dibentuk pada 
kawasan-kawasan industri, misalnya: rumah 
sakit pekerja, poliklinik pekerja, dan Iain-lain 
2) Pelayanan kesehatan kerja baik yang ada di 
perusahaan maupun di Iuar perusahaan berbentuk 
lembaga yang memperoleh pengesahan dari 
instansi/perusahaan yang bergerak di bidang 
ketenagakerjaan berdasarkan wilayah 
kewenangannya. 
3) Struktur lembaga pelayanan kesehatan kerja 
minimal meliputi: 
a) Penanggung jawab pada pelayanan kesehatan 
pekerja, 
b) Pelaksana pelayanan kesehatan kerja, 
c) Petugas pencatatan serta pelaporan pelayanan 
kesehatan kerja 
4) Lembaga pelayanan kesehatan kerja yang ada di 
perusahaan menjadi bagian atau terintegrasi 
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dengan struktur kelembagaan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) yang ada di perusahaan 
misalnya Departemen K3, P2K3 atau lembaga 
sejenis lainnya. 
b. Syarat Personil dalam Pelayanan Kesehatan Kerja 
Personil pelayanan kesehatan kerja sekurang-
kurangnya terdiri dari penanggung jawab dan 
pelaksana pelayanan kesehatan kerja. 
1) Semua personil pelayanan kesehatan kerja 
termasuk yang bertugas di perusahaan, maupun 
di instansi kesehatan di luar perusahaan wajib 
memiliki sertifikat pelatihan hiperkes dan 
keselamatan kerja, sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; 
2) Dokter penanggung jawab Pelayanan Kesehatan 
Kerja baik yang bekerja di perusahaan, maupun di 
instansi kesehatan di luar perusahaan, ditunjuk 
oleh pimpinan perusahaan/kepala unit atau 
instansinya dan wajib memiliki lisensi/Surat 
Keputusan Penunjukan (SKP) sebagai Dokter 
Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja dari Dirjen 
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
3) Personil kesehatan kerja (dokter perusahaan, 
dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, 
perawat/paramedis perusahaan, dan lain 
sebagainya) harus memenuhi: persyaratan 
profesi kesehatan dari instansi berwenang sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku; 
4) Hal-hal yang menyangkut etika profesi dokter dan 
tenaga kesehatan lainnya mengacu pada kode etik 
profesi dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
c. Syarat sarana dan prasarana penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan Kerja 
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Sarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
kerja disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dengan 
sarana minimal sebagaimana tabel 1. 
 
Tabel 1. Sarana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja 
di Perusahaan 
No Jenis Sarana Sarana 
1 Sarana dasar (a) Ruang periksa  
  (b) Ruang almari obat 
  (c) Ruang tunggu 
  (d) Kamar mandi dan WC 
2 Peralatan 
medis 
(a) Termometer  
(b) Tensimeter dan stetoskop 
  (c) Alat bedah ringan (minor set) 
  (d) Sarung tangan 
  (e) Sarana/Perlengkapan P3K 
  (f) Lampu senter 




(a) Tempat tidur pasien  
  (b) Meja dan kursi 
  (c) Timbangan badan  
  (d) Meteran/pengukur tinggi 
badan 
  (e) Register pasien berobat 
  (f) Kartu status 




Alat evakuasi berupa tandu, 
ambulans/kendaraan 









Sound level meter, luxmeter, gas 
detector, dan lainnya 
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Sarana dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan kerja pada poin A 1 sd 3 adalah minimal yang 
harus dipenuhi, sedangkan sarana pada poin B 1 sd 3 
merupakan sarana penunjang, yang dapat disediakan 
sesuai kebutuhan perusahaan. 
5. Bentuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja 
Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja 
dapat berupa: 
a. Pelayanan kesehatan kerja yang diselenggarakan di 
dalam perusahaan. Bentuk dan cara penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan kerja dapat berupa pelayanan 
kesehatan kerja di dalam instansi/perusahaan 
(berupa poliklinik/rumah sakit) dan pelayanan 
kesehatan kerja di luar perusahaan (bekerja sama 
dengan unit/instansi pelayanan kesehatan lain 
misalnya rumah sakit, poliklinik swasta, Puskesmas, 
dan lain-lain. 
b. Pelayanan kesehatan kerja yang diselenggarakan 
secara bersama. 
Hal ini sering dilakukan pada suatu kawasan industri. 
c. Pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan 
fasilitas kesehatan di luar perusahaan. 
Untuk pelayanan kesehatan kerja yang dilakukan 
dengan berkolaborasi bersama unit pelayanan 
kesehatan di luar instansi/perusahaan (misalnya 
rumah sakit, klinik, praktek dokter, dan lain 
sebagainya), maka upaya kesehatan preventif dan 
promotifnya dilakukan melalui kunjungan dokter 
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perusahaan pada pelayanan kesehatan kerja tersebut 
ke perusahaan yang dilayaninya . 
Terdapat perbedaan ketentuan antara bentuk 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang 
diselenggarakan di dalam perusahaan yang 
diwujudkan dengan penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan kerja dalam bentuk kerjasama dengan 
berbagai pihak di luar instansi/perusahaan. 
Ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
pada pekerja yang diselenggarakan di dalam perusahaan: 
a. Berbentuk klinik perusahaan atau rumah sakit 
perusahaan. 
b. Memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif bagi tenaga kerja; 
c. Wajib untuk instansi/perusahaan dengan total tenaga 
kerja > 1.000 pekerja atau jumlah pekerja < 1.000 
orang tetapi memiliki tingkat potensi bahaya tinggi 
(penentuan tingkat risiko suatu perusahaan/tempat 
kerja mengacu pada standar atau peraturan 
perundangan yang berlaku). 
 
Tabel 2. Pelayanan Kesehatan Kerja melalui Lembaga 
Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan 







a. Pembinaan pekerja minimal 
1 kali/bulana 
b. Pengawasan serta 
pembinaan lingkungan kerja 
minimal 2 kali/bulanb 
2 Pengobatan dan 
pemulihan (kuratif 
dan rehabilitatif) 
a. Memberikan pelayanan 
kuratif serta rehabilitatif oleh 




No Jenis Pelayanan Keterangan 
b. Pelayanan kuratif serta 
rehabilitatif juga diberikan 
selama shift kerja dengan 
total pekerja > 500 orang  
c. Memberikan pelayanan yang 
dilakukan oleh 
paramedis/perawat untuk 
shift kerja ke dst 
 
Catatan: 
Wajib untuk perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 
1.000 orang atau lebih atau perusahaan dengan 
tingkat risiko bahaya tinggi 
a. Bentuk kegiatan pembinaan kepada tenaga kerja: 
Pendidikan/pelatihan/penyuluhan tentang 
kesehatan kerja kepada tenaga kerja agar 
memahami masalah kesehatan kerja khususnya 
yang berkaitan dengan risiko kesehatan yang 
dialami terkait dengan pekerjaannya. 
b. Pengawasan dan pembinaan lingkungan kerja: 
Melihat secara langsung kondisi lingkungan kerja 
dan membenkan masukan-masukan dalam rangka 
perbaikan lingkungan kerja khususnya dalam 
rangka menurunkan risiko kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja 
Ketentuan Penerapan Pelayanan Kesehatan Kerja di Luar 
Instansi/ Perusahaan 
Pelayanan kesehatan kerja dapat diselenggarakan 
dengan kolaborasi bersama pihak penyelenggara 
pelayanan kesehatan di luar instansi/perusahaan, 
dengan ketentuan: 
a. Dapat dalam bentuk kerjasama dengan: 
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1) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah 
(Puskesmas, rumah sakit dan poli klinik/ balai 
pengobatan dan Iain-lain), 
2) Sarana pelayanan kesehatan swasta (rumah 
sakit, poli klinik, dokter praktek swasta, dan Iain-
lain), 
3) Perusahaan Jasa K3 (PJK3) bidang kesehatan 
kerja. 
b. Dapat diterapkan pada instansi/perusahaan dengan 
jumlah pekerja > 1.000 orang dengan potensi bahaya 
rendah. 
c. Memberikan pelayanan kesehatan kuratif dan 
rehabilitatif bagi tenaga kerja. 
d. Memberikan pelayanan kesehatan preventif dan 
promotif dengan ketentuan: 
1) Perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih 
dari 500 s.d 1000 orang dilakukan kunjungan 
perusahaan sekurang-kurangnya setiap 1 bulan 
sekali; 
2) Perusahaan dengan total pekerja 200 - 500 orang 
dilakukan kunjungan perusahaan sekurang-
kurangnya setiap 3 bulan sekali; 
3) Perusahaan dengan total pekerja > 200 orang 
dilakukan kunjungan perusahaan minimal setiap 




Tabel 3. Cara Pelayanan Kesehatan Kerja melalui Ikatan Kerja 





1 > 1.000 orang 
Hanya untuk pelayanan 
kesehatan yang bersifat 
kuratif dan rehabilitatif 
(bersifat rujukan) yang 
dilakukan dengan kerjasama 
dengan pihak luar, 
sedangkan pelayanan 
kesehatan preventif dan 
kuratif harus dilaksanakan 
secara mandiri di 
instansi/perusahaan 
2. > 500 s.d 1.000 
orang 
a. Pelayanan kesehatan 
preventif serta promotif 
melalui kunjungan 
perusahaan minimal 1 
kali/bulan  
b. Pelayanan kuratif dan 
rehabilitatif serta rujukan 
yang diberikan setiap hari 
kerja dan selama ada shift 
kerja dengan total pekerja 
500 orang atau lebih 
3 > 200 s/d 
500 orang 
a. Pelayanan kesehatan 
preventif dan promotif 
melalui kunjungan 
perusahaan minimal setiap 3 
bulan sekali 
b. Memberikan pelayanan 
kuratif dan rehabilitatif serta 







4 1 s.d 200 orang a. Pelayanan kesehatan 
preventif dan promotif 
melalui kunjungan 
perusahaan minimal setiap 6 
bulan sekali 
b. Memberikan pelayanan 
kuratif dan rehabilitatif serta 
rujukan selama jam kerja 
  
Apabila dilihat dari fungsi dan manfaatnya, maka 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang 
dilaksanakan sendiri oleh pengurus dalam bentuk 
poliklinik perusahaan atau rumah sakit perusahaan 
merupakan cara yang lebih tepat, karena pelayanan 
kesehatan yang dilakukan oleh pihak luar kebanyakan 
berupa pengobatan (kuratif) saja, sedangkan fungsi 
preventif & promotif sering tidak dilaksanakan. 
Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti 
program Jaminsn Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dasar 
Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan 
Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program 
JPK Dasar Jamsostek (Permenaker No 01 tahun 1998 
tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi 
Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih baik dari Paket JPK 
Dasar Jamsostek). Selain itu, Pelayanan Kesehatan Kerja 
yang ada di perusahaan juga dapat menjadi tempat 
penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (sesuai 
Kepmenaker No 147 Th 1989). 
Perusahaan yang sudah mengikuti JPK Dasar 
Jamsostek tidak boish meninggalkan kewajiban untuk 
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai 
ketentuan Permeakertrans No. 03 Tahun 1982, karena 
JPK Dasar Jamsostek hanya memberikan pengobatan 
(kuratif) kepada tenaga kerja dan keluarganya. 
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6. Mekanisme Pengesahan Pelayanan Kesehatan Kerja 
Pengesahan pelayanan kesehatan kerja perlu 
diperhatikan oleh instansi atau manajemen sehingga 
pelayanan kesehatan kerja dapat berjalan. Adapun 
mekanismenya yaitu: 
a. Kepala instansi atau pimpinan perusahaan yang 
menerapkan Pelayanan Kesehatan Kerja mengajukan 
surat permohonan kepada kepala instansi di bidang 
ketenagakerjaan berdasarkan wilayah 
kewenangannya dengan melampirkan: 
1) Data perusahaan/instansi, personil dan 
sarana/prasarana menerapkan pelayanan 
kesehatan pada pekerja; 
2) Struktur organisasi dari pelayanan kesehatan 
kerja; 
3) Surat penunjukan dokter penanggung jawab 
pelayanan kesehatan kerja dari 
perusahaan/instansi yang bersangkutan; 
4) Surat pernyataan dokter penanggung jawab yang 
menyatakan akan mematuhi peraturan 
perundangan di bidang kesehatan kerja (di atas 
materai Rp. 6.000,-); 
5) Salinan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Dokter 
Pemeriksa Kesehatan "snaga Kerja (yang 
dikeluarkan oleh Dirjen Binwasnaker) bagi dokter 
penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja; 
6) Persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku. 
b. Pegawal pengawas ketenagakerjaan melakukan 
pemeriksaan adminstratif dan pemeriksaan lapangan 
untuk membuat laporan sebagai bahan pertimbangan 
kepala dinas/instansi ketenagakerjaan dalam 
menerbitkan surat keputusan pengesahan Pelayanan 
Kesehatan Kerja. 
c. Pelayanan kesehatan kerja yang telah memenuhi 
persyaratan diberikan pengesahan oleh kepala 
58 
 
dinas/instansi ketenagakerjaan, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1) Pelayanan kesehatan kerja yang wilayah 
operasionalnya hanya di satu wilayah kabupaten / 
kota yang disahkan oleh  kepala dinas /instansi 
ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat; 
2) Pelayanan kesehatan kerja yang wilayah 
operasionalnya di lebih dari satuwilayah
 kabupaten / kota, disahkan oleh
 kepala dinas / instansi ketenagakerjaan 
propinsi setempat; 
3) Pelayanan kesehatan kerja yang wilayah 
operasionalnya lebih dari satu wilayah provinsi, 
pengesahannya dilakukan oleh Departemen 
Ketenagakerjaan cq. Direktur Jenderai Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan. 
 
7. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan 
Kerja 
a. Pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan kerja 
terutama ditujukan untuk pencegahan Penyakit 
Akibat Kerja (PAK), peningkatan derajat kesehatan 
tenaga kerja dan peningkatan kapasitas kerja melalui 
program/kegiatan utama berupa: 
1. Pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja; 
2. Penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan 
status kesehatannya; 
3. Promosi/peningkatan kesehatan tenaga kerja; 
4. Pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK) melalui 
perbaikan lingkungan kerja (program higiene 
industri); 
5.  Pencegahan PAK melalui perbaikan kondisi kerja 
(program ergonomi kerja); 
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6. Pengembangan organisasi, program, dan budaya 
kesehatan kerja; 
7. Medical emergency response, P3K, pengobatan, 
rujukan kesehatan, rehabilitasi, pemberian 
kompensasi akibat kecelakaan serta Penyakit 
Akibat Kerja (PAK). 
b. Program serta kegiatan pelayanan kesehatan kerja 
antara lain: 
1) Upaya kesehatan promotif, misalnya: 
a) Pembinaan kesehatan kerja 
b) Pendidikan serta pelatihan di bidang kesehatan 
kerja 
c) Pembinaan dan perbaikan gizi kerja 
d) Program olahraga yang dilaksanakan di tempat 
kerja 
e) Pembinaan gaya hidup sehat 
f) Penerapan ergonomi kerja 
g) Program pencegahan serta penanggulangan 
HIV/AIDS dan Narkoba di tempat kerja 
h) Penyebarluasan informasi kesehatan kerja 
dengan melakukan penyuluhan menggunakan 
media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) 
dengan topik terkait 
2) Upaya kesehatan preventif, misalnya: 
a) Penilaian faktor risiko kesehatan di tempat 
kerja (health hazard risk assesment) dengan (1) 
mengidentifikasi faktor bahaya kesehatan kerja 
dengan melakukan pengamatan, walk through 
survey, pencatatan/pengumpulan data dan 
informasi kesehatan kerja; (2) 
menilai/mengukur potensi bahaya kesehatan 
kerja; (3) menetapkan tindakan pengendalian 
faktor bahaya kesehatan kerja 
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b) Pemeriksaan kesehatan pekerja yang meliputi 
pemeriksaan awal, berkala dan khusus 
c) Survailans dan analisis PAK serta penyakit 
umum iainnya 
d) Pencegahan keracunan makanan bagi pekerja 
e) Penempatan pekerja sesuai kondisi/status 
kesehatannya 
f) Pengendalian bahaya lingkungan kerja 
g) Penerapan ergonomi kerja 
h) Penetapan prosedur kerja aman (SOP) 
i) Penggunaan APD yang sesuai 
j) Pengaturan waktu kerja (rotasi, mutasi, 
pengurangan jam kerja terpapar faktor risiko, 
dan lain-lain); 
k) Program imunisasi 
l) Program pengendalian vektor penyakit. 
3) Upaya kesehatan kuratif, misalnya: 
a) Pengobatan dan perawatan 
b) Tindakan P3K serta kasus gawat darurat lainnya 
c) Respon tanggap darurat 
d) Tindakan operatif 
e) Merujuk pasien dan sebagainya. 
4) Upaya kesehatan rehabilitatif, misalnya  
a) Fisioterapi 
b) Konsultasi psikologis (rehabilitasi mental) 
c) Orthose/prothese (pemberian alat bantu 
tangan/kaki palsu dan lain sebagainya) 
d) Penempatan kembali dan optimalisasi tenaga 
kerja yang mengalami cacat akibat kerja 
disesuaikan dengan kemampuannya. 
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e) Rehabilitasi kerja. 
Selain upaya-upaya tersebut di atas, Pelayanan 
Kesehatan Kerja juga harus dapat menganalisa 
permasalahan K3 di perusahaan dan 
mendiskusikannya dengan unit terkait untuk 
dirumuskan solusinya dan dilaporkan ke pimpinan 
perusahaan (melalul forum P2K3) agar dilakukan 
upaya tindak lanjut. 
 
c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dan 
rujukan: 
1) Program/kegiatan pelayanan kesehatan kerja 
lebih menitikberatkan pada upaya kesehatan 
preventif dan promotif; 
2) Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan 
rehabilitatif minimal berupa pelayanan kesehatan 
kerja yang bersifat dasar misalnya pemberian 
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan 
pengobatan (rawat jalan tingkat pertama); 
3) Untuk kasus/permasalahan kesehatan kerja yang 
tidak dapat dilayat sepenuhnya di pelayanan 
kesehatan kerja di tingkat perusahaan yang 
dilakukan sistem rujukan ke pelayanan kesehatan 
kerja yang lebih lengkap. 
d.  Agar fungsi dan peranan Pelayanan Kesehatan Kerja 
optimal maka: 
1) Pengurus wajib memberikan kebebasan 
profesional kepada dokter yang menjalankan 
Pelayanan Kesehatan Kerja; 
2) Dokter dan tenaga kesehatan kerja lainnya dalam 
melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja 
diberikan kebebasan profesional untuk 
mendiagnosis PAK dan melakukan upaya-upaya 
pencegahan dan penanggulangannya; termasuk 
dalam memasuki tempat kerja untuk melakukan 
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pemeriksaan dan mendapatkan keterangan yang 
diperlukan. 
 
8. Pelaporan Pelayanan Kesehatan Kerja 
Salah satu hal yang vital untuk mengetahui 
kondisi kesehatan kerja di suatu instansi/perusahaan 
yaitu pelaporan hasil pelaksanaan program serta 
kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
kerja. Data laporan pelayanan kesehatan kerja dapat 
menjadi masukan yang sangat dibutuhkan oleh 
instansi/perusahaan sebagai bentuk evaluasi terhadap 
upaya program kesehatan kerja yang telah dilakukan 
terutama terkait produktifitas kerja. 
Selain itu, data dari laporan yang ada dapat 
menjadi pertimbangan untuk penerapan kebijakan dan 
program di tingkat pusat dalam hal pengawasan 
ketenagakerjaan secara umum dan kesehatan secara 
khusus untuk pemerintah. Pedoman serta peraturan 
perundangan yang berlaku merupakan acuan pada 
pemilihan bentuk dan tata cara pelaporan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. 
a. Isi laporan pelayanan kesehatan kerja meliputi: 
1) Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri 
dari: 
a) Kunjungan baru 
b) Kunjungan lama (ulang) 
c) Diagnosa penyakit 
d) Data penyakit akibat kerja dan penyakit 
diduga akibat kerja 
2) Data kecelakaan kerja 
3) Data hasil pemeriksaan kesehatan pekerja: 
Data hasil pemeriksaan kesehatan pekerja 
dapat dilihat pada data pemeriksaan sebelum 
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kerja (pemeriksaan kesehatan awal), 
pemeriksaan kesehatan berkala dan 
pemeriksaan kesehatan khusus yang dilakukan 
oleh perusahaan sehingga semua tenaga kerja 
mempunyai data riwayat pemeriksaan. 
4) Data hasil pemantauan 
/pengukuran/pengujian lingkungan kerja 
5) Data kegiatan kesehatan kerja lainnya 
b. Cara dan Alur Pelaporan 
Pelaporan hasil penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan kerja harus dibuat oleh dokter 
penanggung jawab dan dilaporkan oleh pengusaha 
kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dari 
Dirjen Binwasnaker Depnakertrans dengan alur 
pelaporan sebagai berikut: 
1) Dari perusahaan ke dinas/instansi 
ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (setiap satu 
bulan sekali); 
2) Hasil rekapitulasi dinas/instansi 
ketenagakerjaan Kab./Kota dilaporkan ke 
dinas/instansi ketenagakerjaan Provinsi 
(minimal setiap 3 bulan/triwulan); 
3) Hasil rekapitulasi dinas/instansi 
ketenagakerjaan Provinsi dilaporkan ke 
Depnakertrans u.p. Dirjen Binwasnaker 
(minimal setiap 3 bulan/triwulan). 
 
9. Studi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja 
Pelayanan kesehatan kerja juga dilaksanakan di 
fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit. Kesehatan dan 
keselamatan kerja di rumah sakit merupakan upaya 
dalam bentuk kegiatan guna menjamin serta melindungi 
kesehatan dan keselamatan untuk sumber daya manusia 
yang ada di rumah sakit, pasien serta pendampingnya. 
Oleh karena itu, dibuatlah standar perlindungan untuk 
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pekerja yang bekerja di rumah sakit guna mencegah serta 
meminimalisir potensi bahaya yang ada (Olii, Pinontoan, 
and Kawatu 2019). 
Penelitian yang dilaksanakan oleh Tamboto et al 
(2017) menjelaskan bahwa Rumah Sakit GMIM Kalooran 
Amurang telah menerapkan standar pelayanan 
kesehatan kerja namun belum maksimal. Adapun 
pelayanan yang telah diterapkan namun dalam 
pelaksanaannya kurang maksimal yaitu pemeriksaan 
kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan awal sebelum 
bekerja, pendidikan serta penyuluhan dan pelatihan 
mengenai kesehatan kerja serta memberikan bantuan 
kepada sumber daya manusia di rumah sakit 
menyangkut penyesuaian diri secara fisik dan mental, 
peningkatan kesehatan badan, mental serta kemampuan 
fisik SDM yang ada di rumah sakit, pemeriksaan 
kesehatan khusus, penanganan bagi SDM yang 
mengalami sakit, serta evaluasi, pencatatan, dan 
pelaporan.  
Adapun bentuk pelayanan kesehatan kerja yang 
belum terlaksana meliputi koordinasi bersama tim 
panitia pencegahan serta pengendalian infeksi 
menyangkut potensi penularan penyakit terhadap SDM 
yang ada di rumah sakit, pemantauan lingkungan kerja 
serta ergonomic surveilans kesehatan kerja. Oleh karena 
itu disarankan agar fasilitas kesehatan melaksanakan 
sosialisasi atau penyuluhan mengenai program 
kesehatan kerja secara rutin sehingga kesadaran dari 
semua pihak mengenai manfaat program kesehatan kerja 
dapat timbul. Selain itu, rumha sakit juga dapat 
merencanakan anggaran dana dalam pelaksanaan 
kegiatan kesehatan kerja (Tamboto, Kandou, and Kawatu 
2017). 
Penelitian lain dilakukan oleh Olii et al (2019) 
memaparkan bahwa pelayanan kesehatan kerja telah 
dilaksanakan di RSUD Datoe Binangkang namun belum 
maksimal. Adapun bentuk pelayanan kesehatan kerja 
yang telah diterapkan antara lain pemeriksaan kesehatan 
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awal sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, 
peningkatan kesehatan badan, kondisi mental, serta 
kemampuan fisik dari Sumber Daya Manusia (SDM) di 
RS, dan penanganan bagi SDM yang menderita sakit. Oleh 
karena itu maka disarankan agar pihak RS merancang 
kebijakan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan 
kesehatan dan keselamatan kerja di RS. Selain itu, RS juga 
perlu menganggarkan dana untuk memaksimalkan 
penerapan pelayanan kesehatan kerja di RS. 
Hasil penelitian dari Vaskiano et al (2019) juga 
menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kerja di RSUD 
Talaud sudah dilaksanakan namun secara umum belum 
optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat 
cukup banyak sub program yang belum dilaksanakan 
berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun program 
kesehatan kerja yang dilaksanakan yaitu pemberian 
pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi serta 
pelaksanaan evaluasi.  
Adapun hambatan yang muncul dalam penerapan 
pelayanan kesehatan kerja yaitu kurangnnya anggaran. 
Hal tersebut mengakibatkan tidak semua program dapat 
dilaksanakan secara optimal. Selain itu, masalah 
ketersediaan SDM yang kompeten juga menjadi salah 
satu hambatan dalam penerapan pelayanan kesehatan 
kerja. Hambatan yang lain yaitu kurangnya sosialisasi 











1. Dasar Hukum 
Peraturan/kebijakan perundangan yang terkait 
pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja adalah: 
a. Terdapat pada Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 
1970 
b. Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980 
c. Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 
 
2. Definisi 
a. Pemeriksaan kesehatan awal merupakan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang 
ditunjuk instansi/perusahaan sebelum pekerja 
diterima untuk bekerja di instansi/perusahaan 
tersebut. 
b. Pemeriksaan kesehatan berkala (periodik) 
merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada waktu 
tertentu terhadap pekerja. Pemeriksaan dilakukan 
oleh dokter yang ditunjuk oleh instansi/perusahaan. 
c. Pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan 
kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk 





3. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja 
a. Pemeriksaan kesehatan awal dilakukan dengan 
tujuan mengetahui kondisi kesehatan pekerja yang 
diterima dengan baik, tidak mempunyai penyakit 
menular yang akan menginfeksi pekerja lain serta 
cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan (fit to 
work) sehingga keselamatan dan kesehatan pekerja 
terjamin. 
b. Pemeriksaan kesehatan berkala (periodik) 
dilakukan untuk mempertahankan atau menjaga 
kesehatan pekerja sesudah melakukan 
pekerjaannya, serta menilai sedini mungkin potensi 
adanya pengaruh dari pekerjaan yang perlu 
dikendalikan dengan menerapkan usaha 
pencegahan. 
c. Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan untuk 
menilai potensi adanya pengaruh dari pekerjaan 
tertentu terhadap pekerja atau kelompok tenaga 
kerja tertentu. 
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan 
dalam rangka memenuhi dua kebutuhan, yaitu: 
a. Mendiagnosa serta memberikan terapi bagi pekerja 
yang menderita penyakit umum. Biasanya di negara 
maju, hal tersebut akan dilakukan oleh asuransi yang 
menanungi pekerja. 
b. Menyelenggarakan tindakan pencegahan, 
mendiagnosa penyakit akibat kerja (PAK) serta 
menentukan derajat kecacatan. Kegiatan ini 
dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga 
kerja atau dokter yang memiliki keahlian di bidang 
kesehatan/kedokteran kerja. 
Pemeriksaan kesehatan secara umum dianggap 
penting. Apabila calon pekerja mengetahui kondisi 
kesehatan dan penyakit yang dideritanya maka upaya 
penyembuhan dapat dilakukan sedini mungkin. 
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Beberapa hadits menjelaskan mengenai urgensi berobat 
ketika sakit, antara lain 
 
 
“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya 
Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali 




 “Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit 
kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit 





 “Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan 
obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah 
berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud). 
 
4. Prosedur dan Mekanisme Pemeriksaan Kesehatan Tenaga 
Kerja 
Pemeriksaan kesehatan pada pekerja dilakukan 
oleh instansi/perusahaan dengan tujuan mengetahui 
kondisi kesehatan tenaga kerja sehingga perusahaan 
memiliki data riwayat kesehatan pekerjanya. Adapun 
prosedur dan mekanisme pemeriksaan kesehatan untuk 




Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh 
lembaga dan personil yang memiliki kompetensi. 
Berdasarkan pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 
1970, Permennakertrans No.Per.02/Men/1980 dan 
Permennakertrans No.Per.03/Men/1982, diatur 
mengenai pelaksana pemeriksaan kesehatan tenaga 
kerja, yaitu dilakukan oleh dokter yang dibenarkan 
oleh Direktur. Dokter yang dimaksud adalah dokter 
pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Dokter pemeriksa 
kesehatan tenaga kerja adalah dokter yang ditunjuk 
oleh pengusaha serta telah memenuhi syarat yang 
diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Trankop No. Per. 01/Men/1976 serta beberapa syarat 
lain yang disetujui Direktur Jendral Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan-Depnakertrans.  
Untuk lembaga pemeriksa kesehatan pada 
pekerja dapat dilakukan oleh pelayanan kesehatan 
kerja yang ada di dalam instansi/perusahaan atau di 
luar perusahaan seperti perusahaan jasa bidang 
pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan 
Kesehatan kerja, yang telah mendapatkan pengesahan 
sesuai dengan Permennaker No. Per. 04/Men/1995 
tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja. 
b. Prosedur dan Mekanisme Pemeriksaan Kesehatan 
Tenaga Kerja 
Perencanaan serta pedoman pemeriksaan harus 
dibuat sebelum dokter pemeriksa kesehatan pekerja 
melakukan pemeriksaan. Namun, diharapkan proses 
produksi yang ada di dalam perusahaan tetap dapat 
berjalan lancer dengan dibuatnya perencanaan serta 
pedoman pemeriksaan  tersebut. Sedangkan pedoman 
pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan jenis 
pemeriksaan kesehatan yang harus didasarkan pada 
unit kerja dan faktor risiko yang ada di tempat kerja, 
sehingga akan diketahui jenis pemeriksaan dan 
jumlah yang diperiksa. 
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1) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja awal  
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja awal 
dilaksanakan sebelum diterima untuk melaksanakan 
pekerjaan dan data hasil pemeriksaan merupakan 
data dasar atau awal. Adapun pemeriksaan ini berisi: 
a) Anamnesa (interview) 
Di dalam anamnesis, dokter akan menanyakan 
tentang: 
(1) Riwayat penyakit pekerja 
Riwayat penyakit pada pekerja adalah 
keseluruhan jenis penyakit yang pernah diderita, 
kondisi kesehatan yang dirasakan pekerja, 
riwayat perawatan di fasilitas kesehatan, 
riwayat operasi, serta pola hidup seperti 
kebiasaan merokok, minuman keras dan lain 
sebagainya. 
(2) Riwayat pekerjaan 
Dalam riwayat pekerjaan akan digali semua 
pekerjaan yang pernah dilakukan serta 
bagiannya, masa kerja serta apakah kesehatan 
pekerja pernah diperiksa. 
(3) Riwayat kecelakaan 
Akan dilakukan wawancara mengenai 
riwayat kecelakaan yang pernah dialami pekerja, 
bentuk kecelakaan serta risiko yang diderita 
akibat kecelakaan tersebut. 
(4) Usia 
Dalam wawancara akan ditanyakan usia 
pekerja sebagai salah satu data kesehatan 
mengingat usia merupakan faktor risiko dari 
beberapa penyakit. 
(5) Riwayat pendidikan 
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Riwayat pendidikan yang dimaksud adalah 
jenjang pendidikan yang telah ditempuh pekerja. 
Biasanya akan ditanyakan pendidikan terkahir 
pekerja. 
(6) Kondisi keluarga dan lain sebagainya 
Kondisi keluarga serta aspek lain juga 
menjadi bahan wawancara bagi pekerja. 
b) Anamnesa (interview) khusus  
Anamnesa khusus dilaksanakan untuk beberapa 
penyakit seperti: 
(1) Alergi 
Alergi merupakan reaksi hipersensitivitas 
atau perubahan reaksi pada tubuh akibat masuk 
atau kontaminasi benda asing dalam tubuh 
manusia yang melibatkan antibodi 
immunoglobulin E (IgE). Pada dasarnya alergi 
dapat diobati dengan mengonsumsi obat anti 
alergi atau yang biasa dikenal dengan 
antihistamin. Namun, pada beberapa orang obat 
ini dapat menimbulkan efek samping berupa 
munculnya rasa kantuk. Rasa kantuk sebagai 
efek samping tentunya dapat mengganggu 
pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya. 
Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya 
terutama apabila pekerja sedang 
mengoperasikan peralatan berat di proyek atau 
tempat kerja (Widjaja 2005). 
Alergi pada setiap orang dapat bersifat 
ringan ataupun berat. Gejalanya dapat berupa 
gatal atau berair pada area mata serta bersin. 
Reaksi yang lebih ekstrim yaitu munculnya 
gangguan pernafasan, kelainan fungsi jantung 
dan rendahnya tekanan darah yang 
mengakibatkan syok. Reaksi tersebut dinamakan 













Gambar 13. Alergi Dermatitis Kontak pada Tangan Petugas 
Kesehatan 
Sumber: (Qin and Lampel 2015) 
Adapun beberapa zat allergen umum yang 
diakibatkan oleh pekerjaan dapat dilihat pada tabel 
4: 
Tabel 4. Zat Alergen Umum Akibat Kerja 
































































































































































ahli mesin, juru 









Sumber: (Qin and Lampel 2015) 
(2) Epilepsi 
Epilepsi merupakan penyakit yang tidak 
menular yang ditandai dengan kejang dan pada 
beberapa orang dapat disertai dengan hilangnya 
kesadaran. Epilepsi dapat disebabkan oleh 
kondisi tidak stabilnya muatan listrik di otak 
yang menyebabkan kakunya otot serta hentakan 












Gambar 14. Kejang pada Pekerja 
Sumber: (St John 2012) 
(3) Kelainan jantung 
Jantung merupakan salah satu organ vital 
pada tubuh. Jantung memiliki ukuran sebesar 
kepalan tangan kanan manusia. Jantung berada 
pada rongga dada sebelah kiri tepat di atas sekat 
diafragma. Jantung berfungsi dalam memompa 
darah manusia ke seluruh tubuh (Soeharto 
2000).  
Salah satu penyakit akibat kelainan atau 
abnormalitas pada jantung adalah penyakit 
kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler 
merupakan penyakit yang diakibatkan oleh 
gangguan fungsi jantung serta pembuluh darah. 
Terdapat beberapa macam penyakit 
kardiovaskuler diantaranya penyakit stroke dan 
jantung koroner (Kemenkes RI 2014). 
(4) Tekanan darah (tinggi/rendah) 
Kondisi tekanan darah seseornag juga dapat 
menjadi faktor pemicu timbulnya penyakit. Hal 
tersebut terjadi apabila tekanan darah berada 
dalam kondisi di atas ataupun di bawah normal. 
Tekanan darah merupakan kekuatan yang 
dibutuhkan sehingga darah dapat mengalir di 
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dalam pembuluh darah serta beredar ke seluruh 
jaringan tubuh manusia.  
Tekanan darah dibagi menjadi dua yaitu 
tekanan darah sistolik serta tekanan darah 
diastolik. Disebut tekanan darah sistolik apabila 
jantung menguncup (sistole) ketika darah 
sedang mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan 
tekanan darah diastolik adalah tekanan darah 
ketika jantung mengendor kembali (diastole). 
Maka dari itu, nilai tekanan darah sistolik akan 
selalu lebih tinggi daripada tekanan darah 
diastolik. Tekanan darah rendah disebut 
hipotensi sedangkan tekanan darah tinggi 
hipertensi (Gunawan 2001). 
(5) TBC 
TBC atau tuberkolosis adalah penyakit 
akibat infeksi bakteri yang dapat menyerang 
hampir semua bagian tubuh, tetapi paling sering 
menyerang paru-paru. Bakteri yang 
mengakibatkan penyakit ini adalah 
Mycobacterium tuberculosis. Penularan 
tuberkulosis dapat melalui udara, utamanya 
udara tertutup seperti udara dalam rumah yang 
pengap dan lembab, udara dalam pesawat 
terbang antara benua, gedung pertemuan dan 
kereta api berpendingin (Achmadi 2012). 
Sumber penularan TBC terjadi ketika pasien 
TB terutama pasien yang mengandung kuman 
TB dalam dahaknya batuk atau bersin. Sesorang 
dengan bakteri TB dalam dahaknya 
menyebebarkan kuman ke udara dalam bentuk 
percikan dahak (droplet nuclei/percik renik). 
Infeksi akan terjadi apabila seseorang 
menghirup udara yang mengandung percikan 




(6) Kencing manis 
Kencing manis atau penyakit gula atau biasa 
dikenal dengan nama diabetes mellitus 
merupakan penyakit yang muncul akibat 
gangguan menahun utamanya pada system 
metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein 
dalam tubuh manusia. Gangguan metabolisme 
ini terjadi akibat produksi hormon insulin yang 
berkurang.  
Hormon insulin digunakan dalam proses 
perubahan gula menjadi tenaga dan sintesis 
lemak. Kondisi tubuh yang kekurangan insulin 
disebut sebagai hiperglikemia dimana kadar gula 
dalam darah meningkat atau kadar gula dalam 
urin manusia dan zat-zat keton dan asam yang 
berlebihan. Tingginya kandungan zat keton dan 
asam akan mengakibatkan rasa haus yang terjadi 
terus-menerus, tingginya frekuensi buang air 
kecil, turunnya berat badan walaupun selera 
makan tetap tinggi, dan turunnya daya tahan 
tubuh (Lanywati 2001). 
(7) Asma 
Asma merupakan kondisi dimana terjadi 
gangguan pada paru-paru yang bersifat kronis. 
Asma biasanya ditandai dengan kesulitan 
bernafas. Saluran pernafasan pada penderita 
asma sangatlah sensitif serta memberikan 
respon yang berlebihan apabila ada gangguan 
atau rangsangan. Rekasi saluran pernafasan 
penderita asma apabila terdapat gangguan 
adalah menyempit serta menghalangi udara 
masuk ke dalam tubuh. Akibatnya, penderita 
dapat mengalami batuk, sesak, nafas pendek, 
tersengal-sengal, dan nafas dengan bunyi “ngik”. 
Penyempitan maupun hambatan terjadi 
akibat peradangan saluran nafas sehingga 
saluran pernafasan menjadi merah dan bengkak 
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serta mengeluarkan lendir yang berlebihan serta 
menyempit. Selain itu, penyempitan juga 
diakibatkan oleh kondisi otot yang ada di sekitar 
saluran pernafasan mengetat, mengejang serta 
mengerut (Vitahealth 2006). 
(8) Bronkitis 
Bronkitis merupakan peradangan pada 
saluran udara ke paru-paru (bronkus). Pada 
umumnya, bronkitis terbagi dua yaitu bronkitis 
akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut muncul 
akibat flu maupun infeksi lain pada saluran 
pernafasan. Namun, bronkitis akut akan sembuh 
setelah beberapa hari atau pekan. Berbeda 
dengan bronkitis kronis yang merupakan iritasi 
atau radang menetap pada saluran pernafasan 
sehingga membutuhkan penanganan yang lebih 
serius. Salah satu faktor penyebab terjadinya 
bronkitis kronis adalah konsumsi rokok (Suryo 
2010). 
(9) Pneumonia 
Pneumonia merupakan infeksi yang muncul 
akibat radang pada paru-paru dimana terjadi 
infeksi pada alveoli. Pneumonia juga 
mengakibatkan pasokan oksigen dalam tubuh 
berkurang sehingga sel tubuh tidak dapat 
menjalankan fungsinya secara optimal. 
Penyebab dari pneumonia bervariasi. Namun, 
penyebab utama dari penyakit ini adalah bakteri, 
virus, jamur, mikroplasma, serta beberapa 
senyawa kimia tertentu dan partikel. Penumonia 
ditunjukkan dengan demam, batuk, sesak nafas, 
sakit kepala, nyeri di seluruh tubuh, serta letih 
dan lesu (Misnadiarly 2008). 
Adapun pada pneumonia yang disebabkan 
oleh bakteri yaitu Pneumonia pneumococcus 
memiliki 4 stadium, antara lain (Somantri 2007): 
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(a) Penyumbatan  
Penyumbatan terjadi pada 4 hingga 12 
jam pertama. Hal tersebut terjadi ketika 
eksudat serosa masuk ke dalam alveolus 
akibat bocornya pembuluh darah.  
(b) Hepatisasi merah 
Hepatisasi merah terjadi pada 48 jam 
berikutnya dintandai dengan warna paru-
paru yang memerah serta terlihat 
bergranula akibat eritrosit, fibrin, serta 
leukosit polimorphonucleus (PMN) yang 
mengisi alveolus. 
(c) Hepatisasi kelabu 
Hepatisasi kelabu terjadi setelah 3 - 8 
hari ditandai dengan paru-paru yang terlihat 
berwarna abu-abu. Hal tersebut diakibatkan 
oleh konsolidasi leukosit dan fibrin ke dalam 
alveolus yang terserang. 
(d) Pemulihan 
Pemulihan terjadi setelah 7 – 11 hari. 
Hal tersebut ditandai dengan eksudat yang 
mengalami lisis serta direabsoprsi oleh 
makrofag yang mengakibatkan kembalinya 
jaringan ke struktur semula. 
(10) Gangguan jiwa 
Gangguan jiwa merupakan kondisi dimana 
seseorang menderita kelainan pada otak dilihat 
dari aspek biokimiawi, faal serta anatominya. 
Gangguan jiwa diakibatkan oleh faktor-faltor 
dasar yang disebut faktor predisposisi. Faktor 
predisposisi ini merupakan faktor 
organobiologik atau psikoedukatif yang menjadi 
manifestasi akibat dipicu oleh faktor stressor 
social yang menjadi faktor pencetus 
(Darmabrata and Nurhidayat 2003). 
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(11) Penyakit kulit 
Penyakit kulit adalah penyakit yang 
menyerang permukaan tubuh diakibatkan oleh 
bibit penyakit seperti jamur, bakteri, virus serta 
serangga yang mengontaminasi kulit. Kulit juga 
dapat rusak oleh luka, terbakar, atau 
kontaminasi bahan kimia (WHO 1995). Penyakit 
kulit merupakan penyakit yang menempati 
peringkat kedua penyakit akibat kerja (PAK) 
setelah gangguan musculoskeletal di Uni Eropa. 
Salah satu penyakit kulit yang paling sering 
diderita oleh pekerja yaitu dermatitis kontak 
dengan persentase 70-90% dari semua penyakit 
kulit akibat kerja. Gangguan kulit lainnya yang 
mungkin diderita pekerja yaitu folikulitis, akne, 
neoplasia, hiperpigmentasi serta vitiligo 
(Adisesh et al. 2013). 
(12) Penyakit pendengaran 
Pada dasarnya keluhan pada area telinga 
sebagai indra pendengaran dapat berupa tinitus, 
perubahan ketajaman pendengaran, nyeri 
hingga vertigo (Burnside-MbGlynn 1990). Pada 
pekerja, salah satu faktor risiko terjadinya 
penyakit pada pendengaran adalah tingginya 
tingkat kebisingan di tempat kerja. Penelitian 
yang dilakukan oleh Waskito (2005) 
menyatakan bahwa pekerja yang memiliki masa 
kerja lebih dari 20 tahun, kadar kolesterol total 
pada darah > 200 mg%, dan merokok memiliki 
pengaruh pada munculnya gangguan 
pedengaran sensorineural. Oleh karena itu perlu 
diperhatikan tata kelola Program Konservasi 
Pendengaran. Hal tersebut dapat diwujudkan 
dengan melakukan pengawasan yang ketat pada 
pekerja yang terpajan bising di tempat kerja. 
(13) Penyakit pinggang 
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Penyakit pinggang merupakan penyakit 
yang sering dan umum terjadi. Penyakit 
pinggang biasanya terjadi pada bagian bawah 
atau dikenal dengan nama low back pain. Tulang 
pinggang memiliki fungsi untuk 
mempertahankan mobilitas serta stabilitas 
manusia. Penyakit pada pinggang dapat bersifat 
akut serta kronis. Penyakit pinggang dapat dapat 
diakibatkan oleh beberapa hal. Namun, 
penyebab yang paling sering terjadi yaitu ketika 
bekerja tidak menerapkan sikap tubuh yang 
benar, punggung tegang, kelelahan, berlebihan 
dalam bekerja, serta posisi duduk dan bentuk 








Gambar 15. Lower Back Injury on Worker 
Sumber: (OSHAnet 2017) 
(14) Hernia 
Hernia adalah penyakit yang diakibatkan 
oleh keluarnya usus dari rongga perut. Hernia 
dapat terjadi pada semua orang tanpa melihat 
jenis kelamin ataupun umur. Pada umumnya, 
hernia berlokasi pada bagian bawah perut. Pada 
pria, hernia dapat dideteksi dengan mudah yaitu 
dengan melihat terjadinya pembesaran salah 
satu skrotum atau kantong zakar. Sebaliknya, 
pada wanita, penyakit hernia agak sulit 
dideteksi. Oleh karena itu, untuk mengetahui 
wanita mengalami hernia atau tidak adalah 
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dengan melakukan pemeriksaan khusus pada 
dokter.  
Pada umumnya, hernia dapat diobati dengan 
melakukan operasi penutupan kantong hernia. 
Tertutupnya kantong hernia tidak menjamin 
seseorang akan terbebas dari hernia. Hal 
tersebut dikarenakan hernia dapat kambuh 
kembali apabila faktor pencetus dari penyakit 
tersebut tidak dihindari. Terdapat beberapa 
faktor pencetus dari penyakit hernia 
diantaranya (Wirawan 2013): 
(a) Batuk yang sifatnya kronis 
(b) Sering mengejan ketika BAB 
(c) Sulit Buang Air Kecil 
(d) Berat badan berlebihan (terlalu gemuk) 
(e) Sering mengangkat benda yang berat 
(f) Kelainan yang sifatnya bawaan seperti 
penurunan testis yang terhambat ke dalam 
skrotum atau kantong zakar. 
 
(15) Hepatitis/penyakit hati 
Hepatitis/penyakit hati merupakan penyakit 
yang tidak menunjukkan gejala serta keluhan 
seraca kasat mata pada penderitanya. Hal itu 
pula yang membuat hepatitis dijuluki sebagai 
silent killer (Suitaatmadja 2014). Salah satu 
tanda yang paling sering dari penyakit hati 
adalah terjadinya peradangan yang terletak pada 
hati/liver. Hepatitis merupakan penyakit yang 
mendapatkan perhatian khusus. Penyakit hati 
biasanya dikenal dengan nama penyakit kuning, 
penguningan terjadi pada mata, kuku, dan kulit. 
Namun, faktanya penguningan merupakan salah 




(16) Ulkus peptikum 
Ulkus peptikum merupakan kondisi dimana 
terjadi peronggaan yang terbentuk pada dinding 
mukosa lambung, pylorus, duodenum, dan 
esofagus. Ulkus petikum terjadi akibat erosi pada 
area yang mengelilingi mukosa. Faktor pencetus 
dari penyakit ini meliputi konsumsi alcohol, 
perokok berat, serta konsumsi obat anti 
inflamasi. Penyakit ini juga berhubungan dengan 
infeksi dari bakteri yaitu Helicobacter pylori 
(Baughman and Hackley 2000). 
(17) Anemia 
Anemia adalah penyakit diakibatkan oleh 
turunnya kadar hemoglobin dalam tubuh 
manusia termasuk pekerja. Terdapat beberapa 
faktor yang mengakibatkan turunnya kadar 
hemoglobin dalam tubuh manusia. Faktor 
tersebut diantaranya konsumsi zat besi yang 
rendah, umur, status merokok, terapi obat, 
kebiasaan olahraga, riwayat penyakit, jenis 
kelamin, Indeks Massa Tubuh (IMT), stres, suhu, 
kelembaban, kontaminasi zat kimia yang bersifat 
toksik seperti benzena (Kiswari 2014). 
Gambaran klinis dari penyakit anemia dapat 
diketahui dari empat hal, yaitu (Hoffbrand and 
Moss 2010): 
(a) Kecepatan Permulaan 
Anemia yang memburuk dengan cepat 
dapat menimbulkan lebih banyak gejala 
daripada anemia dengan permulaan yang 
lambat. Hal ini disebabkan karena waktu 
adaptasi yang diperlukan oleh sistem 
kardiovaskular lebih sedikit dan kurva 
disosiasi O2 hemoglobin. 
(b) Derajat Berat 
Anemia ringan sering tidak 
menunjukkan gejala namun biasanya 
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terdapat gejala apabila hemoglobin kurang 
dari 9-10 g/dL. Walaupun demikian, anemia 
berat dimana kadar hemoglobin hingga 6,0 
g/dL dapat menunjukkan gejala yang sangat 
sedikit apabila awitannya sangat lambat dan 
terjadi pada orang muda yang sehat selain 
anemia. 
(c) Usia 
Orang tua kurang dapat mentoleransi 
anemia dibandingkan orang yang lebih 
muda karena efek kekurangan oksigen 
terhadap organ-organ apabila kompensasi 
kardiovaskular normal serta peningkatan 
volume kuncup yang terganggu. 
(d) Kurva Disosiasi O2 Hemoglobin 
Anemia secara umum dikaitkan dengan 
peningkatan kadar 2,3 DPG (Difosfogliserat) 
dalam sel darah merah dan pergeseran 
kurva disosiasi O2 ke kanan. Hal ini 
mengakibatkan oksigen lebih mudah 
dilepaskan ke jaringan.  
 
Adapun gejala anemia yang biasa 
dialami oleh penderita, yaitu nafas terengah-
engah terutama pada saat berolahraga, 
lemas, letalergi, berdebar-debar, serta sakit 
kepala. Pada penderita yang berusia lebih 
tua maka akan muncul gejala seperti gagal 
jantung, nyeri dada atau klaudikasi 
intermiten, dan kebingungan. Tanda anemia 
juga dapat dibagi menjadi tanda umum dan 
spesifik. Tanda umum seperti pucat pada 
selaput lendir jika kadar hemoglobin di 
bawah 9-10 g/dL. Sedangkan tanda spesifik 
dapat dikaitkan dengan jenis anemia 
tertentu seperti koilonikia (kuku sendok) 
dengan defisiensi besi, icterus dengan 
anemia hemolitik atau megaloblastik, ulkus 
kaki dengan sel sabit dan anemia hemolitik 
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lainnya, deformitas tulang dengan talasemia 
mayor (Hoffbrand and Moss 2010). 
 
c) Pemeriksaan klinis  
Pemeriksaan klinis dilakukan untuk penyakit 
umum. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 
kemungkinan adanya pengaruh atau dampak dari 
potensi bahaya di lingkungan kerja. 
d) Pemeriksaan mental 
Pada pemeriksaan mental akan diperiksa 
terkait dengan keadaan kesadaran, sikap dan 
tingkah laku, kontak mental, perhatian, inisiatif, 
intelegensia dan proses berfikir. 
e) Pemeriksaan fisik 
Fisik diagnostik dari seluruh bagian badan 
dengan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi, 
pengukuran tekanan darah, nadi, pernafasan, 
tinggi badan, berat badan, pemeriksaan 
ketajaman penglihatan, pendengaran, perabaan, 
refleks, kesegaran jasmani. 
f) Pemeriksaan laboratorium rutin dan rontgen 
dada. 
Pemeriksaan laboratorium rutin dan rontgen 
dada dilakukan untuk membantu menegakkan 
diagnosis (darah, urin, feses). 
g) Pemeriksaan penunjang lain berdasarkan jenis 
serta sifat pekerjaan. Pemeriksaan ini bertujuan 
untuk melihat serta menilai kondisi kesehatan 
tenaga kerja dihubungkan dengan jenis dan sifat 
pekerjaan yang akan dikerjakannya. Contoh: tes 
alergi, tes spirometri, tes buta warna dan lain-lain. 
Setelah pemeriksaan kesehatan awal 
dilaksanakan akan diperoleh hasil pemeriksaan 
kesehatan tenaga kerja awal, yaitu: 
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a) Sehat atau tidak ditemukan kelainan sehingga 
pekerja dapat bekerja tanpa syarat: 
(1) Dapat melakukan pekerjaan berat 
(2) Dapat melakukan pekerjaan ringan 
(3) Dapat melakukan pekerjaan di berbagai 
bagian. 
 
b) Menderita sakit/ada kelainan: 
(1) Dapat bekerja namun sesuai kondisi kerja 
yang diperbolehkan, seperti; hanya kerja 
ringan, kerja di tempat tak berdebu, tak ada 
kontak dengan bahan kimia dan lain 
sebagainya. 
(2) Ditolak untuk bekerja: 
(3) Ditolak permanen atau ditolak sementara 
menunggu proses pengobatan. 
 
2) Pemeriksaan Kesehatan Berkala/Periodik dan 
Khusus. 
Pemeriksaan kesehatan berkala/periodik dan 
khusus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 
Perundangan harus dilakukan paling tidak satu 
tahun sekali berdasarkan tingkat bahaya yang 
dapat mengancam kesehatan pekerja, dokter 
perusahaan/dokter pemeriksaan dapat 
menentukan lamanya diadakan pemeriksaan 
kesehatan berkala (lebih dari satu kali dalam 
setahun). Data yang diperoleh dari hasil 
pemeriksaan kesehatan berkala/periodik dan 
khusus dapat digunakan untuk menemukan atau 
menentukan adanya kapasitas kerja serta 
menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja. 
Pemeriksaan ini meliputi: 
a) Anamnesa (interview) 





(3) Jenis kelamin  
(4) Unit kerja 
(5) Lama kerja 
(6) Gambaran mengenai hal yang dikerjakan, 
potensi bahaya di lingkungan kerja, 
berbagai keluhan yang diderita, serta 
kondisi kesehatan yang dirasakan. 
b) Pemeriksaan klinis  
Pemeriksaan klinis pada pemeriksaan 
kesehatan berkala, sama dengan pemeriksaan 
kesehatan awal. Hal yang harus diperhatikan adalah 
kemungkinan adanya pengaruh dari faktor-faktor 
yang ada di lingkungan kerja. 
c) Pemeriksaan mental 
Pada pemeriksaan mental akan diperiksa 
terkait keadaan kesadaran, sikap dan tingkah laku, 
kontak mental, perhatian, inisiatif, intelegensia dan 
proses berfikir. 
d) Pemeriksaan fisik 
Pemeriksaan fisik diagnostik dari dari seluruh 
bagian badan, khususnys bagian badan yang 
mengalami kelainan/keluhan dengan metode 
inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi, 
pengukuran tekanan darah, nadi, pernafasan, tinggi 
badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman 
penglihatan dan pendengaran 
e) Pemeriksaan laboratorium rutin (darah, urin 
dan feses) serta rontgen dada 
f) Pemeriksaan penunjang lain berdasarkan jenis 
sertasifat pekerjaan.  
Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai 
pekerja setelah melakukan pekerjaan dan untuk 
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menilai kemungkinan pemajanan faktor berbahaya 
di lingkungan kerja. Pemeriksaan penunjang 
lainnya seperti tes spirometri, pemeriksaan fungsi 
organ khusus, serta pemeriksaan laboratorium 
khusus. 
Setelah dilakukan pemeriksaan akan diperoleh 




c) Penyakit umum 
d) Penyakit akibat kerja (PAK) 
e) Diduga penyakit akibat kerja (PAK), sehingga 
perlu dilakukan pemeriksaan khusus lanjutan 
dalam bentuk pemeriksaan lingkungan kerja, 
laboratorium khusus serta biological 
monitoring 
Apabila ditemukan penyakit akibat kerja maka 
sebaiknya pekerja diberikan saran-saran 
pengendalian agar penyakit tidak bertambah parah 
dan mempengaruhi proses produksi di perusahaan. 
 
3) Pemeriksaan Kesehatan Khusus. 
Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan 
dengan tujuan menilai potensi pengaruh terhadap 
pekerja dari pekerjaan-pekerjaan tertentu yang 
dikerjakan. Pemeriksaan kesehatan khusus juga 
dilakukan pada: 
a) Pekerja yang telah mengalami kecelakaan atau 
penyakit yang membutuhkan perawatan lebih 
dari 2 minggu. 
b) Pekerja berusia di atas 40 tahun maupun 
pekerja wanita serta pekerja cacat dan pekerja 




c) Pekerja yang dicurigai mengalami gangguan 
kesehatan tertentu harus sebaiknya diberikan 
pemeriksaan khusus lanjutan sesuai dengan 
kebutuhannya  
Pemeriksaan kesehatan khusus juga 
dilaksanakan jika terdapat keluhan pada pekerja 
atau berdasarkan pengamatan pengawas 
keselamatan dan kesehatan kerja serta atas 
penilaian Pusat Bina Hiperkes dan Keselamatan 












BAB 7  
 





Pekerja dapat terkena risiko kerja akibat potensi 
bahaya yang ada di tempat kerja. Potensi bahaya 
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja, zat kimia 
beracun, pemakaian mesin-mesin dan bahan-bahan 
berbahaya. Selain itu, tuntutan pekerjaan dapat 
mengakibatkan tekanan fisik serta psikis. Hal tersebut 
membuat seseorang yang bekerja harus berhadapan 
dengan kemungkinan yang besar terpapar risiko 
penyakit yang disebabkan pekerjaan dan jabatannya. 
Faktor bahaya di tempat kerja dapat menyebabkan 
penyakit pada tenaga kerja secara langsung maupun 
secara tidak langsung. Selain itu, pekerja yang juga 
merupakan masyarakat umum memiliki kemungkinan 
menderita penyakit yang diperoleh di luar tempat kerja. 
Adapun beberapa istilah terkait dengan penyakit 
yang berhubungan dengan hubungan kerja yaitu: 
penyakit akibat kerja (PAK) atau occupational diseases 
serta penyakit akibat hubungan kerja (PAHK) atau Work 
related diseases. 
a. Penyakit Akibat Kerja (Occupational diseases) 
Penyakit Akibat Kerja (PAK) merupakan 
penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan atau 
lingkungan kerja. Definisi PAK menurut ILO tahun 
1996: Penyakit akibat kerja (occupational disease) 
yaitu penyakit yang diderita sebagai akibat 
pemajanan terhadap faktor-faktor resiko yang 
timbul dari kegiatan bekerja. 
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Dalam peraturan perundangan di Indonesia, 
terdapat 2 (dua) istilah dari penyakit akibat kerja, 
yaitu: 
1) Permennaker No. 01/Men/1981 tentang 
kewajiban melapor penyakit akibat kerja: 
’’Penyakit akibat kerja adaiah setiap penyakit 
yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan 
kerja" 
2) Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja 
(Undang-undang No. 3 tahun 1992 mengenai 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Keppres R.l No. 
22 tahun 1993): ” Penyakit yang timbul karena 
hubungan kerja adaiah penyakit yang 
disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan 
kerja". 
b. Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK) atau Work 
related diseases 
Penyakit akibat hubungan kerja (Work related 
diseases) atau penyakit terkait kerja merupakan 
penyakit yang dicetuskan, dipermudah atau 
diperberat oleh adanya pekerjaan. Penyebab dasar 
penyakit ini didapatkan di luar tempat kerja 
sedangkan faktor pekerjaan tidak menjadi penyebab 
dasar. Faktor di tempat kerja berperan memperbera 
dan atau memicu timbul/kekambuhannya, sehingga 
penyebabnya sering terdiri dari beberapa faktor 
(multi faktor). 
Berikut beberapa kasus penyakit akibat 
hubungan kerja, antara lain: 
1) Seorang pekerja memiliki penyakit asma yang 
didapatkan dari orangtua. Sehingga penyakit 
asma menjadi faktor keturunan bagi pekerja 
tersebut. Namun, setelah bekerja di tempat kerja 




2) Pekerja melakukan pekerjaan di tempat kerja 
dengan kondisi kebisingan yang tinggi. Pekerja 
tersebut menderita tekanan darah tinggi 
(hipertensi). Hipertensi dalam hal ini 
merupakan penyakit terkait kerja, bukan PAK. 
Hal tersebut dikarenakan hipertensi disebabkan 
oleh penyebab yang bersifat multi faktor. 
Sedangkan, tingginya angka kebisingan hanya 
menjadi salah satu faktor yang memperberat 
penyakit hipertensi. 
Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) kelompok 
penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yang 
harus dibedakan yaitu penyakit akibat kerja (PAK) 
dan penyakit terkait kerja. PAK adalah penyakit yang 
secara jelas semata-mata disebabkan oleh penyebab 
dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Sedangkan 
penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan 
adalah penyakit yang penyebab utama atau 
penyebab dasarnya bukan faktor pekerjaan atau 
lingkungan kerja, tetapi dapat diperberat olehnya. 
 
2. Faktor Penyebab Penyakit Akibat Kerja 
a. Faktor fisik 
Penyakit akibat kerja (PAK) dapat disebabkan oleh 
faktor fisik di tempat kerja. Faktor fisik yang dimaksud 
diantaranya: 
1) Kebisingan yang dapat mengakibatkan ketulian 
Ketulian merupakan penyakit akibat kerja 
yang memperoleh klaim tertinggi dari pekerja. 
Ketulian disebabkan oleh pajanan bising yang 
diterima pekerja yang bekerja di industri yang 
menghasilkan bising seperti pengolahan kayu, 
tekstil, metal, dan lain sebagainya (Halajur 2019). 
Kebisingan lingkungan merupakan suara yang 
tidak diinginkan diakibatkan oleh aktivitas manusia 
serta dianggap berbahaya dan dapat merusak 
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kesehatan manusia serta kualitas hidupnya. 
Kebisingan lingkungan mengacu pada kebisingan 
yang mempengaruhi manusia dan berkaitan secara 
eksklusif dengan suara luar diakibatkan aktivitas 
transportasi, industri serta kegiatan rekreasi 











Gambar 16. Kebisingan di Tempat Kerja 
Sumber: (SoundEar 2020) 
 
Adapun aspek yang memiliki keterkaitan 
dengan kebisingan yaitu distribusi frekuensi, lama 
pajanan, dan jumlah energi bunyi yang ada. 
Kebisingan dapat menyebabkan efek yang sifatnya 
akut antara lain turunnya konnsetrasi dan 
menyebabkan masalah komunikasi sehingga akan 
mengakibatkan terganggunya job performance 
pekerja. Ketika pekerja terpapar oleh kebisingan 
yang tinggi (> 85 dBA) pada jangka waktu tertentu 
akan mengakibatkan tuli yang bersifat sementara 
hingga kronis (Halajur 2019).  
 
Beberapa penelitian menunjukkan hubungan 
antara kebisingan di tempat kerja dengan 
menurunnya kualitas pendengaran pekerja. 
Penelitian yang dilakukan oleh Setyani et al (2018) 
menunjukkan bahwa dosis kebisingan memiliki 
hubungan yang signifikan secara statistik dengan 
kualitas pendengaran pekerja konveksi di Desa 
Kedungdowo Kota Kudus. Sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Putri et al (2019) 
juga menghasilkan kesimpulan bahwa kebisingan 
dan penggunaan Alat pelindung Telinga (APT) 
memiliki hubungan yang signifikan dengan ambang 
pendengaran pekerja pada bagian produksi PT. 
DPS. 
2) Suhu tinggi  
Suhu merupakan besaran fisika yang 
menyatakan derajat panas suatu benda. Semakin 
tinggi suhu suatu benda maka semakin tinggi pula 
derajat panas yang diakibatkannya. Suhu suatu 
benda juga berkaitan dengan getaran partikel-
partikel benda tersebut. Apabila suhu benda tinggi 
maka partikel benda tersebut juga akan bergerak 
dengan kecepatan yang tinggi (Abdullah 2006). 
Suhu merupakan ukuran kuantitatif dari 
temperatur panas dan dingin, yang diukur dengan 
termometer. Secara umum, pengukuran dinyatakan 
dalam skala Celcius (C), Reamur (R), dan 
Fahrenheit (F). Suhu udara sendiri merupakan 
ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan 
molekul. Sedangkan, suhu suatu benda merupakan 
keadaan yang menentukan kemampuan benda 
tersebut dalam memindahkan panas ke benda 
lainnya ataupun menerima panas dari benda lain. 
Dalam sistem dua benda, benda yang kehilangan 
panas dikatakan benda yang bersuhu lebih tinggi 
(ACGIH 2007).  
Menurut Abdullah (2006), alat pengukur suhu 
yang baik harus memenuhi dua hal berikut, yaitu: 
a) Nilai suhu yang ditunjukkan tidak dipengaruhi 
oleh nilai suhu yang diukur sebelumnya. 
b) Memberikan pembacaan suhu dengan cepat. 
Misalnya suatu alat pengukur suhu mula-mula 
digunakan untuk mengukur suhu rendah dan 
nilanya dapat segera terbaca. Ketika dikeluarkan 
dari tempat bersuhu tinggi, alat tersebut harus 
segera memberikan pembacaan suhu tinggi.  
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Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan 
berbagai keluhan serta penyakit baik yang sifatnya 
ringan sampai berat. Misalnya: hyperpireksi, heat 
cramp, heat exhaustion, heat stroke. Hal tersebut 
terjadi akibat keluarnya cairan tubuh dan elektrolit 
yang berlebihan dari tubuh tenaga kerja. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa suhu tinggi di 
tempat kerja dapat mengakibatkan masalah 
kesehatan bagi pekerja. 
Penelitian yang dilakukan oleh Tawatsupa et 
al (2013) menemukan hampir 20% responden 
mengalami paparan panas. Setelah dianalisis secara 
statistik, didapatkan bahwa paparan panas 
memiliki hubungan secara signifikan dengan 
kejadian kecelakaan kerja. Dimana pekerja pria 
yang terpapar tekanan panas beresiko 2,12 kali 
lebih tinggi mengalami kecelakaan kerja. 
Sedangkan untuk pekerja wanita yang terpapar 
tekanan panas beresiko 1,89 kali lebih besar 
mengalami kecelakaan kerja. 
Penelitian yang dilakukan oleh Soemarko 
(2002) memaparkan bahwa apabila jumlah cairan 
dan elektrolit yang masuk tidak cukup, produksi 
urin akan menurun dan kepekatan urin meningkat 
sehingga mengalami hipersaturasi/superaturasi. 
Apabila ini berlangsung lama maka akan dapat 
dapat mendorong terbentuknya antara lain kristal 





















Gambar 17. Potensi Bahaya Suhu Tinggi di Tempat 
Kerja 
Sumber: (STA 2016) 
 
3) Radiasi sinar elektromagnetik  
Radiasi sinar elektromagnetik dapat menjadi 
salah satu faktor yang menyebabkan penyakit 
akibat kerja. Sumber radiasi dapat berasal dari 
peralatan listrik berenergi tinggi. Semakin tinggi 
pemakaian listrik dalam melakukan aktifitas 
sehari-hari, semakin banyak pancaran radiasi 
elektromagnetik yang diterima (Anies 2007).  
Elektromagnetik terdiri dari dua kombinasi 
antara medan listrik serta medan magnet yang 
memiliki energi sama. Manusia hampir akan selalu 
terpapar dengan radiasi karena sumber radiasi 
berada dimana-mana bahkan di dalam tubuh 
manusia. Adapun beberapa gangguan kesehatan 
akibat paparan radiasi elektromagnetik antara lain 
(Anies 2007): 
a) Sistem hematologi, gangguan pembentukan sel-
sel darah seperti leukemia (kanker darah) serta 
lymphoma malgnum (kanker kelenjar getah 
bening yang ganas)  
b) Sistem kardiovaskuler, berupa gangguan irama 
jantung 
c) Sistem saraf dengan degenerasi saraf yang 




d) Sistem reproduksi, terutama reproduksi pria 
seperti gangguan pembentukan sperma 
e) Sistem indokrin, berupa perubahan melatoin 
yang mengakibatkan insomnia maupun irama 
sirkadian serta hipersensitivitas yang 
menyebabkan timbulnya berbagai gejala atau 
keluhan panyakit  
 
4) Sinar ultraviolet  
Paparan sinar ultraviolet merupakan salah 
satu sumber penyakit akibat kerja. Salah satu 
contoh lingkungan kerja yang memiliki potensi 
paparan sinar ultraviolet adalah industri 
perkapalan. Kondisi lingkungan kerja pada industri 
perkapalan tepatnya pada bidang pengelasan 
berpotensi menimbulkan dampak terhadap 
pekerja. Hal tersebut terjadi karena pada bagian 
pengelasan terdapat potensi paparan cahaya atau 
sinar yang ditimbulkan dari proses kerja. Sinar 
tersebut dapat berupa sinar inframerah, sinar 
ultraviolet dan semua sinar yang dihasilkan dari 
semua proses pengelasan.  
Radiasi sinar ultraviolet adalah radiasi 
elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 
nanometer (nm) hingga 400 nm. Sinar ultraviolet 
yang dihasilkan dari bagian pengelasan yang 
menggunakan suhu tinggi. Seperti halnya dengan 
sinar matahari yang memiliki suhu tunggi serta 
mengandung sinar ultraviolet. Sinar tersebut dapat 
mengganggu serta merusak indra penglihatan 
manusia. Sinar ultraviolet yang bersumber dari 
aktivitas pengelasan berpotensi merusak selaput 
konjungtiva mata. Adapun gejala dari masalah 
kesehatan tersebut yaitu seakan – akan terdapat 
pasir di dalam mata (Elkinton 1996). 
Hal tersebut berpotensi mengakibatkan 
konjungtivitis fotoelektrika, seperti pada pekerja 
industry perfilman yang memiliki frekuensi tinggi 
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dengan paparan lampu-lampu dengan pancaran 
intensitas ultraviolet kuat (Suma’mur 2009). 
Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Widiati 
(2019) menyimpulkan terdapat hubungan yang 
signifikan secara statistik antara lama terpapar 
sinar las dengan kejadian konjungtivitis 













Gambar 18. Paparan Sinar UV pada Pekerja Pengelasan 
Sumber: (Breath Freely 2017) 
 
5) Tekanan udara tinggi yang dapat mengakibatkan 
Caisson’s Disease 
Caisson’s Disease atau lebih dikenal sebagai 
penyakit dekompresi merupakan penyakit yang 
biasanya dialami oleh pekerja di bidang penyelam 
ketika melakukan penyelaman. Terdapat beberapa 
jenis penyelaman yang biasa dilakukan oleh 
nelayan yakni penyelaman dengan menggunakan 
kompresor sebagai suplai udara, penyelaman tahan 
nafas dan sedikit yang melakukan penyelaman 
dengan Scuba. Gangguan kesehatan yang dialami 
oleh nelayan akibat menyelam antara lain pusing, 
perdarahan, tuli, nyeri persendian dan kelelahan 
berlebihan (Mallapiang, et al, 2015). 
Penyakit dekompresi adalah sekumpulan 
gejala yang diakibatkan oleh gelembung udara yang 
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terbentuk di dalam darah atau jaringan lain selama 
atau setelah penurunan tekanan lingkungan. Hal 
tersebut menyebabkan pekerja yang bekerja di 
bagian penyelaman memiliki risiko tinggi terkena 
dari penyakit ini (Linggayani and Ramadhian 
2017). Sebuah studi menunjukkan bahwa 
penyelam tradisional yang tidak mengetahui 
prosedur penyelaman yang benar memiliki risiko 
lebih besar untuk menderita penyakit dekompresi 
dibandingkan penyelam tradisional yang 
mengetahui prosedur penyelaman yang benar 
(Massi 2005). 
6) Penerangan yang berlebihan  
Penerangan yang berlebihan dapat 
mempengaruhi daya penglihatan. Tingkat 
penerangan yang tinggi dapat menyebabkan 
pekerja silau dan ketidaknyamanan visual serta 
berdampak negatif pada fisiologi dan psikologi 
manusia. Sebaliknya penerangan yang kurang 
dapat mengakibatkan ketidaknyamanan serta 
mempengaruhi visual pekerja terhadap lingkungan 
visualnya. Kelebihan serta kekurnagan cahaya akan 
membuat mata manusia menjadi cepat lelah 
(Mohamad et al. 2019).  
Kelelahan mata ditandai dengan iritasi mata 
atau konjungtivitas, sakit kepala, penglihatan 
ganda, daya akomodasi, konvergensi menurun, 
kepekaan kontras, ketajaman penglihatan, serta 
kecepatan persepsi. Penelitian yang dilakukan oleh 
Wahyuni et al (2014) menunjukkan bahwa pekerja 
yang bekerja di Industri Pembuatan Sepatu “X” Kota 
Semarang mengalami kelelahan mata berat 
sebanyak 62,5%. Sedangkan pekerja yang 
mengalami kelelahan mata sedang sebanyak 25%, 
serta yang mengalami kelelahan mata ringan 





7) Getaran  
Getaran merupakan faktor fisik yang dapat 
menjadi sumber terjadinya penyakit akibat kerja. 
Getaran dapat mengakibatkan Reynaud's disease 
(penyempitan pembuluh darah). Getaran adalah 
gerakan teratur dari suatu benda maupun media 
yang bekerja secara bolak balik dari kedudukan 
keseimbangannya. Getaran terbagi dua antara lain 
(Linnemann and Erbe 2016): 
a) Whole body vibration merupakan getaran yang 
disebabkan oleh getaran pada lantai melalui kaki 
dari tempat duduk maupun pada topangan kaki. 
b) Hand arm vibration merupakan getaran yang 
disebabkan oleh mesin yang mengakibatkan 









Gambar 19. Potensi Whole Body Vibration Pekerja 












Gambar 20. Potensi Hand and Body Vibration Pekerja 
Sumber: (OHS 2015) 
Fenomena Raynaud (Raynaud Phenomenon) 
adalah vasospasme berulang pada jari tangan serta 
kaki yang pada umumnya muncul sebagai respon 
pada saat dingin (Shapiro and Wigley 2017). Salah 
satu akibat dari Raynaud Phenomenon adalah 
White Fingers Syndrome. White Fingers Syndrome 
merupakan gangguan berupa penyempitan 
pembuluh darah, gangguan tulang sendi, gangguan 
saraf perifer, serta otot yang menyebabkan jari-jari 
pucat dan kaku, mati rasa terhadap suhu maupun 
sentuhan (Nilsson, Wahlström, and Burström 
2017). 
b. Faktor Kimia 
Selain faktor fisik, PAK juga dapat disebabkan 
oleh faktor kimia yang digunakan atau yang 
dihasilkan dari produksi di tempat kerja. Pada 
beberapa jenis industri seperti pengolahan minyak, 
kertas, industri pupuk, pestisida, gas bumi, obat-
obatan dan lain sebagainya. Industri tersebut 
menggunakan banyak bahan kimia tertentu sebagai 
bahan baku maupun bahan pembantu dan atau 




Penggunaan bahan kimia memiliki potensi 
menimbulkan bahaya seperti iritasi, kebakaran, 
peledakan, dan keracunan. Terdapat 70% penyakit 
akibat kerja yang diakibatkan oleh bahan kimia yang 
masuk melalui inhalasi, kulit dan pencernaan. Bahan 
kimia dapat berupa zat padat, cair, gas, uap serta 
partikel.  
Bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh dapat 
secara akut dan kronis. Keracunan akut merupakan 
keracunan yang terjadi akibat absorbsi bahan kima 
dalam jumlah besar serta waktu yang singkat berupa 
keracunan gas, karbon monoksida (CO), asam 
clanida (HCN), dan lain sebagainya. Sedangkan 
keracunan kronis merupakan keracunan akibat 
absorbsi zat kimia dalam jumlah yang sedikit namun 
menetap dalam waktu yang lama. Keracunan kronis 
dapat berupa keracunan benzena, uap Pb yang 
mengakibatkan leukemia, keracunan zat 
karsinogenik dapat menyebabkan kanker, dan lain 
sebagainya. 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
bahan kimia yang terkandung dalam bahan baku, 
proses, serta hasil buangan industri berhubungan 
dengan masalah kesehatan yang dialami pekerja. 
Penelitian yang dilakukan oleh Dwilestari dan 
Oginawati (2010) menunjukkan bahwa timbal (Pb) 
yang terdapat pada lingkungan kerja berhubungan 
dengan kelainan hematologi yang dialami pekerja. 
Semakin tinggi kadar timbal yang ditemukan darah 
pekerja maka semakin rendah kadar hemoglobin, 
hematokrit, serta eritrositnya. Paparan zat kimia lain 
yang berpotensi mengakibatkan masalah kesehatan 
adalah merkuri. Penelitian yang dilakukan oleh 
Suhelmi et al (2020) menyimpulkan bahwa 
gangguan kesehatan yang dialami oleh pekerja 
pengrajin emas di Kecamatan Wajo adalah gangguan 
neurologi diakibatkan oleh penggunaan merkuri 
ketika melakukan pekerjaannya.  
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c. Faktor Biologi 
Faktor biologi merupakan salah satu faktor 
yang dapat mengakibatkan pekerja mengalami 
masalah kesehatan. Adapun faktor biologi yang dapat 
mengakibatkan penyakit akibat kerja antara lain 
virus, bakteri, parasit, cacing, jamur dan Iain 
sebagainya. Terdapat beberapa kasus penyakit 
akibat kerja yang dialami pekerja seperti pekerja 
tambang menderita penyakit malaria, filariasis pada 
pekerja di lapangan, penyakit hepatitis dan TB pada 
petugas kesehatan, pekerja gandum yang menderita 
penyakit aspergillus paru akibat infeksi jamur, dan 
lain-lain.  
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
pekerja tambang berpotensi terinfeksi kecacingan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Tuuk et al (2020) 
menyimpulkan bahwa terdapat 16 pekerja tambang 
yang terinfeksi cacing tambang sehingga 
menyebabkan penyakit kecacingan. Penelitian lain 
juga yang dilakukan oleh Roebiakto dan Supriyadi 
(2016) menunjukkan bahwa terdapat 20 pekerja 
tambang intan tradisional di Kecamatan Cempaka, 
Kota Banjar baru yang positif menderita infeksi 
kecacingan. Pada umumnya, penyakit kecacingan 
dianggap biasa dan tidak berbahaya oleh 
masyarakat. Namun, apabila dibiarkan dalam jangka 
waktu lama makan pekerja akan menderita 
kekurangan gizi dan daya tahan tubuh menurun. Hal 
tersebut tentu akan berefek pada menurunnya 
produktivitas kerja pekerja. 
Penyakit akibat kerja akibat faktor biologis 
berpotensi menular dari satu pekerja ke pekerja lain. 
Oleh karena itu, pekerja yang menderita penyakit 
tersebut harus segera mendapatkan tindakan medis 
seperti melakukan imunisasi dengan vaksinasi atau 
suntikan untuk penyakit yang memiliki vaksin 
(Sultan 2019). Adapun contoh pemberian vaksin 
pada pekerja antara lain pemberian vaksin cacar 
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pada pekerja yang terinfeksi penyakit variola 
maupun pemberian suntikan pada pekerja yang 
terinfeksi penyakit kolera dan tifus. Imunisasi juga 
dapat dilakukan dengan BCG pada pekerja yang 
menderita penyakit TBC (Djatmiko 2016). 
d. Faktor Ergonomi 
Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari 
mengenai hubungan antara pekerjaan dengan tubuh 
manusia. Prinsip ergonomi yaitu mencocokkan 
pekerjaan untuk pekerjanya. Hal tersebut berarti 
lingkungan kerja harus diatur sedemikian rupa 
begitu pula area kerjanya agar sesuai dengan 
kebutuhan pekerja (Sultan 2019).  
Faktor ergonomi yang mengakibatkan penyakit 
akibat kerja seperti posisi kerja/cara kerja yang 
salah seperti bekerja dengan membungkuk akan 
menyebabkan sakit otot, sakit pinggang dan cedera 
pada punggung, serta dapat menyebabkan 
perubahan bentuk tubuh. Berbagai penyakit akibat 
kerja dapat disebabkan oleh kontruksi mesin yang 
kurang baik. 
Beberapa penelitian menunjukkan adanya 
masalah kesehatan yang terjadi akibat faktor 
ergonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Suarniti 
(2015) menyimpulkan bahwa perawat gigi memiliki 
risiko terkena Musculoskeletal Disorders (MSDs), 
Hernia Nucleus Pupposus (HNP), lower back pain, 
serta Carpal Turner Syndrome akibat kesalahan 
ergonomic ketika bekerja. Selain itu, penelitian yang 
dilakukan oleh Purwanti (2017) menunjukkan 
hubungan yang signifikan antara ergonomic kerja 
dengan gangguan kesehatan akibat kerja seperti 
nyeri pinggang, nyeri lutut, serta pusing pada pekerja 
di pabrik gula. 
Bahaya ergonomi akan meningkat potensi 
risikonya untuk pekerja dengan penerapan tugas 
yang monoton, berulang serta yang membutuhkan 
105 
 
kecepatan tinggi, postur tubuh ketika bekerja yang 
tidak netral maupun canggung apabila pendukung 
yang digunakan kurang sesuai serta kurangnya 
waktu istirahat. Hal tersebut dapat dicegah dengan 
menyediakan posisi kerja maupun duduk yang sesuai 
seperti sandaran kursi dan tikar bantalan untuk 
berdiri. Mendesain tempat kerja sehingga peralatan 
kerja yang digunakan mudah dijangkau oleh pekerja. 
Selain itu, posisi bahu pekerja diusahakan dalam 
posisi nertal, rileks serta lengan lurus ke depan 
ketika melakukan pekerjaan. Rotasi kerja juga perlu 
dipertimbangkan dengan memberikan istirahat yang 
teratur untuk pekerjaan yang sifatnya intensif. Usaha 
tersebut dapat mengurangi risiko kram yang 
berulang serta tingkat kesalahan dan kecelakaan 
(Sultan 2019). 
e. Faktor Psikososial. 
Faktor psikososial yang menyebabkan PAK 
seperti kondisi kerja yang monoton, hubungan kerja 
yang kurang baik, upah yang kurang, serta tempat 
kerja terpencil dapat mengakibatkan stress pada 
pekerja yang manifestasinya berupa perubahan 
tingkah laku, tidak bisa membuai kepuiusan, dan 
tekanan darah meningkat. Hal tersebut dapat 
mengakibatkan timbuinya penyakit lain atau 
terjadinya kecelakaan kerja. 
Selain beberapa faktor penyebab di atas, ada 
pula faktor lain yang mempengaruhi terjadinya PAK, 
antara lain: 
1) Kerentanan Individu 
Individu memiliki kerentanan yang berbeda-
beda terhadap penyakit tertentu. Oleh karena 
itu, walaupun pekerja terpapar zat kimia atau 
fisika yang sama namun memungkinkan efek 




2) Kondisi kerja yang tidak aman (unsafe 
condition) 
Kondisi kerja yang tidak aman merupakan 
lingkungan kerja yang dapat membahayakan 
pekerjanya. Misalnya lantai kerja licin. 
3) Tindakan tidak aman (unsafe action) 
Tindakan tidak aman dapat berupa metode kerja 
yang salah, tidak menggunakan alat pelindung 
diri, dan sikap kerja yang teledor dalam bekerja 
(Alhamda and Sriani 2015). 
4) Manajemen K3 kurang baik. 
Penyakit akibat kerja dapat terjadi karena 
manajemen K3 di tempat kerja yang kurang baik. 
Tempat kerja atau perusahaan dikatakan baik 
apabila perusahaan tersebut mampu menjaga 
keselamatan serta kesehatan pekerjanya dengan 
membuat aturan mengenai K3. Aturan tersebut 
secara konsisten diterapkan oleh seluruh 
pekerja sehingga pekerja dapat terhindar dari 
kemungkinan terkena penyakit akibat kerja 
sehingga produktivitas pekerja dapat meningkat 
(Bukhori and Assidiqi 2020) 
 
3. Jenis-Jenis PAK 
Penyakit akibat kerja hampir sama dengan penyakit 
pada umumnya yang dapat menyebabkan gangguan pada 
seluruh organ atau bagian tubuh. PAK berdasarkan target 
organ yang terpapar terbagi atas beberapa jenis, antara 
lain:  
a. Penyakit kulit dan penyakit paru. 
Salah satu target organ dari penyakit akibat kerja 
adalah kulit, paru-paru serta organ pernafasan 
lainnya. PAK yang target organnya melalui kulit dan 
pernafasan baisanya berupa alergi/hipersensitivitas, 
rinitis rinosinusitis akibat infeksi pada hidung dan 
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rongga tulang sekitar hidung/sinus, asma 
pneumonitis/alveolitis ekstrinsik alergi akibat infeksi 
pada paru-paru dan batang tenggorok/bronkus, serta 
aspergilosis. Pada kulit, PAK dapat berupa dermatitis 
seperti kontak alergi, dermatitis kontak iritan, 
hipersensitivitas lateks, penyakit jamur, dan lain 
sebagainya. 
Penyakit kulit yang merupakan penyakit kulit 
akibat hubungan kerja dan paling sering ditemukan 
menginfeksi pekerja adalah dermatitits kontak. 
Terdapat 2 jenis dermatitis kontak yaitu iritan dan 
alergi. Semua jenis dermatitis ini awalnya bersifat akut 
dan bisa berubah menjadi bersifat kronik apabila 
penyebabnya tidak diketahui dan tidak segera 
dihilangkan. Beberapa contoh penyakit paru akibat 
kerja yaitu asma, bisinosis, alveoli alergi, bronkhitis 
kronis, emfisema, karsinoma bronkus, fibrosis 
noduler, sarkoidosis, pneumonia, tuberkulosis, 
pneumonitis, fibrosis pleura. 
b. Penyakit hati dan penyakit gastro-intestinal 
(lambung dan usus) 
Penyakit hati pada dasarnya jarang diderita 
pekerja akibat lingkungan kerja atau proses kerjanya. 
Namun terdapat beberapa penyakit hati yang 
berpotensi menginfeksi pekerja seperti kanker hati 
akibat uap vinil klorid. Hati memiliki peran dalam 
transformasi bahan kimia yang larut dalam lipid. Hal 
tersebut menjadikan bahan larut dalam air. Proses ini 
biasanya akan menghasilkan bahan yang toksisitasnya 
rendah namun juga dapat mengakibatkan bahan 
memiliki toksisitas tinggi.  
Sedangkan untuk penyakit gastro-intestinal yang 
dapat menginfeksi pekerja dapat berupa kanker 
lambung dan esofagus. Prevalensi kanker lambung 
dan esofagus dapat meningkat pada pekerja yang 
bekerja di bidang vulkanisasi karet serta tambang batu 
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bara. Penyakit saluran urogenital (saluran kemih & 
organ reproduksi). 
c. Penyakit saluran urogenital (saluran kemih dan 
organ reproduksi) 
Paparan uap logam (kadmium, merkuri, dan 
timah hitam), pelarut organik serta pestisida dapat 
mengakibatkan gagal ginjal akut. Kerusakan jaringan 
ginjal (nefron) dan gagal ginjal kronik dapat 
disebabkan oleh karbon tetraklorida dari berbagai 
bahan pelarut lainnya. Pada pekerja industri karet dan 
pekerja manufaktur serta pekerja yang dalam proses 
kerjanya menggunakan bahan pewarna organik 
seperti benzidin dapat terpapar kanker vesika 
urinaria (kandung kemih). Benzidin serta 2-
naphthylisme dapat dikonversi menjadi bahan 
karsinogen yang diekskresikan melalui urin dan 
berpotensi menimbulkan keganasan pada kandung 
kemih. 
Gangguan kesuburan atau infertilitas, keguguran 
serta kelainan janin/fetus berpotensi terjadi akibat 
paparan bahan kimia di lingkungan kerja. Kerja fisik 
selama hamil, paparan radiasi mengion, timah hitam 
(pada pria dan wanita), serta merkuri organik (pada 
wanita) dapat menimbulkan gangguan reproduksi. 
d. Penyakit hematologik (darah) 
Bahan toksik di lingkungan kerja dapat 
menimbulkan berbagai gangguan hematologi. 
Hematologi adalah ilmu yang mempelajari darah serta 
jaringan pembentuknya. Darah merupakan bagian 
vital dari sistem transport yang berupa cairan 
kompleks, terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, 
dan trombosit yang terdiri dari dua bagian besar yaitu 
plasma darah dan korpuskul (Fitriyani 2016).  
Salah satu bahan toksik yang ada dalam 
lingkungan kerja yaitu benzena. Benzena yang dapat 
merusak sistem hematologi manusia. Penelitian yang 
dilakukan oleh Ray et al (2007) menunjukkan bahwa 
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paparan benzena pada pekerja berhubungan 
signifikan secara statistik dengan penurunan kadar 
hemoglobin pekerja. Paparan darah dari subjek yang 
terpapar benzena diilustrasikan beberapa kelainan 
morfologi. Sel darah merah / Red Blood Cell (RBC) 
hipokromik (RBC dengan hemoglobin rendah), 
anisositosis (perubahan ukuran sel darah merah), dan 
poikilositosis (perubahan bentuk sel merah) sering 
diamati pada pekerja yang terpapar. Selain benzene, 
adapula paparan uap timbal (Pb) yang pada 
konsentrasi tertentu dapat mengakibatkan kolik 
abdominal (kejang perut), paralisis saraf motoris 
(kelumpuhan) dan anemia. 
e. Penyakit kardiovaskuler (jantung) 
Ditemukan peningkatan kematian akibat 
penyakit jantung coroner. Hal tersebut dikarenakan 
paparan karbon disulfida dan viscose rayon pada 
pekerja. Selain itu, pekerja yang bekerja di bidang 
manufaktur bahan peledak dan obat-obatan 
berpotensi terpapar nitrat seperti gliceri trinitrat dan 
ethyline glycol dinitrate. Paparan zat kimia tersebut 
dapat mengakibatkan nyeri dada akibat jantung 
(angina) dan kematian jaringan jantung (infark 
myocard). Paparan zat kimia lainnya seperti bahan 
pelarut organik halogen misalnya trichloroethyline 
dapat mengakibatkan kematian mendadak akibat 
fibrilasi ventrikel. 
f. Penyakit muskuloskeletal (otot dan kerangka tubuh) 
Penyakit muskuloskeletal yang mungkin terjadi 
pada pekerja yaitu raynaud syndrome atau vibration 
white finger yang diakibatkan oleh penyempitan 
pembuluh darah (spasme vaskuler) sebagai 
manifestasi gangguan alat kerja yang bergetar antara 
20-400 Hz. Selain itu, penyakit lain dapat berupa 
carpal tunnel syndrome yang diakibatkan oleh 
tekanan yang berulang-ulang pada tangan (palmar 
dan pergelangan) ketika bekerja. Pekerjaan fisik yang 
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berat seperti mengangkat beban, mendorong, 
menahan beban dan lain sebagainya serta kurang 
memperhatikan prinsip ergonomi kerja dapat 
mengakibatkan gangguan pada punggung dan dan 
tulang belakang misalnya nyeri pinggang atau Low 
Back Pain (LBP), Hernia Nucleus Pulposus (HNP), dan 
gangguan ortopedi lainnya. 
g. Gangguan pada organ pendengaran (telinga) 
Penyakit akibat kerja juga dapat disebabkan oleh 
kebisingan. Kebisingan yang tinggi dapat 
mengakibatkan gangguan pendengaran. Kebisingan 
sangat tinggi dalam waktu singkat dapat merusak 
selaput pendengaran (membrane tymphani). 
Sedangkan, paparan kebisingan jangka panjang dapat 
menyebabakan hilangnya pendengaran pekerja (noise 
induced hearing loss). 
Kehilangan pendengaran akibat bising ada yang 
bersifat sementara (temporary) dan masih dapat 
disembuhkan. Selain itu, ada juga yang bersifat 
permanen dan tidak dapat disembuhkan. Gangguan 
pendengaran lain akibat bising dapat berupa telinga 
terasa berdenging (tinitus). 
Memindahkan pekerja ke tempat yang intensitas 
bisingnya tidak terlalu sering dan kuat dapat menjadi 
opsi untuk penyembuhan pekerja yang menderita 
gangguan pendengaran yang belum permanen. 
Adapun tanda ketika pekerja mengalami gangguan 
pendengaran akibat bising antara lain sulit untuk 
mengikuti percakapan di tempat yang ramai serta 
tidak menyukai percakapan orang banyak. 
h. Gangguan pada organ penglihatan (mata) 
Penyakit akibat kerja yang terjadi pada organ 
penglihatan adalah katarak akibat sinar inframerah, 
radang selaput mata (conjungtivitis) akibat sinar 
ultraviolet serta penurunan tajam penglihatan (visus) 
akibat kurangnya pencahyaan di lingkungan tempat 
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kerja. Penataan pencahayaan tempat kerja yang buruk 
dapat menimbulkan rasa sakit pada mata. Mata yang 
gatal kerap kali ditemukan pada pekerja yang terpapar 
bahan organik. Klor dan formaldehid dapat 
menyebabkan reaksi iritasi non- alergi. 
 
i. Gangguan susunan syaraf 
Tempat kerja yang mengandung resiko 
terjadinya gangguan saraf antara lain tempat kerja 
yang bergerak di bidang painting, carpet-tile lining, 
laboratorium kimla, paparan petrolium dan oil. 
Gangguan saraf dapat memiliki gejala berupa pusing, 
sulit untuk konsentrasi, sering lupa, depresi, 
demensia, neuropati perifer (kesemutan), ataksia 
serebelar serta penyakit motor neuron (kelumpuhan). 
j. Stres 
Salah satu penyakit akibat kerja yang dapat 
diderita pekerja dapat dipicu oleh stress. Stres dapat 
menyebabkan gangguan kejiwaan (psikis) seperti 
kecemasan (ansietas), depresi ringan hingga berat, 
psikosis, serta psikosomatis. 
k. Infeksi 
Pekerja yang beekerja di laboratorium klinik 
dapat mengalami penyakit infeksi seperti hepatitis 
virus, TBC, dan HIV/AIDS. Pada ruangan ber-AC, 
pekerja dapat terinfeksi kuman Legionella yang 
berpotensi menyebabkan pneumonia (radang paru-
paru). Selain itu, terdapat infeksi kuman leptospira 
yang dapat menginfeksi petani serta berpotensi 
menimbulkan kematian sebagai dampak dari kondisi 
gagal hepatorenal. 
l. Keracunan (intoksikasi) 
Keracunan di tempat kerja merupakan kerjadian 
yang sering terjadi pada pekerja. Keracunan dapat 
bersifat kronik akibat paparan dengan bahan kimia 
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dalam jangka lama seperti logam berat (timah hitam, 
kadmium, dan merkuri) organik solven (benzena, 
toluen, xilene), pestisida dan larutannya. Selain 
bersifat kronik, keracunan juga dapat bersifat akut. 
Hal tersebut terjadi apanbila pajanan zat toksik yang 
masuk ke dalam tubuh hanya berlangsung dalam 
waktu singkat namun dalam jumlah atau konsentrasi 
yang besar. 
Keracunan yang dapat terjadi pada pekerja 
adalah keracunan makanan. Keracunan (intoksikasi) 
ini dapat disebabkan oleh senyawa beracun (toksin) 
yang dihasilkan sebagai produk sampingan selama 
pertumbuhan bakteri. Dengan demikian, sel 
bakterinya sendiri tidak perlu ikut tertelan, toksinnya 
saja. Bakteri utama yang menyebabkan keracunan 
makanan intoksikasi adalah sebagai berikut (Jenie 
2014): 
1) Staphylococcus aureus (luka, bisul, jerawat) 
2) Spesies Streptococci  
3) Clostridium botulinum  
Petani adalah kelompok pekerja yang berpotensi 
terkontaminasi insektisida. Insektisida yang 
digunakan petani dalam membasmi serangga 
pengganggu mengandung carbamat atau organofosfat. 
Hal tersebut ditandai gejala seperti gangguan visus, 
lemah, keringatan, tremor, sakit kepala dan rasa 
mabuk serta muntah-muntah. 
4. Deteksi Penyakit Akibat Kerja (PAK) 
Penyakit akibat kerja (PAK) merupakan penyakit 
yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. 
Maka dari itu, dalam mendeteksi atau mendiagnosa PAK 
perlu dilakukan 2 hal yaitu monitoring kesehatan tenaga 
kerja melalui pemeriksaan kesehatan serta monitoring 
lingkungan kerja terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesehatan pekerja. Pemantauan 
lingkungan kerja dapat dilakukan dengan memeriksa 
kadar pajanan zat toksik di dalam tubuh pekerja. Zat 
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toksik dapat diukur dengan memeriksa sampel darah, 
urine, rambut dan kuku pekerja. Pengukuran kuantitatif 
dengan peralatan lapangan atau analisa laboratorium 
dapat dilakukan sebagai pemantauan lingkungan kerja 
sehingga diperoleh data yang obyektif.  
 
5. Dampak Penyakit Akibat Kerja (PAK) 
Pekerja yang menderita penyakit akibat kerja akan 
mengalami penurunan kondisi kesehatan baik secara 
fisik maupun psikis. Hal tersebut akan menimbulkan 
dampak bukan hanya bagi pekerja tapi juga bagi 
pengusaha.  
a. Dampak bagi pekerja 
1) Dampak langsung, antara lain: 
a) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 
b) Cacat sebagian atau cacat total secara fisik 
maupun mental untuk dalam waktu yang 
lama hingga permanen. 
c) Meninggal dunia 
2) Dampak tidak langsung, antara lain: 
a) Kehilangan/menurunnya kemampuan 
untuk bekerja  
b) Kehilangan pekerjaan 
b. Dampak bagi pengusaha 
1) PAK yang tidak terdeteksi kadangkala dianggap 
penyakit umu. Hal tersebut mengakibatkan: 
a) Biaya pengobatan yang tinggi 
b) Kurangnya waktu kerja dengan frekuensi 
yang lama 
c) Fokus kegiatan mayorita kuratif 
2) PAK yang terdeteksi mengakibatkan: 
a) Terbuangnya waktu kerja akibat mengurus 
pengobatan serta pembayaran kompensasi 
b) Meningkatnya waktu kerja yang hilang  
c) Memperburuk citra perusahaan 





6. Pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK) 
PAK dapat dicegah dengan berbagai upaya. Upaya 
tersebut dapat dimulai dari perencanaan pembuatan 
tempat kerja, pengukuran faktor bahaya, pembuatan 
sistem pengendalian pengaman terhadap potensi bahaya, 
penggunaan sistem pengaman serta alat perlindung diri 
(APD) dan program-program K3 lainnya. Berdasarkan 
pendapat dari organisasi perburuhan international 
(ILO), pencegahan PAK dan kecelakaan kerja dapat 







g. Penelitian teknis 
h. Riset Medik 
i. Penilitian Psikologik 
j. Penelitian secara statistik 
k. Asuransi  
Islam sebagai agama yang setiap ajarannya 
diwahyukan oleh Allah pada umat manusia melalui Nabi 
Muhamad Saw sangat sarat nilai dan bukan hanya 
mengenai satu segi. Namun mengenai berbagai segi dari 
kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di 
dalam al-Qur’an bahwa Islam memiliki aturan yang 
dikenal dengan syariat yang melindungi agama, jiwa, 
keturunan, akal, jasmani serta harta benda. Tiga dari 
keenam hal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal 
memiliki korelasi yang sangat erat dengan kesehatan. 
Maka dari itu, ajaran Islam sangat dekat dengan tuntutan 
mengenai caramemelihara kesehatan. Al-Qur’an 
menjelaskan mengenai urgensi menjaga kesehatan 
termasuk untuk pekerja sehingga terhindar dari penyakit 







































































وا ُ ِّ ّي 
 
َُيغ َٰ َّتَّ ْوٍمَح 
 
نََِبق مِّ
اٍلَ ۦَِمنَو  وِنِه
ُ
 د
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran,dimuka dan di belakang, mereka 
menjaganya atas perintah Allah.Sesungguhnya Allah 
tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.Dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap kaum 
maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali 
tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Ar-
rad:11). 
Ayat di atas memaparkan bahwa Allah tidak akan 
merubah keadaan manusia kecuali mereka mau merubah 
keadaan mereka sendiri. Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa apabila manusia ingin maju dan sukses maka 
manusia harus mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan 
hidupnya. Sama halnya dengan kesehatan, manusia 
berhak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan 
dirinya dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaannya, 
manusia harus tetap berusaha untuk menyelamatkan diri 
dari berbagai bahaya yang mengintai di lingkungan 
sekitarnya terutama di tempat kerjanya. Masalah selamat 
atau tidak, hal itulah yang kemudian menjadi kuasa Allah 
untuk menentukan garis hidup manusia yang dinamakan 
takdir. 
 
7. Tindak Lanjut Kasus Penyakit Akibat Kerja 
Tenaga kerja yang terdiagnosa mengalami penyakit 
akibat kerja yang selanjutnya dilakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Pelaporan 
Penyakit akibat kerja yang dialami pekerja 
merupakan suatu kecelakaan yang harus dilaporkan. 
Pelaporan dapat dilakukan oleh pengusaha atau 
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dokter perusahaan kepada dinas atau instansi 
ketenagakerjaan. 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang Pelaporan Penyakit Akibat Kerja adalah: 
1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transrmigrasi No. Per. 01/Men/1981tentang 
kewajiban melapor Penyakit Akibat Kerja. 
Pasal 2: 
1. “Apabila dalam pemeriksaan kesehatan 
berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 
Per. 02/Men/1980 di temukan penyakit 
akibat kerja yang diderita oleh tenaga kerja, 
pengurus dan badan yang ditunjuk wajib 
melaporkan secara tertulis kepada Kantor 
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan 
Perburuhan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja setempat”. 
2. “Penyakit akibat kerja yang wajib 
dilaporkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana 
ditetapkan dalam lampiran peraturan ini”. 
Pasal 3: 
1. “Laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 
ayat (1) harus dilakukan dalam waktu 
paling lama 2 x 24 jam setelah penyakit 
tersebut dibuat diagnosanya”. 
2. “Bentuk dan tata cara pelaporan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Perburuhan dan 
Periindungan Tenaga Kerja”. 
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2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kpts 
333/Men/1989 tentang mengenai Diagnosa 
dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.  
Pasal 3 ayat (3): 
“Setelah ditegakkan diagnosis penyakit akibat 
kerja oleh dokter pemeriksa maka dokter 
pemeriksa wajib membuat laporan medik”. 
Pasal 4: 
1. “Penyakit akibat kerja yang ditemukan 
sebagaimana dimaksudkan pasal 2 harus 
dilaporkan oleh pengurus tempat kerja yang 
bersangkutan bekerja. Selambat-lambatnya 2 
x 24 jam kepada kepala Kantor Wilayah 
Departemen Tenaga Kerja melalui Kantor 
Departemen Tenaga Kerja setempat”. 
2. “Laporan medik tentang penyakit akibat kerja 
sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan 
oleh pengurus kepada Kantor Departemen 
Tenaga Kerja setempat dalam amplop tertutup 
dan bersifat rahasia untuk dievaluasi oleh 
dokter penasehat sebagaimana dimaksud 
Undang-Undang No. 2 tahun 1951”. 
b. Kompensasi akibat PAK 
Pengusaha wajib mendaftarkan pekerjanya 
dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut 
harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan K3 
yang wajib diberikan oleh pengusaha terhadap 
tenaga kerjanya. Setiap tenaga pekerja yang 
mengalami kecelakaan kerja serta penyakit akibat 
kerja maka akan mendapatkan kompensasi. 
Kompensasi yang didapatkan yaitu jaminan sosial 
tenaga kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
berupa biaya pengobatan, perawatan, rehabilitasi 
dan santunan cacat tetap berupa yang diambil oleh 
pekerja yang bersangkutan atau ahii warisnya.  
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BAB 8  
 
GIZI KERJA DAN 





1. Dasar Hukum 
Penyelenggaraan makanan bagi pekerja serta gizi 
kerja diatur dan dijelaskan dalam: 
a. Undang-undang No. 1 tahun 1970 mengenai 
Keselamatan kerja 
b. PMP No. 7 Tahun 1964 mengenai Syarat Kesehatan, 
Kebersihan dan Penerangan Dalam Tempat Kerja. 
c. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
No. SE.01/Men/1979 mengenai Pengadaan Kantin 
dan Ruang Makan 
d. SE Dirjen Sinwasnaker No. 86 tahun 1989 mengenai 




Adapun beberapa defenisi dari beberapa istilah 
sebagai berikut: 
a. Gizi merupakan kondisi kesehatan seseorang yang 
berhubungan dengan konsumsi makanan sehari-hari  
b. Gizi kerja memiliki pengertian menyediakan serta 
memberikanmasukan zat gizi kepada pekerja 
berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan selama 
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berada di tempat kerja untuk memperoleh tingkat 
kebutuhan serta produktivitas kerja setinggi- 
tingginya. 
c. Penyelenggaraan makanan bagi pekerja merupakan 
rangkaian kegiatan yang dimulai dari penyusunan 
anggaran belanja makanan, perencanaan menu, 
pengadaan atau pembuatan bahan makanan, 
penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, 
persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, 
pengemasan, distribusi dan penyajian makanan bagi 
pekerja. 
3. Gizi Kerja 
Produktivitas tenaga kerja salah satunya sangat 
dipengaruhi oleh asupan gizinya, sehingga sangat perlu 
menjadi perhatian instansi/perusahaan maupun tenaga 
kerja itu sendiri akan kebutuhan gizinya. Pengetahuan 
akan gizi serta kandungan gizi dari makanan dapat dilihat 
sebagai berikut: 
a. Jenis-Jenis Zat Gizi dan Fungsinya 
1) Karbohidrat merupakan zat gizi yang juga berperan 
sebagai sumber tenaga utama. Karbohidrat 
terdapat pada jaringan hewan maupun tumbuhan. 
Bagian tanaman yang mengandung klorofil melalui 
proses fotosintesis dapat membentuk karbohidrat. 
Karbon dioksida yang berasal dari air dan udara 
merupakan bahan baku biosintesis dari 
karbohidrat melalui proses fotosintesis (Sumardjo 
2009).  
Karbohidrat dapat dengan mudah larut di dalam air 
dibandingkan lemak dan protein. Tumbuh-
tumbuhan seperti padi, gandum, jagung, ubi, 
singkong, kentang, sagu dan lain-lain serta hasil 
olahannya memiliki kandungan karbohidrat yang 
tinggi. Karbohidrat memiliki daya cerna yang 
bervariasi. Hal tersebut ditentukan oleh 
kelengkapan molekul yang menyusunnya. 
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Dalam al-Qur’an dijelaskan mengenai makanan 
yang termasuk dalam karbohidrat yaitu pada Surah 









































ة آي   و 
“Suatu tanda (kekuasaan Allah) bagi mereka, tanah 
yang sudah mati, kami menghidupkannya dan kami 
keluarkan biji-bijian dari tanah tersebut, maka dari 
biji- bijian itu mereka makan.” (QS Ya Sin/36:33). 
2) Lemak merupakan zat gizi yang berperan sebagai 
sumber tenaga juga sebagai pelarut vitamin yang 
diperlukan oleh tubuh. Lemak dapat ditemukan 
pada tumbuh- tumbuhan. Lemak oada tumbuhan 
disebut lemak nabati. Sedangkan lemak yang 
berasal dari hewan disebut lemak hewani. Adapun 
hasil olahannya berupa minyak goreng, margarin, 
keju dan mentega. 
Penggunaan minyak yang merupakan lemak dalam 
makanan dibahas dalam al-Qur’an Surah Al-
Mu’minun ayat 20 yang berbunyi: 
ۡهِن َوِصۡبٖغ ل ٓأِۡلِِكِيَ    َوَشَجَرٗة ََتُۡرُج ِمن ُطورِ َسۡيَنآَء تَۢنُبُت بِٱلُّ
“Dan sebatang pohon yang tumbuh dari gunung 
Sinai (zaitun) yang menghasilkan minyak dan 
pembangkit selera (bumbu) bagi mereka yang 
menggunakannya untuk makan.” (QS al-
Mu’minun/23:20). 
 
3) Protein merupakan zat gizi yang berperan sebagai 
pembangun tubuh serta sebagai sumber tenaga. 
Protein dapat ditemukan pada tumbuh-tumbuhan 
disebut protein nabati dan pada hewan yang 
kemudian disebut protein hewani. Protein tersusun 
dari atas 2 golongan, yaitu: 
a) Asam amino esensial, asam amino golongan ini 
sangat dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, 
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manusia sebaiknya mengonsumsi makanan yang 
mengandung asam amino esensial ini setiap 
harinya. 
b) Asam amino non esensial, asam amino golongan 
ini dapat dibentuk tubuh sesuai dengan 
kebutuhannya. 
Jumlah asam amino esensial yang terkandung 
dalam tubuh merupakan indikator dari mutu 
protein. Terdapat 3 macam protein, antara lain: 
a) Protein sempurna adalah protein yang 
mengandung semua asam amino esensial yang 
diperlukan tubuh. Protein sempurna terdapat 
pada bahan makanan yang berasai dari hewan 
seperti daging, susu, ikan, telur, dan hasil 
olahannya. 
b) Protein setengah sempurna, protein ini 
mengandung hanya sebagian asam amino 
esensial yang diperlukan tubuh. Protein jenis ini 
terdapat pada bahan makanan yang berasai dari 
tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, 
biji- bijian serta hasil olahannya. 
c) Protein tidak sempurna merupakan protein yang 
tidak mengandung asam amino esensial. Protein 
ini terdapat pada bahan makanan yang berasal 
dari tumbuh- tumbuhan. 
Dalam al-Qur’an dibahas juga mengenai bahan 
makanan hewani yang berasal dari darat pada al-
































“Allah yang menjadikan hewan-hewan ternak 
untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan 




4) Vitamin merupakan zat yang diperlukan tubuh 
terutama dalam menjalankan fungsi metabolisme. 
Maka dari itu, vitamin harus selalu ada dalam 
makanan yang dikonsumsi setiap hari. Vitamin 
dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan 
dan dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan 
yaitu: 
a) Vitamin larut dalam air namun tidak larut dalam 
lemak. Misalnya: vitamin B komplek dan vitamin 
c. 
b) Vitamin tidak larut dalam air namun larut dalam 
lemak. Misalnya: vitamin A, D, E dan K. 
5) Mineral merupakan zat yang dibutuhkan oleh 
tubuh sebagai pengatur dalam tubuh. Mineral dapat 
berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun 
alam sekitar yang diperlukan tubuh dalam jumlah 
tertentu. 
a) Diperlukan dalam jumlah banyak misalnya: Ca, P, 
Mg, Na, K, Cl, S. 
b) Diperlukan dalam jumlah sedikit tetapi mutlak 
harus ada misalnya: Cu, Co, Mn, Zn dan Y. 
c) Diperlukan dalam jumlah sedikit sekali, 
misalnya: Al, As, dan Br. 
6) Air merupakan salah satu unsur vital bagi tubuh 
dan dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Berat 
badan manusia memiliki kandungan air sekitar 
60%. Maka dari itu, masalah penyediaan air minum 
harus diperhatikan. Air sangat penting untuk 
kehidupan manusia. Hal tersebut digambarkan 





















“Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu 
minum?” (QS. Al-Waqiah: 68). 
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Kalimat yang berbentuk pertanyaan adalah 
peringatan tidak langsung dan secara halus kepada 
umat manusia agar memikirkan kembali fungsi air 
yang dianugerahkan oleh Allah swt. Air dapat 
berfungsi sebagai pelarut zat gizi dalam 
serangkaian proses pencernaan. 
 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi 
1) Ukuran tubuh meliputi tinggi badan dan berat 
badan  
Semakin besar ukuran tubuh manusia maka 
semakin besar pula kebutuhan kalorinya. 
Sebaliknya, semakin kecil ukuran tubuh manusia 
maka semakin rendah pula kebutuhan kalorinya. 
Kebutuhan kalori yang ditemukan oleh ukuran 
tubuh disebut kebutuhan dasar. 
2) Usia  
Usia dinyatakan dalam tahun. Semakin tua umur 
seseorang maka semakin berkurang kebutuhan 
kalori dan zat gizi lainnya. Anak-anak memerlukan 
kalori dengan kuantitas yang relatif lebih besar. Hal 
tersebut dikarenakan kalori menghasilkan tenaga 
serta dibutuhkan untuk pertumbuhan. 
3) Jenis kelamin  
Jenis kelamin dibagi dua yaitu laki-laki dan 
perempuan. Laki-laki membutuhkan kalori serta 
zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan 
perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki 
memiliki otot yang lebih besar dan lebih aktif. 
4) Kondisi tubuh  
Kondisi tubuh yang dimaksud seperti tubuh 
seseorang yang baru sembuh, baru dioperasi, 
sedang hamil serta menyusui membutuhkan gizi 
lebih besar dibandingkan dengan kondisi biasa. 
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5) Iklim dan kondisi lingkungan kerja  
Iklim dan kondisi lingkungan kerja berpengaruh 
terhadap kebutuhan gizi. Tempat kerja yang dingin 
membutuhkan zat gizi yang lebih besar dari tempat 
kerja yang panas. Pada musim hujan dibutuhkan 
kalori lebih besar dibandingkan di musim panas 
karena dibutuhkan tambahan kalori untuk 
mempertahankan suhu tubuh. 
6) Tingkat aktivitas  
Tingkat aktivitas yang dilakukan dikategorikan 
menjadi 3 tingkatan, antara lain: kerja berat, kerja 
sedang serta kerja ringan. Semakin berat tingkat 
aktivitas kerja maka semakin besar kebutuhan 
kalorinya. 
 
4. Penyelenggaraan Makanan Bagi Tenaga Kerja 
Penyelenggaraan makanan di tempat kerja 
memiliki maksud untuk meningkatkan kesadaran 
kesehatan serta gizi pekerja. Hal tersebut dapat 
meningkatkan efisiensi dan produktivtias kerja. 
Penyelenggaraan makanan merupakan semua proses, 
dimulai dari perencanaan anggaran belanja hingga 
makanan yang dikonsumsi pekerja. 
Tubuh manusia membutuhkan makanan seimbang 
yang bias dikonsumsi dan diserapnya, serta 
menggantikan zat-zat yang hilang darinya, 
menghilangkan rasa lapar, untuk kemudian 
menjadikannya kuat bekerja dan beraktivitas, serta 
memperkuat peran imunitas yang ada di dalamnya guna 
melawan virus dan penyakit. Makanan seimbang adalah 
kata lain dari makanan sehat, sebagai bentuk perwujudan 
bagi keseimbangan yang telah diterapkan oleh Allah swt. 
pada segala sesuatu (As-Sayyid 2006). Dalam al-Qur’an 
surah Ar-Rahman/55: 7-9 disebutkan: 
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ْ ِِف  َلَّ َتۡطَغۡوا
َ
َمآَء َرَفَعَها َوَوَضَع ٱلِۡمزَياَن أ ْ ٱلَۡوۡزَن َوٱلسَّ قِيُموا
َ
ٱلِۡمزَياِن َوأ
واْ ٱلِۡمزَيانَ    بِٱۡلقِۡسِط َوََل َُتِِۡسُ
 
 “Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan 
neraca (keadilan). Supaya kalian tidak melampaui batas 
tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu 
dengan adil dan janganlah kalian mengurangi neraca itu.” 
(QS. Al-Rahman/: 7-9). 
 
Oleh karena itu, melalui berbagai penelitian kajian 
mereka, para ahli gizi telah berusaha mengetahui 
berbagai kebutuhan makanan yang dibutuhkan manusia. 
Kemudian mereka membuat dasar-dasar pijakan yang 
jelas dan benar tentang makanan itu sesuai kondisi, 
lingkungan, serta usia seseorang. Al-Qur’an juga 
mengharuskan umat Islam memilih makanan yang halal 
serta thayyib (baik) untuk keperluan konsumsi. Hal 
tersebut tercermin pada al-Qur’an surah Al-Baqarah/2: 
















































“Wahai manusia, Makanlah yang halal lagi baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh 
yang nyata bagimu”. (QS al-Baqarah/2: 168). 
Sementara Islam sendiri telah mengajarkan 
manusia untuk tidak mengharamkan makanan yang baik-







































ن َآم  ِذين 
ه
اَال ه  يُّ
َ
اَأ  ي 
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara 
rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada 
kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 
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hanya kepada-Nya kalian menyembah.” (QS. Al-
Baqarah/2: 172). 
 
Sebagaimana Islam telah menganjurkan mereka 
untuk mengonsumsi makanan dengan tidak berlebih-
lebihan dan tidak juga terlalu kikir sehingga hanya 
mengonsumsi saja dari berbagai makanan yang 
disediakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.: 
 ْۚ بُواْ َوََل تُِۡسِفُٓوا ِ َمۡسِجٖد َوُُكُواْ َوٱۡۡشَ
۞َيَٰبِِنٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُك 
  إِنَُّهۥ ََل ُُيِبُّ ٱلُۡمِۡسِفِيَ 
“Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf/7: 31). 
 
Di sisi lain, ada beberapa agama yang 
mengharamkan memakan daging seperti agama Hindu 
dan Budha. Walaupun tumbuh-tumbuhan mengandung 
unsur-unsur penting seperti mineral, karbohidrat, dan 
vitamin, tapi porsi makanan penting yang digunakan 
untuk mengahsilkan kalori dan pembentukan jaringan, 
jauh lebih banyak dari makanan tumbuh-tumbuhan itu. 
Maka dari itu, manusia harus mengonsumsi makanan 
seimbang seperti hewani dan nabati yang bias 
mendorong sekaligus membantu kerja semua anggota 
tubuh.  
Penyelenggaraan makanan bagi pekerja dapat 
dilaksanakan sendiri oleh perusahaan atau dengan cara 
kerjasama/kontrak dengan perusahaan catering 
pengelola makanan bagi tenaga kerja. Adapun 
persyaratan minimal dalam menyelenggarakan makan 
pekerja antara lain: 
a. Memiliki dapur 
b. Memiliki tenaga gizi 
c. Memiliki tenaga pelaksana 
d. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku 
127 
 
Pemberian makanan bagi tenaga kerja memberikan 
keuntungan baik bagi pekerja maupun perusahaan, 
antara lain: 
a. Meningkatkan serta mempertahankan kemampuan 
kerja 
b. Meningkatkan produktivitas 
c. Meningkatkan derajat kesehatan 
d. Menurunkan absensi 
e. Terciptanya hubungan timbal balik antara pengusaha 
dan pekerja serta antar pekerja 
f. Suasana kerja yang menyenangkan serta 
meningkatkan motivasi dan gairah kerja 
g. Mengatasi kelelahan serta mempersiapkan tenaga 
untuk bekerja kembali 
h. Pengawasan yang relatif lebih mudah 
Dengan adanya penyelenggaraan makanan yang 
dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung akan 
meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja yang 
mendapatkan asupan gizi yang cukup pada saat bekerja 
akan meningkatkan semangat dan gairah dalam bekerja 
sehingga pekerjaan dilakukan dengan maksimal. 
a. Syarat-Syarat Penyelenggaraan Makanan bagi 
Tenaga Kerja 
Peraturan perundangan terkait gizi kerja serta 
penyelenggaraan makan bagi tenaga kerja yaitu: 
1) Peraturan Menteri Perburuhan No.7 tahun 1964 
mengenai Syarat Kesehatan, Kebersihan serta 
Penerangan Dalam Tempat Kerja; 
2) Permennaker No. Per. 03/Men/1982 mengenai 
Pelayanan Kesehatan Kerja; 
3) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No. SE. 01/Men/1979 mengenai 
Pengadaan Kantin dan Ruang Makan; 
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4) Surat Edaran Direktur Jenderal Binawas No. SE. 
86/BW/1989 mengenai Perusahaan Catering 
yang mengelola Makanan bagi Tenaga Kerja. 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri 
Perburuhan No.7 tahun 1964, “kantin, ruang makan 
di tempat kerja dan perusahaan catering pengelola 
makanan bagi tenaga kerja harus memenuhi syarat-
syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan 
dalam tempat kerja”. 
Sesuai Permennakertrans 
No.Per.03/Men/1982 mengenai Pelayanan 
Kesehatan Kerja, diatur tentang tugas pokok 
pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah 
mengenai gizi serta penyelenggaraan makanan di 
tempat kerja. 
b.  Syarat penyelenggaraan makanan di tempat kerja 
berdasarkan pasal 8 PMP No.7 tahun 1964: 
1) “Dapur, kamar makan serta alat keperluan 
makan harus selalu bersih dan rapi” 
2) “Dapur dan kamar makan tidak boleh 
berhubungan langsung dengan tempat kerja” 
3) “Menu makanan yang disediakan harus 
memenuhi syarat-syarat kesehatan” 
4) “Pegawai penjamah makanan dan minuman 
harus bebas penyakit menular dan harus selalu 
menjaga kebersihan badannya” 
5) “Majikan harus menyediakan pakaian/schort 
dan tutup kepala yang bersih bagi pegawai 
penjamah makanan untuk dipakai waktu 
melayani makanan” 
6) “Pegawai penjamah makanan harus mendapat 
didikan kebersihan dan kesehatan” 
7) “Pegawai penjamah makanan sebelum bekerja 
harus diperiksa kesehatan badannya disertai 
pemeriksaan rontgen paru-paru” 
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8) “Pemeriksaan kesehatan berkala sekali/tahun” 
9) “Pegawai penjamah makanan tidak boleh 
melayani makanan selama menderita suatu 
penyakit sampai dinyatakan sehat kembali oleh 
dokter” 
c. Persyaratan pekerja dalam penyelenggaraan makan 
bagi pekerja(food handler) 
Semua pegawai yang mengerjakan dan 
melayani makanan dan minuman bagi pekerja harus: 
1) Terbebas dari penyakit menular (seperti TBC, 
tifus, cacingan) dan harus selalu menjaga 
kebersihan badannya; 
2) Tersedianya pakaian (schort) dan tutup kepala 
untuk digunakan sewaktu melayani makanan; 
3) Mendapatkan pelatihan tentang kebersihan dan 
kesehatan terutama yang berkaitan dengan 
penyelengaraan makan bagi tenaga kerja; 
4) Memeriksakan kesehatan badan sebelum 
bekerja minimal satu tahun sekali disertai 
dengan pemeriksaan rontgent paru-paru dan 
dinyatakan dengan surat keterangan dokter; 
5) Tidak memberikan makanan selama menderita 
suatu penyakit sampai dinyatakan oleh dokter 
bahwa pekerja sudah pulih kembali (khususnya 
infeksi pada kulit, mata, telinga, hidung serta 
tenggorokan).  
Selain syarat di atas, petugas pengelola 
makanan sebagai pekerja sebaiknya: 
1) Mendapatkan peluang mengikuti pelatihan 
mengenai cara penggunaan alat pemadam api 
ringan (APAR); 
2) Tidak memiliki kebiasaan buruk yang kurang 
sehat dalam bekerja. Kebiasaan buruk yang 
dimaksud yaitu bicara ketika menyediakan 
130 
 
makanan, bersin/batuk tanpa menutup dengan 
tangan sehingga makanan terkontaminasi 
droplet dari batuk/bersin, menggaruk bagian 
tubuh tertentu, merokok, dan lain sebagainya; 
3) Menghindari penggunaan perhiasan selama 
mengolah makanan; 
4) Disiplin dalam penggunaan alat pelindung 
(pakaian kerja, celemek, sarung tangan, 
masker, tutup kepala, dan topi); 
5) Melapor kepada supervisor sesegera mungkin 
jika pekerja mengalami muntah dan diare di 
tempat kerja, di rumah atau di tempat lain serta 
menderita infeksi. 
 
d. Ketentuan pengadaan kantin dan ruang makan 
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No. SE. 01/Men/1979 mengenai 
Pengadaan Kantin dan Ruang Makan, menyatakan: 
1) “Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh 
antara 50 sampai 200 orang supaya 
menyediakan ruang tempat makan di 
perusahaan yang bersangkutan.” 
2) “Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh 
lebih dari 200 orang supaya menyediakan kantin 
di perusahaan yang bersangkutan.” 
e. Ketentuan dapur dan ruang makan  
Agar dapur dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya, maka beberapahal perlu mendapat 
perhatian seperti: 
1) Letak dapur diusahakan tidak terlalu jauh dari 
ruang makan serta tidak berhubungan langsung 
dengan tempat kerja. 




3) Kondisi dapur dan ruang makan sebaiknya 
mudah dibersihkan, memiliki penerangan cukup, 
ventilasi memadai, tidak menyebarkan 
panas/bau/uap, lantai tidak licin, luas ruangan 
cukup serta bebas dari serangga dan binatang 
pengerat. 
f. Syarat Perusahaan Catering yang bertugas mengelola 
Makanan bagi Tenaga Kerja Sesuai Surat Edaran 
Direktur Jenderal Binawas No. SE. 86/BW/1989 
harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain: 
1) “Setiap perusahaan catering yang mengelola 
makanan pada perusahaan- perusahaan harus 
terlebih dahuiu mendapatkan rekomendasi dari 
Depnaker.” 
2) “Rekomendasi diberikan berdasarkan 
persyaratan-persyaratan kesehatan, higiene dan 
sanitasi.” 
3) “Setiap Kantor Departemen Tenaga Kerja agar 
melaksanakan pembinaan/penataran kepada 
perusahaan-perusahaan catering yang 
beroperasi di daerahnya, khususnya mengenai 






BAB 9  
 
PERTOLONGAN PERTAMA PADA 





1. Dasar Hukum 
Pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 
(P3K) di tempat kerja telah diatur dalam ketentuan-
ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam rangka 
penanggulangan kecelakaan termasuk sakit di tempat 
kerja dengan pelaksanaan P3K, yaitu: 
a. Undang-undang No. 1 tahun 1970; 
Di dalam Pasal 3 diatur mengenai syarat-syarat 
Keselamatan Kerja untuk memberikan P3K. Begitu 
juga di dalam Pasal 9 ayat (3) diatur mengenai 
kewajiban pengurus untuk membina tenaga kerja 
dalam pemberian P3K 
b. Permennakertrans No.Per.03/Men/1982: 
Di dalam pasal 2 yang mengatur tentang tugas pokok 
pelayanan kesehatan kerja, dimana salah satu 
tugasnya adalah dalam pelaksanaan P3K dan 
pendidikan petugas P3K. 
c. Undang-undang No. 3 tahun 1969: 
Pada pasal 19 mengatur tentang Kewajiban setiap 
badan/lembaga atau Dinas pemberi jasa, atau 
bagiannya yang tunduk kepada konvensi ini dengan 




1) “Menyediakan apotik atau pos P3K sendiri atau” 
2) “Memelihara apotik atau pos P3K bersama-sama 
dengan badan, membaca atau kantor pemberi jasa 
atau bagiannya” 
3) “Mempunyai satu atau lebih lemari, kotak atau 
perlengkapan P3K”  
d. Permennakertrans No. Per. 15/Men/VIII/2008 tetang 
Pertolongan pertama Pada Kecelakaan di Tempat 
Kerja 
Di dalam Peraturan Menteri ini berisi ketentuan 
umum yaitu: 
1) “Pengusaha wajib menyediakan petugas dan 
fasilitas P3K di tempat kerja” 
2) “Pengurus wajib meiaksanakan P3K di tempat 
kerja” 
Persyaratan petugas dan fasilitas diatur dalam pasal-
pasal peraturan menteri ini. 
2. Definisi 
a. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di lingkungan 
kerja yang dinamakan P3K di tempat kerja merupakan 
upaya pemberian pertolongan pertama secara cepat 
dan tepat kepada tenaga kerja dan atau orang lain yang 
berada di tempat kerja, yang mengalami sakit/cedera 
di tempat kerja. 
b. Petugas P3K di tempat kerja merupakan tenaga kerja 
yang ditunjuk oleh pengurus/pengusaha serta 
diberikan tugas tambahan dalam melaksanakan P3K 
di tempat kerja. 
c. Fasilitas P3K mencakup keseluruhan peralatan, 
perlengkapan serta bahan yang digunakan dalam 





3. Maksud dan Tujuan 
Pertolongan pertama dilakukan dengan tujuan 
memberikan perawatan darurat pada pekerja yang 
menjadi korban kecelakaan kerja. Pertolongan pertama 
dilakukan sebelum pertolongan yang bersifat 
komprehensif dan dilakukan oleh dokter atau petugas 
kesehatan lainnya. 
Adapun tujuan pemberian Pertolongan Pertama 
pada Kecelakaan (P3K), yaitu: 
a. Nyawa korban dapat terselamatkan  
b. Penderitaan korban dapat berkurang  
c. Cedera/penyakit dicegah agar tidak menjadi lebih 
parah 
d. Daya tahan korban dipertahankan 
e. Pertolongan yang lebih lanjut diupayakan 
Berdasarkan perspektif Islam, nilai nyawa sangat 
tinggi. Nyawa manusia tidak boleh dihilangkan tanpa 
alasan yang jelas. Tidak peduli nyawa umat muslim 
ataupun yang beragama selain Islam. Oleh karena itu, 
menyelamatkan nyawa seorang manusia merupakan 
sebuah kebaikan yang luar biasa. Keutamaan 
menyelamatkan nyawa seorang manusia tercermin 
dalam al-Qur’an Surah al-Ma’idah ayat 32 yang berbunyi: 
َ ِ



























































































































ا  ج 
“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 
Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang 
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang 
lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia 
seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya.Dan 
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sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul 
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu 
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 
kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-Ma’idah/5: 32). 
Selain ayat tersebut, dalam sebuah hadis juga 
dijelaskan bagaimana Allah swt. menyukai orang yang 
salaing membantu satu sama lain. Allah swt. tidak akan 
mengecewakan hambanya. Sehingga orang yang 
membantu ataupun memudahkan kesulitan orang lain 
akan dibalas Allah dengan dimudahkan segala 
urusannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: 
“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan 
seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan 
darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang 
siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, 
pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di 
akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya 
selama hamba Nya itu suka menolong 
saudaranya”(HR. Muslim). 
 
4. Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat 
Kerja 
Dalam rangka pelaksanaan P3K di tempat kerja, 
Petugas P3K harus ditunjuk dengan memperhatikan 
jumlah, seleksi, pelatihan/training dan tanggung jawab 
personil/petugas. 
a. Jumlah petugas/personil yang dibutuhkan  
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
menentukan jumlah person atau petugas P3K adalah 
Rasio jumlah petuga P3K dengan jumlah TK, potensi 
bahaya di perusahaan dan adanya pekerjaan yang 




Sebagai pedoman, rasio jumlah petugas P3K 
dengan jumlah pekerja berdasarkan faktor risiko di 
tempat kerja adalah sebagai berikut: 
Tabel 5. Rasio Jumlah Petugas P3K di Tempat Kerja dengan 











1 untuk setiap 150 
orang 








1 untuk setiap 100 
orang  
(2 untuk 200 orang, 
dst) 
 
Apabila lokasi kerja dengan unit kerja memiliki 
jarak sekitar 500 Meter atau lebih, maka setiap unit 
kerja harus memiliki Petugas P3K di tempat kerja sesuai 
jumlah pekerja dan tingkat faktor risiko di tempat kerja. 
Apabila tempat kerja pada lantai yang berbeda di 
gedung bertingkat, setiap unit kerja harus terdapat 
Petugas P3K di tempat kerja sesuai jumlah pekerja dan 
faktor risiko di tempat kerja. Apabila tempat kerja 
dengan jadwal kerja shift, maka masing-masing unit 
kerja tiap shift harus terdapat Petugas P3K di tempat 
kerja sesuai jumlah pekerja dan tingkat faktor risiko di 
tempat kerja 
Pada suatu tempat kerja, apabila terdapat pekerja 
yang bersama-sama bekerja bersama pekerja lain yang 
pengusahanya berbeda, seperti kontruksi, maka 
mereka dapat membuat perjanjian dimana salah satu 
dari mereka dapat menggunakan fasilitas yang ada serta 
obat-obat dari yang lain. Perjanjian tersebut sebaiknya 
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ditulis dan salinannya dimiliki oleh semua pihak yang 
bersangkutan. Pimpinan perusahaan harus memasang 
pemberitahuan pada tempat yang mudah terlihat 
tentang nama dan lokasi petugas P3K. 
b. Seleksi/Pemilihan 
Pengusaha harus mengadakan seleksi atau 
pemilihan petugas P3K yang cakap untuk dilatih 
P3K.Pengusaha harus selektif dalam memilih untuk 
diiunjuk sebagai petugas P3K di tempat kerja. 
Penunjukan Petugas P3K di tempat kerja harus 
memiliki kapabilitas ditandai dengan pemenuhan 
berbagai syarat antara lain: 
1) Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan 
2) Berbadan sehat 
3) Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K 
4) Memiliki pengetahuan dan keterampilan 
melaksanakan P3K di tempat kerja yang 
dibuktikan dengan sertifikat pembinaan P3K di 
tempat kerja. 
c. Latihan/Training 
Seseorang dikatakan terlatih bila dia sudah selesai 
mengikuti kursus/ latihan yang dilakukan oleh pelatih 
dan atau lembaga pelatihan yang memenuhi kualifikasi 
dan kompetensi. Materi pelatihan P3K minimal 
meliputi: 
1) Peraturan Perundangan P3K di Tempat Kerja 
dan Dasar-Dasar Kesehatan Kerja 
2) Dasar-dasar P3K di tempat kerja 
3) Anatomi dan Fisiologi Manusia 
4) Bahaya dan Penancanan Terhadap Kejang, 
Pajanan Suhu Lingkungan, dan Bahan Kimia. 
5) Gangguan Lokal (Luka, Perdarahan, Luka Bakar, 
Patah Tulang) dan Praktek 
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6) Evakuasi Korban dan Praktek 
7) P3K Keadaan Tertentu (di Ruang 
Terbatas/Confined Space dan Cedera Akibat 
Sengatan Listrik) 
8) Gangguan umum (kesadaran, pernafasan, 
peredaran darah ) dan praktek  
9) Resusilasi Jantung Paru dan praktek 
d. Tugas dan tanggung jawab Petugas P3K 
Petugas P3K di tempat kerja mempunyai tugas 
dan tanggung jawab: 
1) Melaksanakan tindakan P3K setiap terjadi 
kecelakaan di tempat kerja. 
2) Merawat fasilitas P3K yang tersedia di tempat 
kerja 
3) Mencatat seluruh kegiatan P3K yang dilakukan 
di tempat kerja 
4) Melaporkan kegiatan P3K di tempat kerja 
5. Fasilitas P3K di Tempat Kerja 
P3K memiliki beberapa fasilitas. Adapun fasilitas 
P3K di tempat kerja meliputi ruang P3K, kotak P3K dan 
isi dan alat evakuasi dan alat transportasi. 
a. Ruang P3K 
Tempat kerja dengan tenaga kerja 100 orang 
atau lebih, atau tenaga kerja kurang dari 100 namun 
memiliki potensi bahaya tinggi wajib memiliki ruang 
P3K di tempat kerja. 
Hal-hal yang perlu diperhataikan dalam 
penyediaan Ruang P3K, yaitu: 
1) Lokasi Ruang P3K, harus mempertimbangkan 
faktor-faktor berikut: 




b) Lokasi P3K berdekatan dengan jalan keluar 
c) P3K ditempatkan di lokasi yang mudah 
dijangkau dari lokasi kerja 
d) P3K terletak dekat dengan lokasi parkir 
kendaraan 
2) Luas ruang P3K paling tidak cukup untuk 
menampung satu tempat tidur pasien serta tetap 
ada ruang sebagai ruang gerak bagi seorang 
petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K 
lainnya 
3) Ruang P3K harus bersih dan terang, ventilasi 
yang baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup 
lebar untuk memindahkan korban 
4) Ruang P3K diberi tanda yang jelas dengan papan 
nama yang jelas dan mudah dilihat 
5) Ruang P3K sekurang-kurangnya dilengkapi 
dengan: 
a) Wastafel dengan air mengalir  
b) Kertas tisue/ lap 
c) Usungan/ tandu 
d) Bidai/spalk  
e) Termometer/alat pengukur suhu badan 
f) Kotak P3K beserta isinya 
g) Tempat tidur beserta bantal dan seilmut 
h) Tempat penyimpanan beberapa 
peralatan,seperti tandu dan kursi roda 
sabun dan sikat pakaian bersih untuk 
penolong  
i) Tempat sampah  





b. Kotak P3K 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengadaan Kotak P3K adalah sebagai berikut: 
1) Rancangan kotak P3K terbuat dari bahan yang 
kuat, mudah dipindahkan dan diberi label P3K. 
2) Berwarna dasar putih dengan label P3K 
berwarna merah. 
3) Ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat 
dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, 
cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan 
digunakan. 
4) Isi kotak P3K 
Isi kotak P3K sebagai berikut: 
 




















20 40 40 
2. 
Perban (lebar 5 
cm) 
2 4 6 
3. 
Perban (lebar 10 
cm) 




2 4 6 
5. Plaster Cepat 10 15 20 























8. Gunting 1 i 1 
9. Peniti 12 12 12 
10. Sarung tangan 
sekall pakai 
(pasangan) 
2 3 4 
11. Masker 2 4 6 
12. Pinset i i 1 
13. Lampu senter 1 1 1 
14. 
Gelas untuk cuci 
mata 




1 2 7 
16. 
Aquades (100 ml 
larutan Saline) 




1 1 1 
18. Alkohol 70% 1 1 1 
19. 
Buku panduan 
P3K di tempat 
kerja 
1 1 1 
20. Buku catatan 1 1 1 
21. Daftar isi kotak 1 1 1 
 
5) Kotak P3K tidak boleh diisi bahan atau alat selain 
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di 
tempat kerja 
6) Penempatan kotak P3K harus memenuhi 
ketentuan: 
a) Jumlah dan tipe kotak P3K disesuaikan 
dengan jumlah pekerja, jumlah unit kerja 
serta tata letak / layout  
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Tabel 7. Jumlah dan Tipe Kotak P3K 
Jumlah Pekerja Tipe Kotak 




A 1 kotak A 
26 s.d 50 
pekerja 
B/A 
1 kotak 3 atau 2 kotak 
A 
51 s.d 100 
pekerja 
C/B/A 
1 kotak C atau 2 kotak 
3 atau Kotak A atau 1 




1 kotak C atau 2 kotak B 
atau 4 kotak A atau 1 
kotak 3 dan 2 kotak A 
Catatan: 
 1 kotak B setara dengan 2 kotak A 
 1 kotak C setara dengan 2 kotak B 
 
b) Apabila tempat kerja dengan unit kerja 
berjarak 500 meter atau iebih masing-
masing unit kerja harus menyediakan kotak 
P3K sesuai'jumlah tenaga kerja. 
c) Apabila tempat kerja pada lantai yang 
berbeda di gedung bertingkat maka masing-
masing unit kerja harus menyediakan kotak 










Gambar 21. Kotak P3K 
Sumber: (Pusdiklat K3 2008) 
d) Tandu  
Tandu merupakan alat untuk 
memindahkan korban ke tempat yang aman 
atau rujukan. 
e) Mobil Ambulance 
Mobil ambulance atau kendaraan yang 
dapat digunakan untuk pengangkutan korban. 
f) Fasilitas P3K tambahan 
Bagi tempat kerja yang memiliki potensi 
bahaya khusus harus menyediakan fasilitas 
P3K tambahan meliputi alat pelindung diri 
dan/atau peralatan khusus. Alat Pelindung Diri 
digunakan sesuai dengan faktor risiko yang ada 
di tempat kerja serta diperlukan untuk 
melakukan pertolongan. Peralatan khusus 
meliputi safetyshower dan eyes shower yang 
diperlukan untuk melakukan pertolongan 
apabila korban terpajan oleh bahan kimia, atau 
peralatan lain sesuai dengan potensi bahaya 







BAB 10  
 
PENCEGAHAN PENYAKIT DI 





1. Program Pencegahan Dan Penanggulangan HIV-AIDS di 
Tempat Kerja. 
Menurut pandangan Islam, sakit adalah musibah 
yang dapat menimpa siapa saja. Baik orang saleh, 
berakhlak mulia ataupun tidak. Hal tersebut 
menandakan, manusia yang terkena penyakit belum 
tentu merupakan manusia yang memiliki banyak 
perbuatan dosa tapi bisa saja karena akibat dari 
perbuatan orang lain. Penyakit seperti HIV-Aids, Tb paru 
dan lain-lain yang mungkin diperoleh di tempat kerja 
juga memiliki konsep yang sama bahwa penyakit 
tersebut bisa menimpa siapa saja yang Allah kehendaki. 
















































ات  و 
“Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus 
menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. 
Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya” (QS 
Al-Anfal/8: 25) 
Pada hakekatnya, ajaran Islam sangat erat dengan 
tuntunan agar umat muslim memiliki pola hidup sehat 
secara jasmani dan rohani. Islam mengajarkan untuk 
menghindari penyakit dan berobat apabilasakit, bersabar 
serta banyak beristighfar apabila mendapat musibah, 
pantang berputus asa, serta untuk merawat dan 
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memperlakukan orang yang sakit dengan baik.Apabila 
sedang tertimpa musibah, termasuk jika sedang sakit, 
kita perintahkan untuk banyak bersabar sambil 
berikhtiar/berobat. Dalam al-Qur’an Surah Luqman/ 













ك اب  ص 
َ








“… dan bersabaralah atas apa yang menimpa kamu, 
sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah).” (QS Luqman/31: 17). 
Salah satu penyakit yang dapat diderita pekerja 
adalah HIV-AIDS.Program pencegahan dan 
penanggulangan HIV dsn AIDS merupakan upaya agar 
seiuruh pelaku di tempat kerja baik pengusaha, 
serikatpekerja/serikat buruh dan seiuruh tenaga kerja 
yang didukung oleh personil K3 dapat mengetahui dan 
nemahami tentang HIV dan AIDS dan capat 
melaksanakan program pencegahan dan 
penanggulangan di tempat kerja. 
Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di 
tempat kerja telah diatur di dalam Kepmennakertrans 
No. Kep. 68/Mer./IV/2004 mengenai Pencegahan dan 
Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. 
a. Pengetahuan Dasar HIV - AIDS dan Dampaknya di 
Dunia Kerja 
Masalah HIV-AIDS merupakan salah satu 
tantangan terbesar bagi pembangunan dan 
perkembangan di berbagai negara. Di Indonesia, 
masalah HIV- AIDS lebih dari sekedar 
menyengsarakan individu dan keluarga, tetapi juga 
menghancurkan tiang-tiang bangunan sosial dan 
ekonomi masyarakat pada umumnya. HIV-AIDS juga 
tetapi juga telah menjadi ancaman serius di tempat 
kerja karena mempengaruhi kinerja lapisan 
masyarakat yang produktif, mengurangi tingkat 
pendapatan, memicu biaya tinggi bagi perusahaan di 
seiuruh sektor. Hal-hal tersebut dapat dilihat melaiui 
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kemerosotan produktivitas, melonjaknya ongkos 
buruh, dan hilangnya keahlian dan keirampilan SDM 
dan pengalaman yang telah terbangun. 
Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) 
pertama kali ditemukan pada tahun 1983 oleh Dr. 
Luc Montagnier dari institut Pasteur Francis. Namun 
diperkirakan pada akhir tahun 1970 virus ini sudah 
berkembang dan meluas di daerah Sub Sahara Afrika. 
HIV adalah virus yang sangat lemah dan mudah mati 
di luar tubuh manusia. 
b. Perjalanan Infeksi HIV 
Apabila HIV memasuki tubuh seseorang, rnaka 
tubuh akan terinfeksi terutama dalam sel Limfosit T-
CD4 dan makrofag. HIV mempengaruhi sistem 
kekebalan tubuh dengan menghasilkan antibodi khas 
untuk HIV. Masa antara masuknya virus sampai 
terbentuknya antibodi tersebut disebut window 
periode yang diperkirakan 0 bulan - 3 bulan yang 
belum terdeteksi pada pemeriksaan laboratorium. 
Selama window periode atau periode jendela 
tersebut, seseorang dengan HIV sangat infeksius, 
sangat mudah menularkan kepada orang lair, 
meskipun hasil pemeriksaan laboratoriumnya 
negatif. Orang yang terinfeksi HIV (HIV +) sering 
tidak memberikan gejala dan tanda untuk jangka 
waktu cukup lama bahkan sampai 10 tahun atau 
lebih. Jangka waktu HIV positif ini bervariasi pada 
setiap orang, dimana virus bereplikasi dengan sangat 
cepat dan diikuti oleh perusakan Limfosit T-CD4 dan 
sel kekebalan lainnya sehingga terjadi sindroma 
penurunan daya tahan tubuh yang progresif yang 
merupakan awal proses terjadinya AIDS 
(AcquiredImmune Deficiency Syndrome). Orang 
dengan AIDS akan memiliki gejala: 
1) Demam 
2) Penurunan berat badan secara drastis 
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3) Pembengkakan kelenjar getah bening 
4) Bercak-bercak putih di rongga mulut batuk dan 
sesak napas 
5) Diare berkepanjangan  
6) Hilangnya nafsu makan 
7) Gangguan pada susunan saraf berupa lamban 
berpikir, peiupa, pusing, sakit kepala, kejang, 
libido menunun, dan lain sebagainya 
Proses selanjutnya akan bermunculan infeksi 
oportunistik seperti infeksi jamur, infeksi saluran 
napas termasuk TBC, infeksi saluran cerna, dan lain 
sebagainya. Infeksi-infeksi tersebut merupakan 
penyakit umum yang biasanya memperberat ODHA 
(Orang Dengan HIV & AIDS) akibat sangat 
menurunnya daya tahan/kekebalan tubuh. Pada 
tahap ini seseorang hanya dapat bertahan hidup 
paling lama 2 (dua) tahun. 
c. Cara Penularan HIV & AIDS 
Penularan HIV terjadi melalui beberapa cara, 
yaitu: 
1) Penularan secara seksual 
Melalui hubungan seksual baik secara 
hoteroseksual maupun homoseksual adalah cara 
paling dominan dan semua cara penularan dapat 
terjadi selama senggama antara laki-iaki dengan 
perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki. 
Senggama berarti kontak seksual antara dua 
individu. Risiko tertinggi adalah penetrasi 
vaginal yang tak terlindung dari individu yang 
terinfeksi HIV. Kontak seksual langsung (mulut 
ke penis atau mulut ke vagina) masuk dalam 
kategori risiko rendah tertular HIV. Risiko 
tertular akan meningkat bila terdapat luka dalam 
mulut, perdarahan gusi dan atau penyakit gigi 
mulut atau pada alat kelamin (genital). 
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2) Pajanan darah terinfeksi, produk darah atau 
transpiantasi organ dan jaringan 
Penularan melalui darah dapat terjadi jika 
darah donor tidak diuji saring untuk antibodi 
HIV. Penggunaan ulang jarum dan spuit suntikan, 
aiat medik lainnya yang terkontaminasi HIV 
dapat terjadi di tempat layanan kesehatan 
seperti rumah sakit, poliklinik, pengobatan 
tradisional melalui alat tajam/ jarum, juga pada 
Injection Drug Users (IDU). Pajanan HIV pada 
organ dapat terjadi dalam proses transpiantasi 
jaringan/ organ di tempat layanan kesehatan. 
3) Penularan dari ibu ke anak 
HIV dapat ditularkan melalui seorang ibu 
yang terinfeksi HIV kepada janin yang dikandung 
atau diiahirkan. Selama kehamilan virus dapat 
masuk melalui aliran darah dari plasenta, pada 
persalinan darah ibu atau air ketuban dapat 
terminum oleh bayi. Penularan dari ibu ke bayi 
juga bisa terjadi melalui Air Susu Ibu (ASI). Ibu 
yang positif HIV jika menyusui bayinya maka 
bayi dapat terinfeksi melalui ASI. 
d. HIV - AIDS dan Ketenagakerjaan 
International Labour Organization (ILO) 
memperkirakan bahwa paling sedikit 25 juta 
pekerja/ buruh berumur 15-49 tahun yang 
merupakan kelompok angkatan kerja yang paling 
produktif telah terinfeksi HIV & AIDS. Kelompok 
angkatan kerja produktif adalah kelompok kerja 
yang rentan tertuiar HIV & AIDS disebabkan karena: 
1) Usia produktif merupakan usia dimana secara 
hormonal merupakan periode active sexually 
2) Banyak pekerja dalam usia produktif tersebut 
merupakan migrant workers yang menjadi 




3) Maraknya bisnis-bisnis hiburan yang timbul di 
sekitar industri/pabrik tempat kerja 
4) Seks merupakan salah satu kegiatan refreshing 
dari pekerja setelah melakukan aktivitas 
pekerjaan di tempat kerja 
5) Informasi dan sosialisasi tentang infeksi menular 
seksual yang sangat minim sehingga pekerja 
tidak memiliki pengetahuan tentang IMS sebagai 
pintu masuk HIV & AIDS 
6) Adanya fenomena 3 M (Man, Mobile, Money) 
dimana pekerja laki-laki yang memiliki 
pekerjaan dengan mobilitas tinggi dan 
mempunyai uang sangat rentan untuk 
melakukan perilaku berisiko 
Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dilihat 
bahwa sektor ketenagakerjaan sangat rentan 
terhadap penularan HIV- AIDS. Oleh karena itu 
sangat diperlukan program pencegahan dan 
penanggulangan HIV- AIDS di sektor 
ketenagakerjaan dengan alasan: 
1) Lebih dari 85% kasus pada kelompok usia 
produktif (tulang punggung pembangunan dan 
bisnis) 
2) Tempat kerja adalah tempat strategis untuk 
melakukan intervensi, untuk menjangkau usia 
kerja 
3) Epidemi AIDS berdampak terhadap dunia bisnis 
(produktivitas dan biaya tenaga kerja) 
4) Banyak pekerja yang bekerja dengan situasi dan 
pola kerja yang berisiko tinggi terhadap 
terjangkitnya HIV/AIDS 
5) Banyak pekerja terinfeksi HIV dalam pekerjaan 




6) Peraturan perundangan yang HIV/AIDS masih 
rendah sehingga minembulkan tindak dan sikap 
stigma dan diskriminasi (mengancam prinsip 
dasar dan hak bekerja dan mengurangi upaya 
untuk mencegah dan perawatan) 
Peraturan Perundangan yang terkait dengan 
program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS 
di tempat kerja adalah: 
1) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja 
Syarat-syarat keselamatan kerja sesuai 
dengan Bab III pasal 3 huruf c dalam peraturan 
perundangan ini menyatakan bahwa 
pencegahan dan penanggulangan terhadap 
timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik 
maupun psikis, peracunan, infeksi dan 
penularan. Ini menunjukkan bahwa HIV - AIDS 
yang merupakan penyakit infeksi menular wajib 
dicegah dan dikendalikan sebagai salah satu 
perlindungan tenaga kerja yang terintegrasi 
dalam program K3. 
2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
Di dalam undang-undang ini pada pasal 86 
mengatur hak pekerja/buruh untuk 
memperoleh perlindungan atas Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja. Untuk melindungi 
keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
prcduktivitas kerja yang optimal 
diselenggarakan upaya keselamatan dan 
kesehatan kerja diantaranya program 
pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS di 
Tempat Kerja. 
3) Kepmennakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004 
mengenai Pencegahan dan Penanggulangan 
HIV/AIDS di Tempat Kerja 
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Kepmennakertrans ini mengatur tentang 
kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan 
dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, 
baik kepada pengusaha, pekerja dan pemerintah. 
Selain itu mengatur mengenai tes HIV dan 
pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh.  
4) Keputusan Dirjen PPK No. 20/DJPPK/VI/2005 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di 
Tempat Kerja 
Keputusan ini bertujuan sebagai Pedoman Bagi 
pengusaha. Pekerja/Buruh Dalam Pelaksanaan 
Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di 
Tempat Kerja melalui Program K3. 
Adapun dampak penyebaran HIV & AIDS 
terhadap dunia kerja yaitu: 
a) Menurunnya produktifitas yang teriihat 
dengan meningkatnya absensi kerja, 
tingginya absensi kerja dan berkurangnya 
pekerja/ buruh yang berpengalaman. 
b) Munculnya konflik di tempat kerja yang 
menurunkan moral pekerja/ buruh. 
c) Stigma serta diskriminasi pada pekerja/ 
buruh dengan HIV & AIDS. 
d) Meningkatnya pengeluaran untuk biaya 
perawatan kesehatan dan pengobatan, 
jaminan asuransi, biaya hidup, penguburan 
dan pensiun dini. 
e) Waktu yang terbuang untuk merekrut dan 
melatih karyawan pengganti hingga 
mencapai kompetensi yang diperlukan. 
5) Keputusan Dirjen PPK No. Kep. 44/PPK/VlIl/ 
2012 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan 
Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-
AIDS di tempat kerja. 
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e. Konseling dan Testing HIV Sukarela 
Kaidah ILO menekankan bahwa perawatan dan 
dukungan yang menyeluruh meliputi jangkauan 
layanan yang luas untuk memenuhi kebutuhan 
pekerja dengan HIV - AIDS akan perawatan, 
dukungan material, psikosial dan perlindungan 
terhadap stigma dan diskriminasi antara lain adalah 
layanan konseling dan tes HIV secara sukarela. 
Pendekatan layanan VCT yang baik harus 
memenuhi syarat minimal sebagai berikut: 
1) Informed Consent (persetujuan tertulis) 
2) Kerahasiaan (anonymous) 
3) Penyuluhan Hukum untuk mencegah 
diskriminasi dan stigmatisasi 
4) Jaminan mutu (Quality Assurance and Quality 
Control) 
Konseling merupakan bagian pokok dari 
program perawatan dan dukungan bagi pekerja 
dengan HIV dan AIDS. Pihak pengusaha dan pekerja/ 
buruh harus dimotivasi untuk melakukan 
pendekatan proaktif terhadap kebutuhan konseling. 
Pelayanan konseling harus dilaksanakan secara 
profesional dan dapat diakses oleh pekerja. 
Konseling juga bertujuan memberikan informasi 
tentang fasilitas pelayanan kesehatan dan kelompok 
dukungan di luar tempat kerja. 
Tujuan umum konseling adalah: 
1) Menyediakan dukungan psikologis yang 
berkaitan dengan kestabilan emosi, psikologi, 
social, dan spiritual. 
2) Menyediakan informasi tentang perilaku 
berisiko seperti seks yang tidak aman atau 
penggunaan jarum sunti bersama. 
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3) Menjamin efektifitas rujukan kesehatan, 
pengobatan dan perawatan. 
Sedangkan proses konseling sendiri terdiri 
dari konseling pra-tes dan konseling pasca-tes. 
BerdasarkanKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No.Kep.63 Tahun 2004 tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di 
tempat Kerja, dinyatakan bahwa pekerja/ buruh 
berhak atas kebebasan pribadi dalam konteks HIV & 
AIDS, yaitu terdapat hak untuk tidak mau mengikuti 
tes HIV yang sifatnya wajib. 
Keputusan untuk tes dapat didasarkan atas 
berbagai pertimbangan, dimana tes sukareia harus 
dilakukan mutlak bersifat rahasia dan disertai 
konseling profesional. Tes ini merupakan komponen 
penting dari strategi menyeluruh untuk 
menanggulangi HIV dan AIDS, sebab setelah orang 
mengetahui status HIV nya, orang tersebut dapat 
dibantu untuk melakukan perubahan perilaku dari 
berisiko menjadi tidak berisiko. Adapun tes HIV 
tersedia bermacam-macam tes antibodi yaitu: ELISA 
Test, Western Blot Test dan Rapid Test. 
f. Penghargaam program Pencegahan dan 
Penanggulangan HIV dan AIDS (P2 - HIV dan AIDS) di 
Tempat Kerja 
Penghargaan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan HIV dan AIDS (P2- HIV dan AIDS) di 
tempat kerja merupakan salah satu bentuk program 
Keseiamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang 
bertujuan untuk melindungi pekerja dari HIV dan 
AIDS. Sesuai dengan Kepmenakertrans No. 68 Tahun 
2004, pengusaha wajib melaksanakan program 
pencegahan dan penanggulangan HIVdan AIDS di 
tempat kerja antara lain melalui penyustnan 
kebijakan, personil dan pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi, edukasi, tidak melakukan diskriminasi 
namun memberi dukungan terhadap pekerja dengan 
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HIV AIDS. Program ini dilaksanakan dengan tujuan 
untuk mencega dan menanggulangi HIV dan AIDS 
pada kalangan pekerja melalui program di kerja. 
Sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap 
para pengusaha dan pemangku kepentingan terkait 
dalam pelaksanaan program P2-HIV dan AIDS di 
Tempat Kerja, maka Kementerian Tenaga Kerja dan 
Tramigrasi mengeluarkan Keputusan Dirjen 
Binwasnaker No.Kep.44/PPKA/III/2012 tentang 
Pedoman Pemberian Penghargaan Program P2-HIV 
dan AIDS (AIDS Award) di tempat kerja. 
 
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran 
Gelap Narkotika Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya 
(P4GN) di Tempat Kerja 
Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya 
(NARKOBA) lebih dari 70 % adalah usia produktif atau 
usia kerja yang dapat memepengaruhi tingkat kecelakaan 
dan produktivitas. Untuk mengantisipasi hal tersebut 
semua pelaku di tempat kerja perlu mengetahui dan 
memahami dampak buruk narkoba dan upaya-upaya 
pencegahan dan penanggulangganya. 
a. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada Sektor 
Ketenagakerjaan 
Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba adalah permasalahan seluruh umat 
manusia, yang penanggulangannya memeriukan 
kerjasama antar negara dan penanganannnya 
memeriukan pendekatsn komprehensif, terpadu dan 
berkelanjutan serta partisipasi semua pihak, terutama 
di dalam dunia kerja. Di Indonesia, ancaman narkoba 
dewasa ini sudah ssngat serins dan memprihatinkan 
diiihat dari jumlah dan proporsi penyaiangunanya, 
peredaran gelap, penyelundupan, dan produksi. 
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Dengan perkembangan penyalahgunaan, 
peredaran, penyeiundupan dsn produksi gelap 
narkoba di tanah air menunjukkan bahwa tempat 
kerja pun terancam dari permasalahan 
penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian 
Epidemiologi menunjukkan bahwa sebagian besar 
penyalahguna narkoba adalah pada umumnya berusia 
di atas 25 tahun, 80% laki-lakl dan 20% perempuan, di 
asia produktif dan bekerja.  
b. Penerapan Kopmenakertrans No. Per. 
11/IV.en/VI/2006. 
Sebagaimana tercantum dalam 
Permennakertrans No. Pen11 /MEN /VI/2005 
mengenai Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat Kerja. 
1) “Pengusaha wajib melakukan upaya aktif 
pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotoka, psikotropika dan 
zat adiktif lainnya, melalui:” 
a) “Penetapan kebijakan”; 
b) “Penyusunan dan pelaksanaan program.” 
2) “Dalam melaksanakan upaya pencegahan tersebut, 
pengusaha melibatkan pekerja/buruh, Serikat 
Pekerja/ Serikat Buruh, ahli dibidang tersebut.” 
3) “Dalam melaksanakan upaya pencegahan, 
pengusaha, pekerja/buruh, Serikat Pekerja/ Serikat 
Buruh Dapat berkonsultasi dengan instansi 
pemerintah terkait.” 
4) “Tes Penyalahgunaan Narkoba” 
a) “Pengusaha dapat meminta pekerja/buruh yang 
diduga menyalahgunakan narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk 




b) “Hasil tes harus dijaga kerahasiaannya.” 
c) “Berdasarkan hasil tes tersebut, dokter yang 
telah mendapatkan peiatihan di bidang 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya 
dapat menetapkan apakah pekerja/buruh 
tersebut harus mengikuti perawatan dana tau 
rehabilitasi.” 
5) “Pengusaha dapat menjaiunkan tindakan disiplin 
kepada pekerja/ buruh dalam hal pekerja/ buruh 
tidak bersedia untuk mengikuti program 
pencegahan, penanggulangan, perawatan dan atau 
rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.” 
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan TB di 
Tempat Kerja 
a. Informasi Umum Tuberkulosis 
Tuberculosis (TB) merupakan penyakit 
menular yang disebabkan kuman Mycobacterium 
Tuberculosis. Sebagian besar kuman ini 
menyerang paru-paru (TB paru), dan dapat juga 
mengenai organ tubuh lainnya seperti (TB ekstra 
paru) seperti pleura kelenjar limfa, tulang dan lain 
sebagainya. TB dapat disembuhkan dengan 
berobat secara tepat dan teratur minimal 6 bulan. 
Kuman TB menular dari seseorang pasien TB 
menular (BTA positif) yang batuk dan 
menyebabkan menular melalui udara dan terhirup 
orang sehat. 
Pada umumnya penularan terjadi dalam 
ruangan yang terdapat droplet dalam waktu yang 
lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah droplet, 
sementara cahaya atau sinar matahari langsung 
dapat membunuh kuman. Droplet dapat bertahan 
beberapa jam dalam kondisi gelap dan lembab. 
Daya penularan dari seseorang pasien ditentukan 
oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan oleh 
157 
 
parunya. Makin tinggi derajat positif basil 
pemeriksaan dahak, makin infeksius pasien 
tersebut. 
Faktor yang memungkinkan seseorang 
terpapar kuman TB ditentukan oleb konsentrasi 
droplet dalam udara dan lamanya menghirup 
udara tersebut. Adanya infeksi dapat dibuktikan 
dengan terjadinya perubahan reaksi tuberkulin 
dari negatif menjadi positif. Sebagian besar dari 
orang yang terinfeksi tidak akan menjadi pasien 
TB, hanya sekitar 10% dari yang terinfeksi akan 
menjadi pasien TB. Faktor risiko yang 
mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi 
pasien TB adalah daya tahan tubuh, merokok dan 
infeksi. Infeksi HIV merupakan faktor risiko yang 
paling kuat bagi yang terinfeksi TB untuk 
berkembang menjadi pasien TB. Bila jumlah orang 
yang terinfeksi HIV meningkai, maka jumlah 
pasien TB akan meningkat juga. 
Program nasional penanggulangan TB 
merupakan strateci DOTS (Directly Observed 
Treatment Snort-course chemotherapy) sesuai 
dengan rekomendasi WHO. DOTS saat ini 
merupakan strategi yang cost effective, dan hal ini 
sudah terbukti dalam program nasional maupun di 
beberapa negara lainnya. 
b. Dampak TB di Sektor Ketenagakerjaan 
Penyakit TB merupakan penyakit infeksi kronis 
yang memerlukan pengobatan minimal 6 bulan. 
Penyakit ini mempunyai dampak akibat tenaga 
kerja terinfeksi, antara lain: 
1) Penularan antar pekerja 
2) Biaya pengobatan meningkat 
3) Penurunan kuaiitas sumber days manusia 
4) Motivasi kerja menurun 
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5) Absenteisme meningkat 
6) Turn over pekerja meningkat 
7) Kematian 
Selain itu akibat para pekerja terinfeksi TB 
maka akan berdampak terhadap sosial ekonomi, 
antara lain: 
1) Diskriminasi 
2) Kehilangan pekerjaan/PHK/pengangguran 
3) Kemiskinan/kerugian ekonomi (20-30% 
pendapatan RT pertahun) 
4) Terganggunnya pembangunan sektor 
ketenagakerjaan pada umumnya  
Dampak lebih lanjut akibat TB di tempat 
kerja adalah penurunan produktifitas bagi tenaga 
kerja, perusahaan dan nasional. 
c. Program Pencegahan dan Penanggulangan TB di 
tempat Kerja 
Upaya mencegah dan menanggulangi TB di 
lingkungan kerja maka perlu dilakukan: 
1) Penerapan Peraturan Perundangan & Program 
K3 dalam Program TB 
Pemenuhan hak pekerja untuk mendapatkan 
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 
dan pemenuhan persyaratan K3 yang 
merupakan kewajiban pengusaha dimana 
pengusaha wajib: 
a) Memberikan informasi kondisi lingkungan 
kerja 
b) Menyediakan APD yang sesuai 
c) Pengendalian lingkungan kerja 
d) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 
e) Pelayanan kesehatan kerja 
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f) Penyelenggaraan makan/gizi kerja 
g) Kewajiban pelatihan dokter dan paramedis 
perusahaan 
h) Penunjukan dokter pemeriksa tes tenaga 
kerja 
i) Syarat petugas penyelenggara makanan di 
tempat kerja 
j) Membentuk dan menjalankan fungsi P2K3 
k) Mencegah dan mengobati penyakit Umum 
dan PAK 
2) Prinsip Penanggulangan TB Melalui Program 
K3 
Penanggulangan TB di tempat kerja 
merupakan bagian terpisahkan dari program 
K3 di perusahaan, dimana pengembangan 
program melalui iembaga P2K3 dan Pelayanan 
Kesehatan Kerja dengan memberdayakan 
fungsi SDM K3 yaitu:  
a) Dokter perusahaan 
b) Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja 
c) Ahli K3 
d) Higienis industri 
e) Paramedis perusahaan 
f) Petugas K3 dan lain sebagainya 
Selain itu dalam program ini dibutuhkan 
peran aktif untuk mendorong peran unsur 
triparti dan pihak terkait: 
a) Pemerintah khususnya Disnaker & Dinkes 
b) Organisasi pengusaha (APINDO, KADIN), 
c) Serikat pekerkja/buruh (SP/SB) 
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d) Pihak pemeduli lainnya (asosiasi profesi K3, 
LSM, akademsi pakar kesehatan kerja dan 
lain sebagainya) 
3) Bentuk Program/Kegiatan Penanggulangan TB 
di Tempat Kerja 
Dalam kegiatan penanggulangan TB di 
tempat kerja, hendaknya bersifat komprehensif 
yaitu meliputi kegiatan: 
a) Promotif 
(1) Sosialisasi/workshop tentang 
“Penerapan buku Pedoman 
Penanggulangan TB di tempat kerja” 
bagi stake holder terkait 
(2) Pelatihan program DOTS bagi dokter 
dan paramedis perusahaan  
(3) Sosialisasi program TB di tempat kerja 
bagi pekerja (penyuluhan & KIE) 
sebagai bagian dari promosi gaya hidup 
sehat 
(4) Advokasi program terhadap pengusaha 
(5) Peningkatan gizi kerja, olahraga dan 
program bebas rokok di tempat kerja. 
b) Preventif 
(1) Penemuan kasus/suspek TB melalui 
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 
(Awal, Berkala, Khusus) 
(2) Pengendalian lingkungan kerja 
(3) Penggunaan APD 
(4) Imunisasi pada anak-anak pekerja 
(5) Petugas pengelola makan bagi tenaga 
kerja dipersyaratkan tidak mengidap 
penyakit menular (TB, tifoid, cacingan). 
c) Kuratif  
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(1) Pengobatan dan perawatan bagi pekerja 
yang mengidap TB dengan penerapan 
standar DOTS (Direct Observed 
Treatment Short Course) dalam 
Pelayanan kesehatan kerja dengan 
Petugas pengawas minum obat. (PMO) 
dan Tenaga kerja diistirahatkan 2-3 mg 
saat pengobatan awal TB. 
(2) Rujukan pasien ke iayanan kesehatan 
(laboratorium, diagnosis dan 
pengobatan) 
d) Rehabilitasi kerja  
Penyesuaian pekerjaan (jenis pekerjaan, 
beban kerja, lama kerja pada kondisi 
lingkungan) pada pekerja yang sakit/dalam 
pengobatan tertentu. 
4) Prinsip Pencegahan dan Penanggulangan TB di 
Tempat Kerja 
Perusahaan memiliki kemampuan 
manajemen uniuk melaksanakan kegiatan 
program pencegahan dan penanggulangan TB, 
karena perusahaan mempunyai kemampuan 
daiam proses analisa can manajemen proyek, 
kemampuan di bidang pengadaan dan hal-hal 
lain terkait masalah kebutuhan dan suplai, 
serta daiam mencapai hasil/ target. Beberapa 
keuntungan penanggulangan TB di tempat 
kerja adalah pekerja berkumpul secara reguler 
pada waktu yang pasti, komunikasi yang relatif 
mudah dan beberapa tempat kerja memiliki 
sistem pelayanan dan fasilitas kesehatan kerja 
sehingga dapat digunakan untuk keperluan 
pencegahan penanganan pasien dan dukungan 
lainnya. 
Dalam penerapan program pencegahan 
dan penanggulangan TB di tempat kerja, sangat 
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penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip 
yang dapat dijadikan pedoman oleh pemangku 
kepentingan (stakeholder) khususnya bagi 
tenaga kesehatan yang terlibat langsung. 
Adapun prinsip- prinsip tersebut adalah: 
a) Perlindungan pasien, keluarga dan orang 
lain di tempat kerja. 
(1) Selalu berpihak kepada pasien, 
menjaga kerahasiaan kondisi medls 
dan catatan medik pasien. 
(2) Memberikan manfaat kesejahteraan 
sosial bagi pasien dan keluarganya. 
(3) Memberikan periindungan kepada 
orang lain yang berada di tempat kerja 
untuk tidak tertular oleh pasien TB di 
tempat kerja. 
(4) Membantu pasien TB menyesuaikan 
beban kerja/tugas dencsn kondisi 
kesehatannya. 
b) Menjamin lingkungan tempat kerja yang 
aman 
(1) Menggunakan kampanye penyuluhan 
untuk mengurangi stigma 
(2) Mengembangkan dan menerapkan 
kebijakan manajemen yang jelas. 
(3) Menerapkan pengawasan lingkungan 
fisik. 
(4) Pengendalian lingkungan fisik di 
tempat kerja merupakan cara yang 
efektif dalam mengendalikan 
penyebaran TB. 
c) Pengembangan kemitraan 
Kemitraan dilakukan sejak persiapan, 
pelaksanaan sampai dengan monitoring 
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dan evaluasi program. Tujuan kemitraan 
adalah untuk meningkatkan komitmen, 
kordinasi, komunikasi, sumber daya dan 
kemampuan serta terbukanya peluang 
untuk saling membantu. 
5) Penerapan Strategi dan DOTS di Tempat Kerja 
Di tempat kerja, manajer menetapkan visi 
dan misi strategis untuk perusahaan, 
mengembangkan budaya dan konsep untuk 
pertumbuhan keuntungan dan produktifitas. 
Dalam menerapkan dan mensosialisasikan 
kebijakan pencegahan dan penanggulangan TB 
di perusahaan, strategi utamanya adalah 
memprioritaskan kesehatan pekerja dan 
mengintegrasikan program DOTS. Kegiatan 
DOTS TB di tempat kerja memerlukan 
komitmen yang berkesinambungan dan 
kebijakan yang konsisten. Untuk itu diperlukan 
usaha prakondisi untuk keberhasilan program 
DOTS yaitu: 
a) Menjamin bahwa program dikembangkan 
menjangkau seluruh pekerja 
b) Menjamin bahwa program dilaksanakan 
bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas 
Tenaga Kerja dan pihak-pihak terkait 
setempat. 
c) Menyepakati garis besar tujuan program 
dan memiliki komitmen terhadap 
Pelaksanaan jangka panjang. 
d) Menjamin bahwa manajemen perusahaan 
memahami, menghormati dan berperan 





4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi 
COVID-19 di Tempat Kerja dalam perspektif Islam 
Salah satu permasalah K3 saat ini adalah 
penyebaran virus Corona. Virus corona (Covid-19) 
merupakan penyakit menular yang penyebabnya adalah 
sindrom pernapasan akut corona virus 2 (Sars-CoV-2). 
Penyakit covid-19 ini ditemukan pertama kali di Wuhan, 
Ibukota Provinsi Hubei China pada Desember 2019 dan 
langsung menyebar luas secara global, mengakibatkan 
pandemi corona virus 2019-2020. World Health 
Organization (WHO), Organisasi Kesehatan Dunia 
menetapkan wabah Covid-19 sebagai Darurat 
Internasional Kesehatan Masyarakat (PHEIC) pada 30 
Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Pandemi 
Covid ini sangat mengguncang masyarakat dunia, data 
memperlihatkan virus ini menjangkit hampir 200 Negara 
di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai usaha 
pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus 
Covid-19 pun diupayakan oleh pemerintah di negara-
negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus 
Covid-19 ini. Di Indonesia sendiri diterapkan lockdown, 
social distancing, Work From Home (WFH), Learning 
From Hom (LFH), Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB), dan lainnya dengan harapan mata rantai 
penyebaran virus Covid-19 dapat diputuskan. 
Ajaran Islam juga mengenal istilah lockdown dan 
social distancing, dahulu di zaman sahabat Rasulullah 
SAW, terdapat pula suatu wabah atau pandemi yang 
dikenal dengan istilah Tho’un. Kemudian apakah virus 
Covid-19 ini bisa disamakan dengan tho’un. Melihat 
pengertian para Ulama, wabah Covid-19 ini tidak bisa 
disamakan dengan tho’un, karena tho’un lebih spesifik 
jika dibandingkan dengan wabah atau pandemi, namun 
meskipun berbeda dari sisi penamaan atau istilah, wabah 
ini sama-sama menular dan berbahaya yang tidak bisa 
disepelekan. Melihat sejarah terjadinya jika diurut, 
penyakit wabah seperti Covid-19 ini atau pun tha’un, 
sudah dialami sejak masa Rasulullah Muhammad saw. 
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dan bahkan sebelum Rasulullah diutus, yaitu pada masa 
Bani Isra’il. Sehingga (Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
mengambil langkah Penyelenggaraan Ibadah di rumah 
dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 tertuang dalam 
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 
2020. 
Syaikh Prof. Dr. Abdurazzaq bin Abdil Muhsin Al-
Abbad Al-Badr pada 9 Maret 2020 memberikan kajian 
Islam bahwa saat ini manusia memperbincangkan 
tentang suatu musibah atau pandemi yang dikenal 
dengan istilah Virus Covid-19. Virus ini sangat 
menakutkan dimata banyak manusia karena bahaya dan 
pengaruh yang diakibatkan. Sehingga banyak cara atau 
upaya dari pencegahan meluasnya penularan virus ini 
dibicarakan untuk dapat menghindar dari virus Covid-19 
ini. Sehingga beliau menjelaskan beberapa petunjuk 
dalam al-Qur’an yang bisa menjadi pegangan para 
mukmin sehingga bisaterhindar dan selamat dari virus 
ini. Salah satu petunjuk al-Qur’an yaitu “seorang hamba 
tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah 
menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut”. 


















































 “Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa 
yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung 
kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang 
yang beriman.” (QS. At-Taubah/9: 51). 
 
 































“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali 
dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala, akan Allah akan memberi 





















































“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang 
menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sesungguhnya hal itu mudah 
bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (QS. Al-Hadid/57: 22) 
“Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu 
musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. 
Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam 
kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui 
keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap 
takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan bahwasanya 
semua yang ditulis pasti terjadi. Dan apa yang menimpa 
seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang 
meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya dan 
apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala inginkan pasti terjadi 
dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi” 
Dengan adanya berbagai musibah yang dialami 
tidak terlepas dari berbagai persolan terkait dengan 
lingkungan hidup saat ini. Kerusakan lingkungan yang 
diakibatkan oleh ulah tangan manusia yang melakukan 
aktivitas tanpa memperhatikan keberlangsungan dari 
kelestarian lingkungan hidup. Akan terlihat bahwa 
penyebab pokok dari kerusakan lingkungan hidup ini 
karena materialism yang melanda masyarakat di dunia 
ini. Semua umat manusia berlomba-lomba dalam 
mengumpulkan kekayaan materi untukmendapatkan 
kesenangan tanpa memikirkan kerusakan lingkungan 
yang ditimbulkan. Kerusakan hutan, perairan yang 
tercemar, terjadi longsor dan bencana lain tidak terlepas 
dari akibat ulah manusia. Semua kejadian ini 
menunjukkan kurang adanya perhatian manusia kepada 
al-Qur’an yang telah memberikan peringatan 15 abad 
yang lalu bahwa “kerusakan yang timbul di darat, laut 
dikarenakan perbuatan manusia (Surat Ar-Rum ayat 41). 
Terjadinya berbagai musibah pandemic Covid-19 ini bisa 
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jadi dikarenakan ulah manusia yang tanpa disadari, 
sehingga Allah swt. memberikan peringatan kepada kita 
umat manusia untuk selalu mengingat kepadaNya. 
Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan berbagai 
dampak di berbagai sektor, salah satunya di sektor 
ketenagakerjaan. Tenaga kerja dengan kondisi kerja dan 
lingkungan kerja melalui paparan di tempat kerja dapat 
berdampak kepada kesehatan tenaga kerja termasuk 
pajanan virus corona (Covid-19). Pandemi Covid-19 
adalah wabah raya yang disebabkan oleh virus dan 
mempunyai kemampuan menyebar dengancepat antar 
manusia ke seluruh dunia. 
Berdasarkan kondisi tersebut, sektor 
ketenagakerjaan harus mengantisipasi dampak pandemi 
Covid-19 di Indonesia secara serius dan tepat, serta 
meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran 
penyakit Covid-19 tersebut. Pandemi Covid-19 
merupakan masalah kita bersama dan salah satu 
tantangan bagi pembangunan bidang kesehatan dan 
bidang ketenagakerjaan, karena dikhawatirkan 
penyebaran virus tersebut merambah ke tempat kerja 
yang dapat berakibat buruk terhadap dunia kerja. 
a. Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor 
Ketenagakerjaan 
Pandemi Covid-19 dapat berdampak buruk 
terhadap sektor ketenagakerjaan. Pandemi dapat 
menyebabkan absenteisme dan biaya pengobatan 
meningkat serta penurunan produktivitas kerja, di 
samping itu pandemi Covid-19 secara tidak langsung 
dapat memicu bertambahnya angka kemiskinan dan 
terganggunnya pembangunan sektor ketenagakerjaan 
pada umumnya. Menurut kemenaker (2020) dampak 
Covid-19 pada sector ketenagakerjaan antara lain: 
1) Penutupan perusahaan 
2) Ketidakhadiran pekerja/buruh yang signifikan 
3) Penutupan persediaan logistik dan jasa 
4) Perubahan tingkat permintaan barang dan jasa 
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5) Keterlambatan mobilisasi orang dan barang 
6) Produktivitas menurun 
7) Ganguan pelayanan 
Tabel 8. Potret Tenaga Kerja Terdampak Covid-19 
No Uraian Jumlah 
% terhadap 
Total 
1 Pekerja formal 
dirumahkan 
1.058.284 34,51 % 
2 Pekerja formal 
ter-PHK 
380.221 12,40 % 
3 Pekerja formal 
terdampak 
318.959 10,40 % 
4 Pekerja formal 
+ informal 
terdampak (A) 
1.757.464 57,31 % 
5 Calon pekerja 
migran 
Indonesia 
34.179 1,11 % 
6 Pemulangan 
pemagangan 
465 0,02 % 
7 CPMI + 
Pemulangan 
pemagangan (B) 
34.644 1,13 % 
8 Tidak lengkap 
datanya (C) 
1.274.459 41,56 % 
TOTAL A + B + C 3.066.567 100 % 
Sumber: Kemenaker RI dan BP Jamsostek, 1 April-27 
Mei 2020 
 
b. Upaya Sektor Ketenagakerjaan dalam Menghadapi 
Pandemi Covid-19 
Upaya pencegahan pandemi pada sektor 
ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui: 
1) Penerapan norma keselamatan dan kesehatan 
kerja. UU No. 1 tahun 1970 telah mengatur atas 
keselamatan dan kesehatan kerja dengan upaya-
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upaya identifikasi sumber bahaya yang merupakan 
potensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit 
akibat kerja. Dalam pelaksanaan syarat-syarat 
keselamatan kerja diselenggarakan melalui 
Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK) yang diatur 
dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No Per.03/Men./1982 tentang 
Pelayanan Kesehatan Kerja. Penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan kerja sebagai sarana 
perlindungan tenaga kerja dapat merupakan salah 
satu upaya pencegahan yang cukup efektif bila 
dilaksanakan secara optimal. Melalui pelayanan 
kesehatan kerja, dapat dilakukan sosialisasi, 
informasi dan edukasi kepada tenaga kerja serta 
pengawassn terhadap setiap kasus sehingga 
penyebaran virus di tempat kerja dapat diketahui 
secara dini. 
2) Upaya pencegahan yang efektif melalui 
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja perlu 
melibatkan lembaga dan SDM K3 di tempat kerja 
antara lain dokter perusahaan, dokter pemeriksa 
kesehatan tenaga kerja, paramedis perusahaan, ahli 
K3, dan petugas K3. 
3) Upaya lain dapat dilakukan dengan meningkatkan 
peran serta organisasi pengusaha dan serikat 
pekerja/buruh sehingga upaya pencegahan dan 
kesiapsiagaan pandemi Covid-19 dapat 
diimplementasikan di setiap tempat keria. 
4) Segera menyusun rencana tanggap darurat 
pandemi Covid-19 di tempat kerja. 
5) Menerapkan jejaring program dan berkoordinasi 
dengan instansi terkait 
Upaya-upaya tersebut dapat menciptakan 
tempat kerja yang amar, nyaman, sehat, nihil 
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga 
dapat meningkatkan daya saing perusahaan baik di 
tingkat lokal, regional maupun global. 
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Pencegahan pandemi Covid-19 pada sektor 
ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan menerapkan 
keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan 
kunci penting keberlangsungan usaha dan 
perlindungan pekerja/buruh, melalui: 
1) Pencegahan Covid-19 di perusahaan dalam rangka 
perlindungan tenaga kerja 
Dalam rangka perlindungan tenaga kerja dari 
Covid-19, maka pencegahan yang dilakukan di 
perusahaan, berupa: 
a) Promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 
di perusahaan/instansi 
b) Penerapan hygiene dan sanitasi perusahaan 
c) Pemeriksaan suhu pada tamu dan pekerja 
d) Physical distancing (jaga jarak) 
e) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 
f) Penyuluhan atau pembinaan tentang Covid-19 
2) Perusahaan harus produktif tetapi tetap aman 
beradaptasi dengan Covid-19 melalui perencanaan 
keberlangsungan usaha 
Dimasa pandemic covid-19 perusahaan harus tetap 
produktif tetapi tetap aman seperti yang tertuang 
pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan 
kerja dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3: 
a) Bahwa amanat pasal 3 UU No 1 tahun 1970, 
untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya 
penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, 
keracunan, infeksi dan penularan 
b) Bahwa pandemic Covid-19 dapat memberikan 
pengaruh di bidang ketenagakerjaan, sosial serta 
ekonomi 
c) Bahwa untuk itu perlu ditetapkan pedoman 
penyusunan perencanaan keberlangsungan 
usaha dalam menghadapi pandemic penyakit 
Tahapan penyusunan rencana 
keberlangsungan usaha menghadapi pandemi 
Covid-19, yaitu: 
(1)  Mengenal prioritas usaha 
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(2) Identifikasi risiko pandemi 
(3) Perencanaan mitigasi risiko pandemi 
(4) Identifikasi respon dampak pandemi 
(5) Merancang dan mengimplementasikan 
perencanaan keberlangsungan usaha 
(6) Mengkomunikasikan perencanaan 
keberlangsungan usaha 
(7) Uji keberlangsungan usaha 
3) Aman kembali bekerja pasca WFH dan PSBB 
berakhir (dengan pencegahan Covid-19) 
Dengan berakhirnya Work From Home (WFH) dan 
kembali Work From Office (WFO) dan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir, maka: 
a) Higiene perorangan atau kebersihan 
perorangan, seperti menerapkan perilaku hidup 
bersih dan sehat, mencuci tangan dengan air 
mengalir dan sabun setiap kali menyentuh benda 
di tempat umum atau yang telah disentuh orang 
lain 
b) Higiene dan sanitasi perusahaan, meliputi 
hygiene lingkungan, peralatan kerja, ventilasi 
tempat kerja, Alat Pelindung Diri, aktivitas 
perjalanan dari rumah ke tempat kerja 
c) Aktivitas sebelum memasuki ruangan kerja 
(pemeriksaan suhu, pencatatan keluar masuk, 
menghindari kerumunan, promosi higiene) 
d) Aktivitas dalam tempat kerja (peralatan kerja, 
ventilasi, ruang rapat dan perjalanan dinas, 
ruang ganti, kamar mandi, kantin) 
e) Aktivitas perjalanan kembali ke rumah 
4) Perlindungan pekerja dalam pemberian Jaminan 
Keselamatan Kesehatan (JKK) pada kasus Covid-19 
Jaminan keselamatan dan kesehatan pada pekerja 
yang berisiko mengalami Covid-19, jenis pekerjaan 
yang berisiko: 
a) Tenaga medis dan tenaga kesehatan 
b) Tenaga non kesehatan (petugas laundry, 
catering, security, pemulangan jenazah dan 
lainnya) pada tempat kerja rumah sakit atau 
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fasilitas lainnya yang melakukan penanganan 
Covid-19 
Pada 2 jenis pekerjaan tersebut berisiko 
menderita penyakit akibat kerja, dibuktikan 
adanya hubungan langsung antara paparan 
faktor biologi yang muncul akibat aktivitas 
pakerjaan dengan penyakit yang dialami oleh 
pekerja 
5) Peningkatan pembinaan pengawasan dalam upaya 
pencegahan dan penularan Covid-19 
Dalam pencegahan Covid-19 pembinaan 
pengawasan harus ditingkatkan dengan membuat 
protokol pembinaan pengawasan ketenagakerjaan 
dan K3 
6) Peningkatan kolaborasi dengan Stakeholder K3 
(DK3N, K3, Universitas, ILO, BPJS KTK) 
Penanganan pencegahan Covid-19 yang telah 
memberikan dampak ke semua sektor tidak bisa 
dilaksanakan tanpa kerjasama dari berbagai sektor 
sehingga diperlukan kolaborasi dalam 
penanganannya, seperti: 
a) Meningkatkan kordinasi dalam menyusun 
kebijakan K3 untuk mencegah dan 
mengendalikan Covid-19 diperusahaan/tempat 
kerja dengan ILO, instansi terkait dan universitas 
b) Melaksanakan sosialisasi, webinar bersama 
DK3N bersama pemangku kepentingan lainnya 
c) Mengkordinasikan peran APINDO dan SP/SB 
dalam mendukung upaya pencegahan penularan 
Covid-19 di perusahaan 
d) Meningkatkan kerja sama K3 pencegahan dan 
pengendalian Covid-19 ditempat kerja dengan 
Negara ASEAN, seperti ASEAN OSHNET 
e) Melaksanakan program dan kegiatan dalam 
upaya pencegahan penyebaran Covid-19 
diperusahaan, bersama pengawas 
ketenagakerjaan daerah, serikat pekerja/buruh, 
ILO, BPJS ketenagakerjaan 
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7) Pelayanan K3 
Dalam penanganan pencegahan Covid-19 
pelayanan K3 harus disiapkan seperti membuat 
posko K3 Covid-19 dengan maksud dan tujuan 
sebagai sarana informasi, konsultasi maupun 
pengaduan permaslahan K3 terkait Covid-19 di 
perusahaan. 
 
c. Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19 dalam Islam 
Dalam upaya pencegahan pandemi Covid-19 
dapat dijadikan pegangan peringatan dari Nabi 
Muhammad SAW kepada umatnya agar tidak 
mendekati wilayah atau daerah yang sedang terkena 
wabah/pandemi begitupun sebaliknya ketika berada 
di daerah yang terkena wabah/pandemi dilarang 
untuk keluar dari daerah tersebut. Seperti 
diriwayatkan dalam hadits berikut ini: "Jika kamu 
mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah 
kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di 
tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat 
itu." (HR Bukhari). 
Apabila umat muslim mengalami hal ini, dalam 
sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang 
besar bagi siapa saja yang bersabar ketika 
menghadapi wabah penyakit. "Kematian karena 
wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang 
meninggal karenanya). (HR Bukhari)” 
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab pun 
pernah terjadi wabah penyakit yang menular. Dalam 
hadist disebutkan “umar sedang dalam perjalanan ke 
Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah 
penyakit”. Sahabat nabi pada waktu itu tidak 
melanjutkan perjalanannya, berikut hadisnya: 
 
"Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, 
saat sampai di wilah bernama Sargh. Saat itu 
Umar mendapat kabar adanya wabah di 
wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian 
mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad 
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SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar 
wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian 
memasukinya, tapi jika terjadi wabah di tempat 
kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat 
itu." (HR. Bukhari). 
Jika melihat sejarah, pandemi Virus Covid-19 
yang terjadi sekarang ini hampir sama dengan wabah 
atau pandemic yang terjadi di zaman nabi dan para 
sahabatnya. Sehingga kebijakan lockdown, social 
distancing, Work from Home, Learning from Home, 
Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah sesuai 
diterapkan dan ditaati oleh masyarakat karena 
merupakan bentuk ikhtiar untuk mumutus mata 
rantai penularan Covis-19 sehingga masyarakat 
terhindar dari virus ini. Sehingga sebagai seorang 
mukmin yang taat maka hendaklah kita menerapkan 
aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan 
pemerintah. Berdasarkan al-Qur’an Surah al-




















































ٱْل َو  ر  ْبص  َٰ
 ْ
ٱْل و   
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan 
Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur.” (QS al-Nahl/16: 78) 
 
Umat Islam harus memahami bahwa Allah swt. 
menganugerahkan manusia kemampuan untuk 
penglihatan, pendengaran, dan kecerdasan. Hal 
tersebut mengindikasikan agar seorang muslim 
harus menggunakan ilmu yang dimiliki sebijak 
mungkin dalam menghadapi peristiwa pandemic 
saat ini. 
Terdapat beberapa upaya dalam menghadapi 





1) Percaya kepada Allah swt. 
Setiap muslim harus terus percaya 
bahwa Allah swt. tidak akan memberikan 
kesulitan kepada umatnya di luar kemampuan 
yang dimiliki. Oleh karena itu, percaya pada 
Allah SWT dalam situasi pandemic COVID-19 
sangat dibutuhkan sebagai bentuk istiqamah. 
Dalam al-Qur’an Surah At-Taubah/9: 52 
berbunyi: 
بَّصُ  ْل تََر ْم قُْل هَ كُ بَُّص بِ تََر ِن ۖ َونَْحُن نَ يْ يَ نَ ُحْس ٓ إِْحدَى ٱلْ آ إَِّلَّ نَ وَن بِ
نَّا  ۟ا إِ بَُّصٓو تََر ا ۖ فَ ِدينَ َيْ أ َْو بِ ۦٓ أ هِ ْن ِعنِد عَذَابٍ م ِ ُ بِ مُ ٱَّللَّ كُ َن يُِصيبَ أ
ُِصونَ  ب  تََر م مُّ عَكُ  َم
"Katakan: Tidak ada yang akan menimpa kita 
kecuali apa yang Allah putuskan untuk kita." 
(QS. At-Taubah/9: 52). 
Pandemi COVID-19 yang sedang 
melanda dunia saat ini tidak lepas dari 
kehendak Allah. Oleh karena itu, percaya 
bahwa Allah akan mendatangkan hal baik bagi 
umat manusia setelah ujian yang dihadapi 
berlalu dan hal tersebut harus diimani oleh 
setiap muslim.  
2) Sabar dan Ikhlas  
Manusia adalah makhluk yang memang 
terkadang sulit untuk menerima dan ikhlas 
saat Allah swt. memberikan ujian dengan 
kondisi pandemic COVID-19. Namun, 
berperilaku sabar dan ikhlas merupakan dua 
hal yang sepatutnya dilakukan seorang 
muslim. Melalui perilaku inilah akan tampak 
kadar keimanan seorang muslim seperti yang 




ْشِرِق َوالْ  َم بََل الْ ْم قِ كُ لُّوا ُوُجوهَ َُو َْن ت بِرَّ أ يَْس الْ بِرَّ لَ ِكنَّ الْ
لََٰ غِْربِ َو َم
يَن َوآتَى  ِ ي  بِ َاِب َوالنَّ ت ِك الْ ِة َو كَ َمََلئِ ْوِم اْْلِخِر َوالْ يَ الْ ِ َو ْن آَمَن بِاَّللَّ َم
يِل  بِ َن السَّ اِكيَن َوابْ َمسَ َاَمىَٰ َوالْ ت يَ الْ بَىَٰ َو قُْر ِه ذَِوي الْ ِ ب  لَىَٰ ُح اَل عَ َم الْ
ا َقَ أ قَابِ َو يَن َوفِي الر ِ لِ ائِ ُموفُوَن َوالسَّ َ َوالْ اة كَ َ َوآتَى الزَّ ََلة َم الصَّ
اِء َوِحيَن  رَّ اِء َوالضَّ ْسَ أ بَ ابِِريَن فِي الْ وا ۖ َوالصَّ دُ اهَ ِهْم إِذَا عَ ِد ْه عَ بِ
َّقُون ت ُم ئَِك هُمُ الْ
ُولََٰ قُوا ۖ َوأ يَن َصدَ ئَِك الَِّذ ُولََٰ أِْس ۗ أ بَ  الْ
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur 
dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi 
sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-
kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-
minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia 
berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. 
Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); 
dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” 
(QS al-Baqarah/2: 177) 
3) Bersyukur 
Meski banyak orang berada dalam 
keadaan sulit saat pandemi, tetap bersyukur 
atas keadaan yang dimiliki. Melalui syukur, 
kita dapat merasakan kenikmatan yang Allah 
beri meski dalam keadaan sulit.  
فُُرون َْك ََّل ت ُروا لِي َو ْم َواْشكُ ْركُ كُ َذْ ُرونِي أ كُ اذْ  فَ
"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya 
Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah 
kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari 




4) Membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
Terlepas dari keadaan pandemi, Allah 
juga menyukai seorang umat-Nya 
yang menjaga kebersihan dan kesehatan. 
Sesederhana berwudhu sebelum shalat, mandi, 
dan membersihkan pakaian. 
Perilaku hidup bersih dan sehat ini akan 
menghindarkan kita dari penyakit. 
Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-
Maidah/5: 6. 
ْم  كُ اْغِسلُوا ُوُجوهَ ََلةِ فَ ُْم إِلَى الصَّ ت نُوا إِذَا قُْم يَن آَم َها الَِّذ َيُّ ا أ يَ
ْم إِلَى  كُ ُجلَ َْر ْم َوأ ُحوا بُِرُءوِسكُ افِِق َواْمسَ َمَر ْم إِلَى الْ كُ يَ ِد َيْ أ َو
كَ  لَىَٰ الْ َْو عَ تُْم َمْرَضىَٰ أ نْ ْن كُ إِ ُروا ۚ َو هَّ ا فَاطَّ نُبً تُْم ُج نْ ْن كُ إِ ِن ۚ َو يْ بَ عْ
وا  َِجدُ لَْم ت َِساَء فَ ُمُ الن  ْست َْو ََّلَم ائِِط أ غَ َن الْ ْم ِم كُ ََحدٌ ِمنْ َْو َجاَء أ فٍَر أ سَ
ي ِد َيْ أ ْم َو كُ ُحوا بُِوُجوِه اْمسَ ا فَ بً ِ ي  ا طَ يدً ُموا َصِع تَيَمَّ اًء فَ هُ ۚ َما َم نْ ْم ِم كُ
يُتِمَّ  لِ ْم َو َركُ ه ِ يُطَ يدُ لِ ْن يُِر ِك
لََٰ ْم ِمْن َحَرجٍ َو كُ يْ لَ يَْجعََل عَ ُ لِ يُِريدُ َّللاَّ
َْشكُُرونَ  ْم ت كُ لَّ عَ ْم لَ كُ يْ لَ تَهُ عَ َم عْ  نِ
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 
mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan 
sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai 
dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub 
maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam 
perjalanan atau kembali dari tempat buang air 
(kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu 
tidak memperoleh air, maka bertayammumlah 
dengan tanah yang baik (bersih); sapulah 
mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah 
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan 
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya 
kamu bersyukur.” (QS al-Maidah/5: 6). 
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Diriwayatkan dari Sa'ad bin Al-
Musayyib dari Rasulullah Saw. Beliau 
bersabda: 
مٌ يُِحبُّ  يْ ِر ةَ كَ افَ يِ َب نَِظيٌْف يُِحبُّ النَّظَ يِ ٌب يُِحبُّ الطَّ إِنَّ هللاَ طَ
َكُ  ت يَ نِ َفْ فُْوا أ ِظ  نَ ُجودَ فَ َرَم َجَوادٌ يُِحبُّ الْ كَ  مْ الْ
"Sesungguhnya Allah swt. itu suci yang 
menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha bersih 
yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia 
yang menyukai kemuliaan, Dia Mahaindah 
yang menyukai keindahan, karena itu 
bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. 
Tirmizi). 
5) Membiasakan Pola Makan Sehat 
Sistem kekebalan tubuh yang baik dapat 
diperoleh dari pola makan yang sehat dan 
mengonsumsi makanan yang begizi. Dalam al-
Qur’an Surah al-Baqarah/2: 172, setiap 
Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi 
makanan sehat. Mereka harus melakukan 
kebiasaan ini untuk menjaga tubuh tetap 
sehat. 
ْم  اكُ نَ قْ بَاِت َما َرَز ِ لُوا ِمْن َطي  نُوا كُ يَن آَم َها الَِّذ َيُّ ا أ ِ يَ ُروا َّلِلَّ َواْشكُ
بُدُونَ  اهُ تَعْ يَّ ُْم إِ ت نْ ْن كُ  إِ
"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah 
dari rezeki yang baik yang Kami berikan 
kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah 
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1. Dasar Hukum 
Pada sektor ketenagakerjaan dasar hukum terkait 
dengan moderasi di tempat kerja tertuang pada: 
a. Undamg-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 
dalam pasal 5 menyebutkan “setiap tenaga kerja 
memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 
untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan dalam 
pasal 6 menyatakan setiap pekerja/buruh berhak 
memperoleh perlakuan yang saam tanpa diskriminasi 
dari pengusaha” 
b. Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 tentang 
pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama 
nilainya 
c. Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 tentang 
diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan 
Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi ILO yang 
mana isi konvensinya, antara lain: 
a. Negara harus menjamin pengupahan yang sama bagi 
buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama 
nilainya 
b. Jaminan ini dipat dilakukan dengan UU, perjanjian 
perburuhan, bagian penetapan upah atau gabungan 
dari cara-cara tersebut 
c. Tindakan harus diambil untuk mengadukan penilaian 
pekerjaan yang objektif berdasarkan pekerjaan yang 
akan dijalankan 
d. Nilai pengupahan yangberlainan antara 
pekerja/buruh tanpa memandang jenis 
kelaminmelainkan didasarkan atas penilaian 
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pekerjaan yang obyektif atas pekerjaan yang akan 
dijalankan tidak dianggap melanggar azas konvensi ini 
e. Kesamaan kondisi bagi laki-laki danperempuan untuk 
memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 
manusia 
f. Untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam 
kegiatan politik, hokum, ekonomi, sosial budaya, 
pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional 
g. Kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan 
h. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan 
diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik 
terhadap laki-laki maupun perempuan 
 
2. Definisi 
Istilah moderasi berasal dari Bahasa Latin yaitu 
moderatio yang artinya ke-sedang-an (tidak berlebihan 
dan tidak kekurangan). Istilah ini pun artinya menguasai 
diri (dari sikap sangat berlebihan dan kekurangan). 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
moderasi yaitu pengurangan kekerasan/penghindaran 
keekstreman. Jadi bersikap moderat berarti bahwa 
bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrem 
(Syaifuddin 2019). 
 
Moderasi beragama dalam Islam merupakan suatu 
hal penting terutama dalam menjalani kehidupan yang 
penuh dengan keberagaman. Konsep moderasi juga 
sepatutnya diimplementasikan di tempat kerja agar 
permasalahan akibat intoleran di tempat kerja dapat 
teratasi. Dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah/2: 143 
disebutkan: 
 
يَكُوَن  لَى النَّاِس َو اَء عَ َهدَ ونُوا شُ تَكُ ا لِ طً ةً َوسَ ُمَّ ْم أ اكُ نَ لْ َك َجعَ لِ
ذََٰ كَ سُوُل َو الرَّ
َّبُِع  ت ْن يَ لََم َم عْ نَ ا إَِّلَّ لِ َه يْ لَ َت عَ نْ تِي كُ ةَ الَّ لَ بْ قِ نَا الْ لْ ا َجعَ ا ۗ َوَم يدً ْم َشِه كُ يْ لَ عَ
دَى  يَن هَ لَى الَِّذ يَرةً إَِّلَّ عَ بِ كَ ْن َكانَْت لَ إِ ِه ۚ َو يْ بَ ِق لَىَٰ عَ ُب عَ قَلِ نْ ْن يَ مَّ سُوَل ِم الرَّ
ُ لِ  ا َكاَن َّللاَّ ُ ۗ َوَم النَّاِس لََرُءوٌف َرِحيمٌ َّللاَّ َ بِ ْم ۚ إِنَّ َّللاَّ كُ يَمانَ  يُِضيَع إِ
 “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu 
(umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu 
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menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan 
Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu 
(sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya 
nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang 
membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa 
amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi 
petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-
nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 
143). 
3. Moderasi di Tempat Kerja 
Dalam lingkungan kerja penerapan moderasi 
sangat dibutuhkan untuk menerapkan keadilan sosial 
bagi seluruh tenaga kerja. Penerapan moderasi akan 
menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja. 
Diskriminasi dalam lingkungan kerja dan jabatan 
merujuk pada praktek atau kebijakan yang mempunyai 
efek menempatkan seseorang pada posisi dirugikan di 
lingkungan kerja. Diskriminasi bisa terjadi pada saat 
rekruitmen, sistem penggajian/bonus, waktu kerja dan 
istirahat, cuti perlindungan maternitas, lamanya masa 
kerja, penilaian kinerja, kesempatan pelatihan, promosi, 
karir, K3, PHK, dan sebagainya. 
Hadirnya moderasi di Indonesia khususnya di 
lingkungan kerja merupakan fakta bahwa mayarakat 
Indonesia yang plural serta multikultural. Indonesia 
terdiri dari beragam suku, etnis, budaya, agama dan 
bahasa. Secara alamiah, keberagaman berpotensial 
menciptakan gesekan karena adanya perbedaan 
sehingga terjadi ketidakseimbangan. Moderasi lahir agar 
tercipta keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan 
khususnya di lingkungan kerja. Kemoderasian menjaga 
agar dalam prosesnya seseorang akan tetap berada pada 
keseimbangan sehingga tidak menciptakan 
konflik/ketidakadilan atau pun diskriminasi bagi 
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FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN 




Perihal : Permohonan Pengesahan Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan Kerja 
Yth.: 
1. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Depnakertrans RT 
2. Kepala Dinas (Ketenagakerjaan) Provinsi 
3. Kepala Dinas (Ketenagakerjaan) Kab/Kota 
Yang bertandatangan di bawah ini, kami pengurus dari: 
Perusahaan/Instansi  : …………………………………… 
Alamat Perusahaan/Instansi  : …………………………………… 
Jenis Usaha   : …………………………………… 
Mengajukan permohonan pengesahan Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan Kerja di perusahaan/instansi kami. 
Bersama ini terlampir persyaratan yang diperlukan: 
1. Data Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja 
Perusahaan/ Instansi 
2. Data Cabang-cabang Pelayanan Kesehatan Keija 
datam satu manajemen perusahaan (untuk skala 
provinsi atau nasional) 
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3. Pemyataan dokter penanggung jawab untuk 
mematuhi peraturan perundangan di bidang 
kesehatan kerja 
4. Salinan surat izin praktek dokter penanggung jawab 
5. Salinan SKP dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja 
sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja 
6. Pas foto dokter penanggung jawab pelayanan 
kesehatan kerja (ukuran 4x6) sebanyak 2 lembar  
 
Demikian pengajuan permohonan kami, mohon untuk 
diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian 
diucapkan terima kasih 
*) sesuai wilayah operasional perusahaan/instansi 
     ………..,………., 20…….. 
 
Tanda tangan  
Cap Perusahaan/instansi 
 
       (NAMA JELAS) 
 
Tembusan: 
1. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans RI (bila permohonan 
diajukan ke Disnaker Provinsi) 
2. Kepala Dinas ketenagakerjaan Provinsi (bila permohonan 
diajukan ke Disnaker Kab/kota) 
3. Arsip 
A. DATA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN 
KERJA 
I. Data Perusahaan 
1) Nama Perusahaan Induk : 
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2) Alamat Perusahaan : 
3) Bidang Usaha :  Nomor 
KLUI 
4) Narna Perusahaan Cabang (bila ada) 
a. Nama Perusahaan : 
Alamat : 
b. Nama Perusahaan: 
 Alamat : 




III. Bentuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja 
1. Diselenggarakan sendiri oleh Pengurus dalam 
bentuk: 
a. Rumah Sakit perusahaan    
b. Klinik perusahaan 
2. Diselenggarakan oleh Pengurus lalui keija sama 
dengan pelayanan kesehatan di luar perusahaan 
3. Diselenggarakan secara bersama-sama oleh 
beberapa perusahaan 
IV. Tenaga Medis 
1. Dokter 
a. Dokter Umum    : ……orang 
b. Dokter dengan sertifikat Hiperkes :………orang 
c. Dokter Spesialis      :……..orang 





2. Dokter Penanggung jawab 
Memiliki SKPdokter pemeriksa Belum memiliki 
SKP dokter pemeriksa 
 
3. Paramedis perusahaan 
a. Memiliki sertifikat hiperkes  :…….orang 
b.  Belum memiliki sertifikat hiperkes:…….orang 
         Jumlah: ……… orang 
 
V. Sarana Pelayanan Kesehatan Kerja 
No Jenis Sarana Keterangan 
(beri tanda V 
bila Sudan 
ada) 
A. SARANA DASAR: 
1.  Ruangan: 
a. Ruang tunggu 
b. Ruang periksa 
c. Ruang/almari obat 
d. Kamar mandi dan WC 
 
2. Perlengkapan umum: 
a. Meja dan kursi 
b. Tempat tidur pasien 
c. Wastafel 
d. Timbangan badan 
e. Meteran/pengukur tinggi 
badan 
f. Kartu status 
g. Register pasien berobat 
 
3. Peralatan medis: 
a. Tensimeter dan stetoskop 
b. Termometer 
c. Sarung tangan 
d. Alat bedah ringan (minor 
set) 




No Jenis Sarana Keterangan 
(beri tanda V 
bila Sudan 
ada) 
A. SARANA DASAR: 
f. Obat-obatan 
g. Sarana/Perlengkapan P3K 










Alat Pelindung Diri (APD) 
Alat evakuasi: tandu,  
ambulance/kendaraan pengangkut 
korban dan lain-lain.. 
Peralatan penunjang diagnosa: 
a. spirometer, audiometer 
b. Peralatan 
pemantau/pengukur 
lingkungan kerja: sound 





 Tanda tangan  




B. BENTUK PERNYATAAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB 
Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama    : 
Tempat/tanggal lahir  : 
Jenis Kelamin  : 
Alarnat Rumah   : 
Alarnat Praktek   : 
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Surat izin Praktek No  : 
Kursus Hiperkes dan KK : Sudah/ Belum *) 
 
Nomor Reg. SKP dokter pemeriksa bila sudah ada:
 ……………………………  
menyatakan bersedia menjadi penanggung jawab Pelayanan 
Kesehatan Kerja di 
Perusahaan/Instansi dan bersedia memenuhi semua 
ketentuanperaruran perUndang-Undangan K3 bidang 
kesehatan kerja. 
*) Coret yang tidak perlu 
…………………,….,20…… 
 
Mengetahui,   
Yang membuat peryataan,      Pimpinan Perusahaan/Instansi 
 
Td tangan                  Td tangan dan cap  
 






BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN 
PENYELENGGARAAN PELAYANANKESEHATAN KERJA 
KOP DINAS/INSTANSI KETENAGAKERJAAN 
SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS/INSTANSI KETENAGAKERJAAN 
PUSAT/P ROVINSI/KAB/KOTA 
………………………………….. 
NOMOR KEP: …………………… 
TENTANG 
PENGESAHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
KESEHATAN KERJA 
DI PERUSAHAAN 
KEPALA DINAS KEPALA DINAS/INSTANSI 
KETENAGAKERJAAN  
PUSAT/PROVINSI/KAB/KOTA 
Menimbang :  
1. bahwa keselamatan tenaga kerja yang 
setinggi-tingginya dapat dicapai bila 
kesehatan tenaga kerja berada dalarn 
kondisi yang sebaik-baiknya 
2. bahwa untuk mencapai taraf kesehatan 
tenaga kerja yang sebaik- baiknya perlu 
diselenggarakan Pelayanan Kesehatan 
Ketja 
Mengingat  : 
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 
tentang Keselamatan Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1818); 
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor Per. 02/MEN/l 980 
198 
 
tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga 
Kerja; 
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor Per. 01 /MEN/1981 
tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit 
Akibat Kerja; 
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor Per. 03/MEN/1982 
tentang Pelayanan Kesehatan Kerja; 
Memperlihatkan: Surat Permohonan Pengesahan 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 
Kerja dari: 
Perusahaan ; 
Nomor  : 
Tanggal  : 
Menetapkan : 
KESATU : Pengesahan Penyelenggaraan Pelayan 
Kesehatan Kerja di 
Perusahaan/Instansi……………………………………
…….. 
Dengan dokter perusahaan/instansi yang 
bertanggung jawab  
dalam Pelayanan Kesehatan Kerja, 
 Nama       : 
No Reg SKP Dokter Pemeriksa:  
KEDUA : Pelayanan Kesehatan Kerja tersebut  
Pertama mempunyai tugas memberikan 
bantuan kepada tenaga kerja dalam 
penyesuaian diri dengan lingkungan kerja 
baik fisik maupun mental dan mencegah serta 
mengobati penyakit akibat kerja dan penyakit 
lainnya demi meningkatkan kesehatan kondisi 
mental dan kemampuan fisik tenaga kerja 
serta wajib melaksanakan ketentuan-
ketentuan yang terdapat pada: 
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/1980 
tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga 
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Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan 
Kerja 
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor Per.01/MEN/1981 
tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit 
Akibat Kerja 
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor Per.03/MEN/l 982 
tentang Pelayanan Kesehatan Kerja 
 
MEMUTUSKAN 
KETIGA : Pelayanan Kesehatan Keija segera dapat 
melakukan tugas dan  
kegiatannya sejak tanggal pengesahannya. 
KEEMPAT : Pengurus wajib menyampaikan laporan 
Teknis Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
kerja kepada Dinas yang membidangi 
ketenagakerjaan setempat dengan tembusan 
kepada Dirjen Pembinaan Pengawasan 
Ketenagakeijaan Depnakertrans RI 
KELIMA  : Semua pembiayaan yang herhubungan 
dengan kegiatan pelayanan  
Kesehatan keija dibebankan pada 
perusahaan/instansi yang bersangkutan 
KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) 
tahun sejak tanggal ditetapkannya dan apabila 
terdapat kekeliruan dalam penetapannya 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 
Tembusan: 
1. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans RI 
2. Gubemur/Bupati/Walikota   
3. Arsip.      
Ditetapkan di: 







       ……………….. 
 
     
 ………………………………… 




















PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA 
 
(KOP PERUSAHAAN/INSTANSI) 
     
 …………………..,…………,20….. 
Nomor : 
Lamp   : 
Perhl.  :   Kepada Yth: 
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja
  
2. Direktur Pengawasan Norma 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja, Ditjen Binwasnaker  
DEPNAKERTRANS RI 
J1 Gatot Subroto Kav 51 
Jaksel  
di- 
J a k a r t a  
Yang bertanda tangan dibawah ini kami selaku pimpinan 
perusahaan/instansi 
 Nama Perusahaan/Instansi   : 
Alamat Perusahaan/Instansi   : 
Jenis Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja : 
a. Laki-laki : orang 
b. Perempuan : orang 
Jumlah : orang 
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Dengan ini menyampaikan laporan Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan Keija Triwulan 
……….bulan………sd.......Tahun .......... 

























I. DATA PENYAKIT YANG DIDERITA OLEH TENAGA YANG 
BERKUNJUNG KE PELAYANAN KESEHATAN KERJA 
MAUPUN DARI HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN 
BERKALA DAN KHUSUS 
No. Jenis Penyakit 














bagian atas tennasuk 
influensa, Tonsilitis, 
Pharingitis, Laringitis, 
Sinusitis, Rhinitis dan 
lain-lain. Infeksi 
saluran pernafasan 
lain tennasuk  
Bronchitis, Pleuritis, 
Pneumonia. Asma dan 
lain-lain. 
Tuberkulosa (TB) 
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No. Jenis Penyakit 










(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Lainnya sebutkan  
 
GINJAL DAN SALURAN 
KEMIH Radang ginjal 
dan saluran kencing 
Batu ginjal dan saluran 
kencing Lainnya 
sebutkan  








    
 KELAINAN PEMBULUH 
DARAH Wasir Varises 
Phlebitis 
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No. Jenis Penyakit 














Kelainan darah lainnya 
sebutkan 
    
 




tennasuk Gout Hernia 
Nukleus Pulposus 
Lainnya sebutkan  







dan nifas normal. 
Kehamilan, persalinan 





    
206 
 
No. Jenis Penyakit 














lain termasuk fluor 
albus. 
Lainnya sebutkan  












Kekurangan Kalori & 
Protein (KKP) 
Defisiensi vitamin lain 
Over u'e/ff/n/obesitas 
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No. Jenis Penyakit 










(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Lainnva sebutkan 
 






    






Dibawah kulit Lainnya 
sebutkan  
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No. Jenis Penyakit 










(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Gangguan tajam 
penglihatan/Visus 
Lainnya sebutkan  
 PENYAKIT PADA 
TELINGA DAN 
MASTOID 
Radang telinga luar 
Radang telinga tengah 
dan daiam Penurunan 
pendengaran/tuli 
Lainnya sebutkan  
    




Lainnya sebutkan  
    
 PENYAKIT SUSUNAN 
SYARAF Gangguan 
syaraf tepi Gangguan 
syaraf pusat Lainnya 
sebutkan  




    
209 
 
No. Jenis Penyakit 

















Tumor Jinak  
Tumor Ganas 
    







    






(icd10 code): : 
a.  
b.  
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No. Jenis Penyakit 










(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
c.  
 Penyakit yang diduga 







    







    
JUMLAH KESELURUHAN     
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II. DATA KECELAKAAN KERJA 
















BAGIAN TUBUH YANG 
CIDERA 
    
1 Kepala     
2 Mata     
3 Telinga     
4 Badan     
5 Lengan     
6 Tangan     
7 
Telapak dan jari 
tangan 
    
8 Paha     
9 Kaki     
10 Telapak dan iari kaki     
11 
Organ tubuh bagian 
dalam 
    




    




    
4 
Jatuh dari ketinggian 
yang sama dan 
tergelincir 
    
5 
Jatuh dari ketinggian 
berbeda 
    
6 Keracunan     
7 Tersentuh arus listrik     
8 Lain-lain     
C. AK1BAT KECELAKAAN     
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Jumlah korban yang 
meninggal 
    
2 
Jumlah korban yang 
cacat tetap 





    
4 
Jumlah hari kerja yang 
hilang 
    
5 
Jumlah korban yang 
langsung mampn 
bekerja kembali 
    
JUMLAH SELURUH 
KECELAKAAN 














III. DATA KEGIATAN KESEHATAN KERJA LAINNYA: 




a Pemeriksaan Kesehatan 
Awal 
b Pemeriksan Kesehatan 
Berkala 








a. Faktor bahaya fisik:
  
b. Faktor bahaya kimia:
  
c. Faktor bahaya biologi:
  
d. Faktor bahaya 
psikologi:  
e. Faktor bahaya 
ergonomi/fisiologi: 










<, = / 
>standar 
4 Penyediaan APD 
a Pelindung kepala (……..) 
b Sepatu keselamatan 
b) c dst. 
 
5 Penyelenggaraan 
makan di tempat 
kerja 
a. Pemeriksaan penjamah 
makanan (petugas 
pengelola makanan 
yang menangani secara 











No Nama Kegiatan Jenis Kegiatan Keterangan 
2. Pengawasan fasilitas 
P3K c  
7 Penyuluhan dan 
pelatihan 
kesehatan kerja 



















9. Lain-lain sebutkan 
a.  





   
Penyusun,  Penanggung Jawab 
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